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 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) bagaimana penataan ruang 
pedagang kaki lima di kawasan Apron Kemayoran. (2) bagaimana kontestasi yang 
timbul dalam pelaksanaan penataan ruang pedagang kaki lima di kawasan Apron 
Kemayoran. (3) bagaimana upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Jakarta 
dalam mengelola kontestasi yang timbul pada pelaksanaan penataan ruang pedagang 
kaki lima di Kawasan Apron Kemayoran. 
 Sesuai dengan tujuan, penelitian ini menggunakan metode penelitian 
deskriptif kualitatif dengan studi kasus. Karakteristik di dalam penelitian ini adalah 
informan tertentu yang dapat memberikan keterangan sampai pada penarikan 
kesimpulan. Teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi 
langsung dan dokumen. Dalam penelitian ini subjek penelitian terdiri dari 10 orang, 
yaitu 6 orang informan kunci yang terdiri dari (Kepala Seksi Pemerintahan dan 
Trantib Kelurahan Kebon Kosong & 5 informan pedagang kaki lima)  dan 4 orang 
informan pendukung yang terdiri dari (Kepala Subbagian Koperasi dan Perdagangan 
pihak Kecamatan, Satpol PP, PPKK, RW 10 Rusun Apron Kemayoran).  
 Hasil penelitian ini menemukan bahwa penataan pedagang kaki lima di 
kawasan Apron Kemayoran berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jakarta 
menurut Peraturan Daerah Nomor  8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum, yaitu 
kegiatan PKL sangat mengganggu aktifitas masyarakat lainnya dan masih belum 
tertata dengan baik, ruang kegiatan yang dilakukan PKL tidak sesuai dan bukan 
diperuntukan sebagai tempat jual beli para PKL, mereka menggunakan ruas jalan dan 
trotoar sebagai kegiatan mereka yang dimana tempat tersebut adalah sebagai ruang 
publik,  
 Kontestasi ruang PKL menimbulkan gesekan antara pihak pemerintahan 
dengan pedagang, banyaknya penolakan relokasi PKL kepada aparat pemerintahan. 
Namun kegiatan relokasi tersebut tetap dilakukan, dan sudah disediakan tempat 
khusus untuk kegiatan PKL. Yakni Lenggang Jakarta Kemayoran sebagai produk 
politik dan kekuasaan elit politik yang didirikan atas dasar kebijakan pemerintah. 
Namun pada realitasnya masih banyak PKL yang kembali ke tempat semula dengan 
alasan lokasi yang kurang strategis serta mengurangi besaran pendapatan mereka. 
Mode produksi ruang disini terjalin atas relasi sosial antara berbagai kelas yang 
cukup rumit, sehingga bentuk dari solusi permasalahan dari kasus ini adalah dalam 
bentuk kompromi. 
Kata Kunci: Lefebvre, Pedagang Kaki Lima (PKL), Ruang Representasional 
    ABSTRACT 
Fitri Nur Indah Sari. Ex Airport Kemayoran As Representational Space. 
Undergraduate Thesis, Jakarta: Sociology Development Studies Program, Faculty of 
Social Science, State University of Jakarta. 2018. 
This study aims to determine (1) how to arrangement the space of  street 
hawkers (PKL) in Apron Kemayoran area. (2) how contestation appear in the 
implementation of spatial arrangement of street hawkers (PKL) in Apron Kemayoran 
area. (3) how the efforts made by Jakarta City Government in managing contestation 
appeared in the implementation of spatial arrangement of street hawkers (PKL) in 
Apron Kemayoran area. 
According to the purpose, this research uses descriptive qualitative research 
method with case study. The characteristics in this study are certain informants who 
can provide information to the conclusion. Data collection technique through in-
depth interviews, direct observation and documents. In this research, the research 
subjects consist of 10 people are 6 key informants consisting of (Head of 
Administration and Trantib Kebon Kosong village & 5 informant of street hawkers 
(PKL)) and 4 supporting informants consisting of (Head of Sub-Section of 
Cooperative and Trade of Sub-District , Satpol PP, PPKK, RW 10 Rusun Apron 
Kemayoran). 
The results of this study found that the arrangement of street hawkers (PKL) 
in Apron Kemayoran area based on Spatial Plan of Jakarta City Region according to 
Local Regulation Number 8 Year 2007 about Public Order, which is the activity of 
street hawkers (PKL) very disturbing to the other community activity and still not 
well ordered, the space activity done by street hawkers (PKL) are not suitable and 
not intended as a place of buying and selling by street hawkers (PKL), they use roads 
and sidewalks as their activities which where those place are a public space. 
Space contestation of street hawkers (PKL) creates friction between the 
government and the traders, there are number of refusal of street hawkers (PKL) 
relocation to the government apparatus. But the relocation activities are still done, 
and has provided a special place for street hawkers (PKL), Namely Lenggang 
Jakarta Kemayoran as a political product and the power of political elites founded 
on the basis of government policy. But in reality there are still many street hawkers 
(PKL) who return to the original location for some reasons that are less strategic and 
reduce the amount of their income. The mode of production of space here is 
intertwined over the social relations between the various classes are quite 
complicated, so the form of problem solution of the case is in the form of 
compromise. 
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I.1 Latar Belakang  
Menurut data DKI Jakarta Dalam Angka Tahun 2016, jumlah penduduk DKI 
Jakarta pada tahun 2015 berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur pada tahun 
2015 dapat terlihat dalam tabel. Terlihat dalam tabel jumlah penduduk yang berada 
pada usia produktif (25-34) jumlahnya cukup besar hingga mencapai diatas 1 juta 
penduduk. Adapun jumlah penduduk laki-laki yang berusia produktif jumlahnya lebih 
besar dibandingkan pnduduk perempuan.  
Jumlah penduduk usia muda dalam tabel pada halaman berikutnya terlihat 
bahwa jumlahnya cukup tinggi dibandingkan penduduk yang berusia lanjut. Jumlah 
penduduk berusia 0-9 tahun totalnya sekitar 1.793.072 yaitu sekitar 17,6%. kemudian 
penduduk yang berusia remaja hingga dewasa awal berjumlah sekitar 2.321.076 yaitu 
sekitar 22,8%. Apabila dihitung total jumlah penduduk berusia muda secara 
keseluruhan berjumlah 1.604.187 yaitu sekitar 15,7%. Hal ini menunjukkan bahwa 




Jumlah penduduk berusia muda yang besar ini menjadikan tantangan bagi 
pemerintah DKI Jakarta. Apabila tidak diimbangi dengan penyediaan kebutuhan 
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 https://jakarta.bps.go.id/statictable/2017/01/30/142/jumlah-penduduk-menurut-kelompok-umur-dan-





dasar, fasilitas publik yang cukup, dan tersedianya lapangan pekerjaan yang 
memadai, maka dapat menjadi masalah bagi pembangunan di DKI Jakarta. Tingginya 
arus urbanisasi di perkotaan khususnya DKI Jakarta akibat dari tingginya daya tarik 
penduduk desa ke kota. Dengan makin banyaknya penduduk yang tinggal di 
perkotaan, maka tuntutan akan kawasan-kawasan hunian baru juga akan meningkat.  
Daerah-daerah hunian tersebut dalam kenyataannya membutuhkan prasarana 
dan sarana dasar permukiman seperti fasilitas pendidikan, air bersih, persampahan, 
listrik, telekomunikasi dan sebagainya. Pada tataran sosial dan ekonomi pertambahan 
jumlah penduduk juga menuntut tersedianya lapangan pekerjaan yang memadai. 
Terbatasnya lapangan pekerjaan di sekotor-sektor formal seperti produksi barang dan 
jasa tertentu harus diimbangi dengan penyediaan ruang-ruang bagi aktivitas ekonomi 
sektor informal. 
Perkembangan kota yang tidak terkelola dengan baik akan cenderung tidak 
terkendali dan mengakibatkan berbagai persoalan turunan seperti kemacetan 
lalulintas, tumbuhnya kawasan-kawasan kumuh perkotaan, dan kualitas kesejahteraan 
masyarakat yang rendah sehinga muncul persoalan masyarakat yang bervariasi. Pada 
prinsipnya perkembangan kota tidak akan pernah terlepas dari perkembangan kualitas 
sosial dan ekonomi masyarakat perkotaan itu sendiri dengan mengadopsi nilai-nilai 
modernisasi yang pada dasarnya menyebabkan masyarakat kota meninggalkan nilai-








Pengelompokan Umur Sesuai Jenis Kelamin 
 
Sumber : Badan Pusat Statistik, Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035 
Arus urbanisasi di Indonesia tidak seimbang dengan adanya perluasan 
kesempatan kerja di kota-kota baik di sektor industri maupun di sektor jasa atau 
kesempatan membuka usaha sendiri. Selain itu banyak ahli yang berpendapat bahwa 
alasan utama kepindahan seseorang atau sekelompok orang dari daerahnya ketempat 





tersebut serta anggapan dari masyarakat desa bahwa kota dapat memberikan 
lapangan/kesempatan kerja dengan memberikan upah yang besar. Namun dalam 
kenyataannya sebagian besar penyebab terjadinya migrasi ini adalah karena tidak 
adanya pekerjaan yang sesuai dengan keahlian yang mereka miliki, sehingga timbul 
kecenderungan untuk keluar dari desa atau daerah mereka untuk pindah ke kota.  
Semakin sempitnya lapangan pekerjaan di perkotaan serta tingkat persaingan 
kerja yang ketat, serta upah yang dihasilkan disektor informal sebagai 
karyawan/buruh pabrik dirasakan masih kurang dengan kebutuhan hidup masyarakat 
saat ini. Belum lagi dampak dari krisis global yang mengakibatkan banyaknya 
pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dialami para buruh/karyawan yang berakibat 
makin meningkatnya angka pengangguran. Hal ini yang membuat warga masyarakat 
yang ingin meneruskan usahanya untuk memenuhi kebutuhan hidup di perkotaan 
memlih alternatif lain yaitu membuka usaha mandiri salah satunya dengan berjualan 
sebagai pedagang kaki lima yang berjualan makanan ataupun minuman di beberapa 
tempat yang dipadati oleh warga masyarakat.  
Hakekat pembangunan manusia Indonesia seutuhnya adalah pembangunan 
seluruh masyarakat Indonesia. Ini berarti bahwa pembangunan mencakup: pertama, 
kemajuan lahiriah seperti pangan, sandang, dan papan; kedua, kemajuan batiniah 
seperti pendidikan, rasa aman, rasa keadilan, rasa sehat, dan ketiga, kemajuan yang 






Krisis ekonomi di Indonesia terjadi diawali dari krisis moneter, dimana nilai 
tukar mata uang rupiah jatuh terhadap dolar Amerika Serikat
2
  dengan krisis moneter 
mengakibatkan krisis ekonomi dimana diawali dengan pertumbuhan ekonomi 
menurun, inflasi meninggi, banyaknya pegawai di PHK, meningginya harga pangan 
impor, pengurangan subsidi BBM, dan sebagainya.  
Salah satu problem dari ekonomi adalah pengangguran, Presiden Joko 
Widodo membeberkan kondisi Indonesia terkini di depan diaspora Indonesia di 
Seoul, Korea Selatan yaitu Indonesia menghadapi lima masalah paling rumit, salah 
satunya ialah menyiapkan lapangan pekerjaan. “Pengangguran di Indonesia meskipun 
dibandingkan dengan negara lain, Eropa di atas 25% - 30%, kita memang 5,6% tetapi 
5,6% itu kalau dikalikan 252 juta juga angka yang tidak kecil.
3
 Presiden Joko Widodo 
menyatakan salah satu dampak pengangguran tak hanya menampilkan masalah 
ekonomi tetapi juga membawa dampak luas di bidang sosial, keamanan dan politik 
dan lainnya. 
Presentase penduduk miskin di DKI Jakarta pada bulan September 2017 
mencapai 3,78 persen yang berarti mencakup sejumlah 393,13 ribu orang. 
Dibandingkan dengan Maret 2017 (3,77% atau 389,69 ribu orang), persentase 
penduduk miskin meningkat 0,01 poin atau meningkat sebesar 3,44 ribu orang. 
Sedangkan dibandingkan dengan September 2016 (3,75% atau 385,84 ribu orang), 
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 Bayu Krisnamurthi. 2002. Membangun Koperasi Berbasis Anggota Dalam Rangka Pengembangan 
Ekonomi Rakyat. Jurnal Ekonomi Rakyat, I, 4 
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Melalui pemberdayaan masyarakat untuk menghadapi tantangan mutlak 
dalam mewujudkan kemandirian ekonomi. Pemerintah perlu mengubah paradigma 
pemberdayaan masyarakat dari yang bersifat top-down menjadi partisipatif, dengan 
bertumpu pada kekuatan dan sumber-sumber daya lokal. Hal ini akan mempunyai 
dampak percepatan dalam penanggulangan/ pengurangan angka kemiskinan.
5
  
Terkait dalam hal ini penataan PKL, Pemerintah berdiri pada posisi yang sulit, 
satu sisi PKL juga membawa dampak bagi tata kelola, wajah kota, ketertiban, lalu 
lintas dan lain-lain. Penataan PKL ini adalah bentuk implementasi dari Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. 
Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan 
ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Penyelenggaraan penataan ruang adalah 
kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan 
penataan ruang. Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan landasan 
hukum bagi Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam penataan ruang.
6
 
Penataan PKL perlu dilakukan disebabkan keberadaan PKL sering kali 
menggunakan beberapa fasilitas umum yang seharusnya tidak dipakai berusaha para 
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 https://jakarta.bps.go.id/pressrelease/2018/01/02/255/persentase-penduduk-miskin-di-dki-jakarta-
pada-bulan-september-2017-mencapai-3-78-persen.html. Diakses tanggal 6 Februari 2018, pukul 08.51 
WIB. 
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 Dalle, Daniel Sulekale.2003. Pemberdayaan masyarakat miskin diera otonomi daerah. 
http://www.ekonomirakyat.org/edisi_14/artikel_2.htm Diakses tanggal 20 Oktober 2017. Pukul 19.00 
WIB. 
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PKL, hal ini jelas keberadaan PKL ini tidak sejalan dengan tata kota.  Salah satu 
masalah paling krusial yang dihadapi kota-kota urban adalah perencanaan kota yang 
buruk dan tumpang-tindihnya kepentingan-kepentingan yang seringkali menyebabkan 
kekacauan kota. Contohnya banyaknya trotoar yang sebenarnya berfungsi sebagai 
tempat pejalan kaki tetapi beralih fungsi sebagai tempat berusaha PKL, dampaknya 
adalah para pejalan kaki akan menggunakan jalur lambat atau jalur cepat, hal ini 
berakibat semakin berkurang fungsinya jalur cepat atau jalur lambat. Pelaksanaan 
penataan kota akan mustahil terwujud dengan baik apabila partisipasi dan kesadaran 
masyarakat dalam ikut program penataan kota, termasuk di dalamnya para PKL.  
Berpijak dari hal tersebut diatas kota Jakarta mempunyai problem dengan 
keberadaan PKL, sehingga pemerintah kota Jakarta yang mempunyai peran sebagai 
pihak yang berwenang dalam penataan ruang kota, maka pemerintah kota Jakarta 
melaksanakan program penataan ruang kota Jakarta berdasarkan penataan pedagang 
kaki lima di kawasan Apron Kemayoran. 
Pedagang kaki lima yang berada disekitar kawasan Apron Kemayoran sangat 
mengganggu lingkungan yang ada di sekitarnya, yaitu Apartemen Mediterania 
Kemayoran, Apartemen Apron, dan Rusun Apron. Keberadaan PKL tersebut 
menutup akses menuju apartemen dan rusun akibatnya aktifitas terganggu. 
Disamping itu keberadaan PKL sangat mengganggu para pengguna jalan yang 
dikeluhkan warga yang melewati jalan tersebut. Pasalnya para PKL membuka 





setiap harinya, keberadaan PKL ini sangat mengganggu lantaran menghambat arus 
lalu lintas, menimbulkan kesan kumuh dan semrawut. 
Penataan PKL sering kali diterjemahkan dalam wujud pembersihan sebuah 
ruang publik dari kegiatan PKL yang tidak resmi. Pembersihan tersebut sering 
dilakukan dengan tanpa solusi yang baik, sehingga gesekan antara PKL dan aparatur 
pemerintah (Satuan Polisi Pamong Praja). Penataan yang dilakukan dengan 
memperhatikan harkat dan martabat PKL akan mengurangi resiko gejolak dan 
gesekan-gesekan yang tidak seharusnya terjadi. Penataan sebaiknya diterjemahkan 
dengan pembinaan, sehingga PKL diajak untuk dibimbing kearah untuk kemandirian 
ekonomi dan disadarkan tentang kesadaran akan lingkungan sekitarnya. Pembinaan 
adalah suatu proses, usaha dan tindakan atau kegiatan yang dilakukan secara berdaya 
guna dan berhasil guna dengan baik 
7
 yang diberikan pemerintah kepada masyarakat, 
hal ini memang merupakan tugas dan kewajiban dari pemerintah.  
Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka peneliti tertarik untuk 
melakukan penelitian dengan judul: Kawasan Ex Bandara Kemayoran Sebagai Ruang 
Representasional.  
I.2 Perumusan Penelitian 
Pedagang identik dengan usaha mandiri lokal yang dibangun atas dasar 
keinginan individu/ masyarakat dalam bertahan hidup di perkotaan. Makin sempitnya 
lapangan pekerjaan semakin derasnya arus globalisasi serta tekanan ekonomi 
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keluarga masyarakat khususnya di Indonesia saat ini membuat sebagian individu 
(khususnya: masyarakat urban) terdorong membuka usaha mandiri di kota-kota besar, 
terminal, trotoar, stasiun, pasar, bahkan sampai di pinggir jalan. Seperti halnya 
pedagang yang menggelar dagangannya di sepanjang jalan Apron Kemayoran hingga 
menghambat arus lalu lintas yang menyebabkan kemacetan dan kesemrawutan, dan 
mempersulit akses para pejalan kaki.  
Pedagang kaki lima tidak sepenuhnya hal yang dianggap negatif, bahkan kita 
sendiri juga salah satu konsumen yang pernah membeli dagangannya. Namun tak 
sedikit dari aktifiitas pedagang kaki lima melanggar aturan tata ruang kota, akibatnya 
menimbulkan kontestasi dan resistensi yang terjadi pada PKL dengan aparat 
pemerintah. Keberadaan PKL membuat kondisi kawasan Apron Kemayoran terkesan 
kumuh dan semrawut. Dari penjelasan di atas, peneliti dapat merumuskan suatu 
permasalahan sebagai berikut: 
1. Bagaimana penataan ruang pedagang kaki lima di kawasan Apron 
Kemayoran? 
2. Bagaimana kontestasi yang timbul dalam pelaksanaan penataan ruang 
pedagang kaki lima di kawasan Apron Kemayoran? 
3. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Jakarta dalam 
mengatasi kontestasi yang timbul pada pelaksanaan penataan ruang 
pedagang kaki lima di Kawasan Apron Kemayoran? 
 Permasalahan penelitian di atas tersebut, mengungkap bagaimana kawasan 





sosiologi konsep ruang menurut Henri Levebvre, melihat bagaimana kontestasi yang 
terjadi antara PKL dengan pemerintah setempat di kawasan Apron Kemayoran, dan  
mengkaji lebih dalam upaya yang dilakukan pemerintah setempat dalam mengatasi 
kendala yang timbul pada pelaksanaan penataan pedagang kaki lima di kawasan 
Apron Kemayoran. 
I.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan apa yang terjadi di kawasan Apron 
Kemayoran. Tujuan Penelitian ini diperlukan Karena terkait erat dengan perumusan 
permasalahan dari penelitian. Berdasarkan perumusan permasalahan diatas, maka 
penulis akan merumuskan tujuan penelitian yang ingin dicapai. Penelitian ini 
bertujuan untuk:  
1. Mendeskripsikan penataan ruang pedagang kaki lima di kawasan Apron 
Kemayoran. 
2. Mengetahui kontestasi pedagang kaki lima dengan pemerintah di kawasan 
Apron Kemayoran.  
3. Mengetahui upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi 
kendala yang timbul pada pelaksanaan penataan pedagang kaki lima. 
Adapun selain memiliki tujuan, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan 
manfaat. Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat diperoleh signifikansi penelitian yang 







1.1 Manfaat Akademis 
 Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap ilmu 
pengetahuan di bidang ilmu Sosiologi Perkotaan yang berfokus pada kajian mengenai 
sosio-spasial melalui perspektif ruang Henri Lefebvre tentang “Triadik Konsep” 
ruang yang terdiri dari unsur Praktik Spasial (Spatial Practice), Ruang 
Representasional (Representational Space), dan Representasi Ruang (Representations 
of Space), yang menjadi bahan pertimbangan atau referensi untuk melakukan analisis 
dalam penelitian yang akan datang pada bidang yang ada kaitannya dengan penelitian 
ini. 
1.2 Manfaat Praktis 
 Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan wawasan pada 
masyarakat dalam memahami pembahasan sosiologi perkotaan tentang penataan 
ruang pedagang kaki lima di kawasan Apron Kemayoran dengan memakai konsep 
ruang menurut Lefebvre. 
I.4 Tinjauan Penelitian Sejenis 
Peneliti menggunakan beberapa penelitian sejenis yang berisikan hasil 
penelitian yang dianggap dapat membantu proses penelitian, khususnya yang 
berkaitan dengan objek penelitian yaitu tentang penataan ruang pedagang kaki lima di 
Kawasan Apron Kemayoran Jakarta Pusat. Di bawah ini ada beberapa penelitian 
terdahulu yang dijadikan peneliti sebagai tinjauan penelitian sejenis, yaitu. 
Pertama, penelitian Eko Handoyo dengan jurnal yang berjudul Makna Ruang 







 Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, data dianalisis dengan 
teknik interaktif analisis secara kualitatif. Fokus penelitian ini (1) penggusuran yang 
dilakukan pemkot Semarang, baik menyangkut cara, bentuk, dan alasan dilakukan 
penggusuran dan (2) alasan PKL bersikukuh mempertahankan ruang publik, terutama alasan 
ekonomi. 
Menurut hasil penelitian yang dilakukan Eko Handoyo menunjukkan bahwa 
Wilayah atau kawasan perkotaan yaitu wilayah pemusatan dan distribusi pelayanan 
jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Dalam kawasan 
perkotaan terdapat apa yang disebut ruang publik dimana ruang yang dapat digunakan 
oleh umum. Namun ruang public memiliki fungsi, yaitu (1) sebagai pusat interaksi 
dan komunikasi masyarakat baik formal maupun informal, (2) ) sebagai ruang 
terbuka yang menampung koridor-koridor, jalan menuju ke arah ruang publik, dan 
ruang pengikat dilihat dari struktur kota, pembagi ruang-ruang fungsi bangunan di 
sekitarnya, serta ruang transit bagi warga masyarakat yang akan pindah (bergerak) ke 
arah ruang lainnya, (3) ) sebagai ruang ekonomi bagi PKL yang menjajakan 
makanan, minuman, pakaian, souvenir dan jasa bagi para pesulat dan entertainer 
lainnya, (4) sebagai paru-paru kota yang menyegarkan kawasan kota. 
Penggusuran yang dilakukan oleh pemerintah kepada PKL di Semarang 
menimbulkan bentrok antara petugas dengan pedagang, penertiban yang disertai 
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kekerasan ini menghancurkan bangunan dan lapak pedagang kaki lima, dan juga 
memukul mental dan moral pedagang kaki lima. Penggusuran (PKL) ini dilakukan 
atas nama pembangunan proyek, yaitu pembangunan jembatan Lemahgempal yang 
dibiayai APBD dan proyek pembangunan normalisasi sungai Kaligarang dan Banjir 
Kanal Barat sebagai rangkaian dari proyek pembangunan waduk Jatibarang.  
Proyek-proyek pembangunan, baik yang didanai sendiri oleh pemerintah 
negara yang bersangkutan maupun yang disponsori oleh dana bantuan asing atau 
lembaga donor, dan menyingkirkan kelompok masyarakat lapisan bawah yang 
miskin. Sebuah laporan menarik tentang proyek pembangunan kapital yang 
disponsori Bank Dunia dan IMF, menunjukkan bukti bagaimana sebuah pertemuan 
untuk memperoleh bantuan asing di suatu negara harus membawa korban tergusurnya 
kehidupan rakyat kecil. 
Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah kota Semarang cenderung 
deksriminatif, tetapi di samping itu pemerintah beralasan untuk menata dan 
menertibkan pedagang kaki lima untuk menciptakan lingkungan yang kembali 
kondusif. Akhirnya, pemerintah telah merelokasi PKL Basudewo dan PKL 
Kokrosono, mereka dipindahkan ke sentra PKL Kokrosono yang tempatnya berada di 
seberang jalan kereta api, dengan gedung yang cukup representatif.  
Hal ini dapat disimpulkan bahwa pemerintah kota Semarang melakukan 
penertiban atau penggusuran terhadap PKL Basudewo dan Kokrosono didasarkan 
pada (1) ketentuan peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya (2) untuk 





penghuni kota. Dalam kaitannya dengan ketentuan baru tetang penataan dan 
pemberdayaan PKL, sikap pemkot Semarang lebih dominan pada tindakan penataan 
ketimbang pemberdayaan PKL. 
 Kedua, Jurnal Rossy Capriati yang berjudul Strategi dan Perjuangan 
Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kelurahan Pasar Pagi Kota Samarinda.
9
 Penelitian 
ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dalam pendekatan interpretatif yang 
mencari pemahaman makna dari ekspresi kebudayaan. Penelitian ini juga 
menggunakan landasan teori dari salah satu tokoh sosiolog dari Perancis yaitu Pierre 
Bourdieu tentang praktik. Praktik merupkan konsep-konsep tentang otonomi relatif, 
trajektori personal dan kelas, dan terutama sifat dasar strategi dan perjuangan posisi 
di dalam sebuah ranah. 
Penelitian ini meneliti mengenai strategi dan perjuangan pedagang kaki lima 
dalam memperjuangkan kehidupannya di ranah sosial. Dengan teknik pengumpulan 
data „observatory participan‟ yang mengharuskan peneliti secara langsung ada dalam 
sebuah masyarakat atau komunitas sosial tertentu.  
Dalam ranah kehidupan di Kelurahan Pasar Pagi bahwasannya ranah ini 
merupakan arena bagi para pelaku bisnis. Keberagaman habitus terjadi baik pada para 
pemilik modal yang besar dan pemilik modal yang relatif kecil. Hal ini dikarenakan 
para pemilik modal relatif kecil paling tidak harus lebih berjuang lebih keras. 
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Hal ini, persaingan antara PKL yang bermodal kecil dengan PKL yang 
bermodal besar, bertaruh dalam memperjuangkan, mempertahankan, dan 
mengembangkan usahanya. Ada 4 modal strategi yang digunakan: yaitu, modal 
material, modal budaya, modal sosial, dan modal simbolik. 4 modal ini adalah 
strategi dan perjuangan PKL di Kelurahan Pasar Pagi Kota Samarinda.  
Ketiga, jurnal Dinarjati Eka Puspitasari yang berjudul Penataan Pedagang 
Kaki Lima Kuliner Untuk Mewujudkan Fungsi Tata Ruang Kota di Kota Yogyakarta 
dan Kabupaten Sleman.
10
 Penelitian ini menggunakan jenis penelitian metode analisis 
studi kasus dengan menggunakan pendekatan partisipatif, dengan tekhnik 
pengumpulan observasi, wawancara, dan kuisioner. Fokus penelitian ini (1) 
Bagaimana pola penataan pedagang kaki lima yang teratur untuk mewujudkan fungsi 
tata ruang kota di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman, (2) Bagaimana pola 
penataan pedagang kaki lima yang dapat menunjang kinerja ekonomi mereka di Kota 
Yogyakarta dan Kabupaten Sleman 
Menurut hasil penelitian yang dilakukan Dinarjati Eka Puspita menunjukkan 
bahwa problematika dalam penataan PKL, dimana jumlah mereka yang sangat 
banyak dan memerlukan ruang yang cukup besar untuk kegiatannya. Sementara itu 
ruang publik yang besar juga digunakan oleh pengguna lain untuk berkegiatan 
sehingga munculah konflik antara kelompok pengguna dengan ruang publik tersebut. 
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Belum lagi jika pemerintah setempat menggunakan ruang tersebut untuk dijadikan 
proyek pemerintah. 
Namun realitanya pedagang kaki lima tidak mungkin dihilangkan dari 
kegiatan di ruang publik, keberadaannya merupakan pelengkap dari segala unsur 
kehidupan publik terutama di kawasan perdagangan. Hanya saja penataannya perlu 
ditempatkan berdampingan dengan ruang untuk kegiatan sirkulasi kawasan, yaitu 
pedestrian dan jalan dengan alternatif membuat suatu ruang publik baru yang semua 
kegiatan publik berlangsung dengan tetap mengutamakan optimalisasi ruang bagi 
pejalan kaki.  
Penelitian yang di lakukan oleh Dinarjati dapat disimpulkan bahwa Pola 
penataan pedagang kaki lima ini untuk mewujudkan fungsi tata ruang kota di DIY 
dengan membuat kebijakan mengenai kualifikasi pola penataan pedagang kaki lima 
sesuai dengan program perencanaan tata ruang kota serta membuat kebijakan pola 
penataan pedagang kaki lima dengan lebih memperhatikan aspek lingkungan hidup. 
Adapun pola penataan pedagang kaki lima untuk menunjang kinerja ekonomi di DIY 
adalah memberikan kesempatan bagi PKL untuk berjualan di sektor informal serta 
menghimbau kepada Pemerintah Daerah untuk membuka lapangan kerja dan 





Keempat, Didik Anggono HKS, 2011.
11
 Tesis Strata 2, Program Studi 
Magister Ekonomi dan Studi Pembangunan, Universitas Sebelas Maret, Surakarta. 
Tesis yang berjudul Analisis Pendapatan Pedagang Kaki Lima di Kota Surakarta, 
Sebelum dan Sesudah diTata di Pasar Klithikan Notoharjo Semanggi. Dalam 
penelitian yang dilakukan oleh Didik Anggono HKS yaitu mengetahui dan 
menganalisis perbedaan rata-rata pendapatan sebelum dan setelah di tata. Penelitian 
tersebut guna sebagai referensi penulis dalam mengetahui bagaimana perbandingan 
pendapatan setelah dan sebelum relokasi atau di tata. 
Kelima, Heni Rusmiati, 2012. Tesis Strata 2, Program Studi Magister 
Administrasi Publik, Universitas Sebelas Maret, Surakarta. Tesis yang berjudul 
Proses Social Capital Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima (Studi kasus: 
Paguyuban Pesona Pedagang Burung Semarang (P3BS) Di Jalan Kartini Kota 
Semarang).
12
 Dalam Penelitian yang dilakukan oleh Heni Rusmiati yaitu mengetahui 
proses social capital dalam penataan Pedagang Kaki Lima, paguyuban pesona 
pedagang burung semarang (P3BS) di Jalan Kartini Kota Semarang. Penelitian ini 
menggunakan metode analisis studi kasus dengan pendekatan deksriptif kualitatif. 
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Fokus penelitian ini adalah bagaimana proses social capital dalam penataan Pedagang 
Kaki Lima Paguyuban Pesona Pedagang Burung di Semarang. 
Menurut hasil penelitian yang dilakukan Heni Rusmiati menunjukkan bahwa 
Proses social capital dalam penataan Pedagang Kaki Lima di Jalan Kartini kota 
Semarang dimulai dengan pembentukan sutu paguyuban yang diberi nama 
Paguyuban Pesona Pedagang Burung Semarang (P3BS). Di dalam paguyuban, hal-
hal yang dilakukan untuk membangun modal sosial sebagi sumber kekuatan yang 
dapat meningkatkan bargaining position terhadap kebijakan-kebijakan yang mungkin 
dapat merugikan PKL dengan melakukan interaksi-interaksi internal PKL (bonding), 
interaksi-interaksi dengan pihak-pihak di luar PKL (bridging), dan interaksi-interaksi 
yang dilakukan dengan Pemerintah (linking). 
Keenam, Jurnal Internasional John Walsh D.Phil, yang berjudul. Pedagang 
Kaki Lima dan Dinamika Ekonomi Informal: bukti dari Vung Tau, Vietnam.
13
 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan analisis studi kasus. 
Penelitian ini juga menggunakan perspektif studi Bisnis, lebih mudah untuk membagi 
pedagang kaki lima ke dalam berbagai kategori sesuai variabel dari gaya kerja 
pedagang kaki lima.    
Penelitian ini meneliti mengenai perjuangan pedagang kaki lima melawan 
penyerapan dan berjuang untuk mempertahankan posisi fisik yang membuat mereka 
sedekat mungkin kepada pelanggan di ranah sosial. Dengan teknik pengumpulan data 
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observasi yang mengharuskan peneliti secara langsung ada dalam sebuah masyarakat 
atau komunitas sosial tertentu.  
Berdasarkan permasalahan yang ada di dalam jurnal Internasional John Walsh 
D.Phil, ialah meningkatkan pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat 
berdasarkan dinamika ekonomi informal pedagang kaki lima.  
Penelitian yang telah dilakukan di kawasan Mekong sehubungan dengan isu-
isu ini telah cenderung berfokus pada rentetan pekerja sektor informal dan fakta 
bahwa pemberdayaan melalui pengesahan atau regulasi kegiatan mereka terganggu 
oleh sering terjadinya korupsi dari lembaga-lembaga tersebut. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pedagang kaki lima memiliki sedikit 
konsepsi bentuk kontrak sosial antara pedagang kaki lima dengan pihak berwenang. 
Pemerintah dan perantara LSM juga memiliki peran dalam memajukan dan membuat 
pedagang kaki lima lebih berkualitas. 
Ketujuh, Jurnal Dwi Irawati yang berjudul Strategi Dinas Tata Kota Dalam 
Mengendalikan Pemanfaatan Ruang Kota Surakarta.
14
 Penelitian ini menggunakan 
metode pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini meneliti mengenai 
strategi dan perjuangan pedagang kaki lima dalam memperjuangkan kehidupannya di 
ranah sosial. Dengan teknik pengumpulan data „observatory participan‟ yang 
mengharuskan peneliti secara langsung ada dalam sebuah masyarakat atau komunitas 
sosial tertentu.  
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Penelitian ini menyimpulkan, bahwa pengendalian pemanfaatan ruang kota 
Surakarta dilakukan dengan IMB yang dilakukan secara bertahap yaitu mulai dengan 
menerapkan standar, mengukur hasil, membandingkan antara standard an hasil serta 
mengambil tindakan perbaikan. Secara umum pelaksanaan pengendalian pemanfaatan 
ruang kota sudah cukup baik, hal ini dilakukan melalui pengawasan serta sosialisasi 
IMB untuk menekan bangunan liar di Kota Surakarta. 
Walaupun masih banyak bangunan liar di Kota Surakarta yang belum ber-
IMB dikarenakan bangunan tersebut merupakan bangunan lama atau bangunan yang 
berdiri diatas tanah negara sehingga tidak memiliki sertifikat tanah untuk mengurus 
IMB. Melihat semakin pesatnya pertumbuhan ekonomi, semakin besar pula laju 
pembangunan di Kota Surakarta.  
Kedelapan, Jurnal Trisni Utami yang berjudul Pemberdayaan Komunitas 
Sektor Informal Pedagang Kaki Lima (PKL), Suatu Alternatif Penanggulangan 
Kemiskinan.
15
 Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif analisis studi 
kasus, dalam pendekatan partisipatif, dengan teknik pengumpulan data survey, 
persiapan teknis, pembentukan tim, dan pelaksanaan. Penelitian ini juga 
menggunakan landasan teori dari salah satu tokoh sosiolog tentang strategi adaptasi.  
Penelitian ini bertujuan untuk menyusun model pemberdayaan komunitas 
PKL, khususnya strategi adaptasi komunitas informal PKL menjadi pedagang pasar 
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(dari sektor informal ke sektor formal) yang ada di Kota Surakarta dengan 
menggunakan metode Participation Action Reserch/ pendekatan partisipatif yaitu 
melibatkan masyarakat. 
Hasil penelitian ini ialah keterbatasan-keterbatasan yang ada pada PKL 
menjadi kendala dalam beradaptasi terhadap suatu perubahan. Secara umum 
komunitas informal perlu diberdayakan agar meningkat taraf hidupnya, serta perlunya 
usaha-usaha untuk mengatasai keterbatasan sektor informal untuk membuat 
kelompok masyarakat menjadi berdaya dalam melakukan usaha, sehingga mereka 
tidak jatuh kedalam kemiskinan. 
Tabel I.1 
Perbandingan Tinjauan Penelitian Sejenis 





































































































Konflik Penelitian ini 
memberikan 
kesempatan 
kerja bagi sektor 
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sudah di 
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bangunan liar.  







































I.5 Kerangka Konseptual 
Dalam menentukan arah suatu kajian penulisan ilmiah sangat diperlukan suatu 
kerangka konseptual agar lebih fokus dalam menentukan objek penelitian. Kerangka 
konseptual dapat pula dijadikan suatu acuan penulisan dalam melihat fenomena yang 
terjadi di wilayah penelitian. Hal tersebut kemudian dapat menggambarkan objek 
penelitian yang lebih terfokus dan tidak keluar dari konteks kajian penelitian yang 
berlangsung. 
I.5.1 Konsep Ruang dalam Perspektif Lefebvre  
 Studi perkotaan yang berfokus pada kajian mengenai sosio-spasial 
umumnya dapat dilacak melalui perspektif yang diperkenalkan oleh Henry Lefebvre, 
David Harvey, dan Manuel Castells. Dari perspektif ruang, adanya fenomena 
kontestasi, negosiasi, consensus dan konflik di perkotaan dapat dipahami sebagai 
bentuk relasi kuasa dari aktor-aktor penataan ruang yang meliputi pemerintah, 




 Kota sebagai ruang hidup sekelompok manusia yang terstruktur oleh 
bangunan rasionalitas masyarakat kota menjadi objek studi yang mendapat tempat 
penting dalam studi sosiologi perkotaan. Titik tolak yang penting dari kontribusi atas 
peran ruang, peran spasial melalui relasi sosial masyarakat dan bagaimana 
keberadaan ruang (space) itu menjadi wacana sosial serta perebutan dari relasi kelas 
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dalam masyarakat, khususnya ruang-ruang di perkotaan. 
17
 Tidak ada institusi tanpa 
ruang.”18 Maksudnya ialah, setiap institusi keluarga, sekolah, tempat kerja, gereja, 
masjid, dan sebagainya tentu memiliki sebuah ruang. Layak menurut peruntukannya 
ialah digunakan untuk menentukan suatu pembagian kerja sosial dan mendukung 
dominasi politik.
19
 Lefebvre ialah seorang Perancis yang pertama kali membangun 
hubungan yang penting antara ideologi dan ruang
20
, ia mengungkapkan bahwa relasi 
sosial menciptakan ruang, tetapi penting juga melihat ruang sosial sebagai produk 
sosial.   
 Negara, yang diungkapkan oleh Lefebvre, berusaha untuk 
menghegemonisasi, menghierarkisasi, dan memfragmentasi ruang sosial. Lefebvre 
menganalisis hasil ekonomi-politik dari ruang dalam beberapa hal yang detail.
21
 Bagi 
Lefebvre, homogenisasi, hierarkisasi, dan fragmentasi ruang dari kapitalisme modern 
diproduksi tidak hanya melalui kapitalis yang strategis, hanya saja secara krusial, 
sebagaimana yang ia titik-beratkan, melalui aneka ragam strategi kebijakan yang 
dibuat melalui mode produksi oleh negara (state mode of production). 
22
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 Esensi dari konsep mode of production ialah sebuah pengertian bahwa 
negara telah memainkan peran kunci dalam mengatur dan memelihara pertumbuhan 
kapitalis di semua skala spasial, dari yang lokal ke dunia yang luas. Oleh karena itu 
kritik tentang kapitalisme diperlukan akibat dari kritik tentang negara modern.
23
 
Gregory Busquet, berdasarkan tesisnya Lefebvre, juga memaknai hal tentang 
pembangunan ruang-ruang sosial perkotaan sebagai produk politik dan kebijakan, 
yang berhubungan dengan pembangunan ruang dan kelompok-kelompok sosial.
24
  
 Seperti pembangunan Lenggang Jakarta Kemayoran sebagai produk politik 
yang didirikan atas dasar kebijakan pemerintah dan kekuasaan elit politik. 
Pembangunan Lenggang Jakarta Kemayoran sebagai pasar adalah termasuk contoh 
dari representasi ruang yang dilakukan oleh pemerintah setempat dan PT. Sosro.  
 Menurut Lefebvre, ruang dipandang sebagai intrumen dari produksi dan 
kekuatan tenaga kerja sebagaimana yang dipakai menjadi basis mode produksi kapital 
dalam masyarakat kapitalis modern. Ruang mesti dilihat secara luar sebagai aliran 
bahan-bahan baku, alat-alat produksi, dan tenaga kerja yang memiliki kekuatan 
produksi yang menjadi basis dari mode produksi kapitalis. 
25
 
 Berdasarkan analisis kritis terhadap ruang dalam masyarakat kapitalis 
modern yang tidak terpisahkan dengan relasi sosial. Yakni, kita hidup dalam dunia 
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yang dicirikan oleh mode produksi dalam ruang. Suatu dunia dominasi di mana 
kontrol di pegang oleh negara, kapitalis, dan borjuis.
26
  
 Ruang diproduksi sedemikin rupa untuk melanggengkan kekuasaan dan 
menciptakan dominasi. Proses perkembangan masyarakat perkotaan selalu 
melibatkan aktivitasnya di dalam suatu ruang, sementara ruang itu sendiri ialah 
bagian yang diperebutkan dan diperjuangkan oleh masyarakat perkotaan. Mode 
produksi ruang yang diterangkan oleh Lefebvre juga merupakan produk dari 
kekuatan-kekuatan ideologi, ekonomi, dan politik dari kelompok yang dominan.  
 Ruang sebagai produk politik mengakibatkan praktik tata ruang tidak 
pernah bebas dari keberpihakan aktor yang membuat regulasi tata ruang. 
Keberpihakan atau ketidaknetralan aktor-aktor bisa tercermin dari kebijakan yang 
dibuat oleh regulator (pemerintah).
27
 Lefebvre mengajukan konsep pemahaman 
terhadap ruang secara trikotomis. Konsep ini kemudian disebut “Triad Konseptual” 
yaitu representasi dari relasi produksi yang berimplikasi dalam sebuah praktik sosial. 
Triad Konseptual ini yang dimaksudnya sebagai “The Production of Space,” yaitu 
praktik memproduksi ruang yang dilakukan manusia melalui relasi produksi pada 
sebuah relasi dan praktik sosial.  
 Konsep triadik yang dimaksudkan Lefebvre untuk menghindari oposisi 
elemen satu dengan lainnya. Secara umum, Lefebvre membuat perbedaan antara 
praktik material dan dua tipe ide tentang ruang. Triadik konsep ruang itu terdiri dari 
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unsur Praktik Spasial (Spatial Practice), Ruang Representational (Representational 
Space) dan Representasi Ruang (Representations of Space). Menurut definisi yang 
dikemukakan oleh Ritzer dan J.Goodman, praktik spasial ialah praktik sosial yang 
melibatkan produksi dan reproduksi ruang.
28
  
 Praktik Spasial meliputi tindakan yang mengapropirasi (menduduki) ruang 
melalui tindakan konkret atau melalui konstruksi ilmu pengetahuan yang 
memungkinkan praktik pemaknaan terhadap ruang. Sementara representasi ruang 
ialah ruang sebagaimana dibayangkan oleh elit masyarakat seperti perencana tata kota 
dan artitek. Ruang ini diimajikan terlebih dahulu melalui proses dan praktik ilmu 
pengetahuan dan kemudian berusaha diwujudkan.
29
 Representasi ruang adalah 
ciptaan dari kelompok dominan untuk mencapai dan mempertahankan dominasi. 
Terakhir ialah ruang representasional, ini merupakan ruang yang berasal dari 
pengalaman hidup orang, khususnya dari kalangan menengah kebawah. Relasi antara 
tiga elemen ruang di atas menunjukan hubungan yang terjalin antar konsep yang 
dikembangkan oleh Lefebvre untuk memahami gejala pembentukan dan perubahan 
ruang sosial tempat hidup masyarakat. 
 Konsep triadik yang ditawarkan oleh Lefebvre menjadi cara berfikir baru 
untuk memahami mode produksi masyarakat kontemporer yang sudah terlanjur 
bergeser dari ranah produksi kapital dan industri menjadi mode produksi ruang yang 
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lebih mencerminkan cara berfikir masyarakat kapitalis sekarang dalam 
mempertahankan dominasi dan meningkatkan akumulasi kapital. Dengan cara 
mengeksploitasi kelas-kelas pekerja serta sumber daya yang ada untuk mengejar 
kepentingannya. Masyarakat kapitalis modern secara berkelanjutan terus 
memproduksi ruang dalam hubungannya dengan kepentingan ekonomi-politik untuk 
mencapai hegemoni dan mempertahankan dominasi.  
                             Skema I.1. 














Ruang terus di produksi melalui hubungan antara representasi ruang, ruang 
representasional dan praktik sosial sepanjang waktu. Skema diagram ini merupakan 
interpretasi terhadap Produksi Ruang Lefebvre.  
Sumber Hannah Anderson, 2003. 
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 Melalui, landasan berfikir ini dapat kita pahami tentang bagaimana 
kekuatan ideologi, ekonomi, dan politik dalam mereproduksi ruang di perkotaan. 
Khususnya, adanya penertiban pedagang kaki lima melalui jalan  produksi ruang, 
dalam kasus ini Lenggang Jakarta Kemayoran yang tidak terlepas dari cara pandang 
konsep yang dikembangkan oleh Lefebvre untuk memahami gejala-gejala produksi 
ruang tersebut.   
 Perkembangan ekonomi di Jakarta telah menunjukan signifikasi ekonomi 
berbasis jasa, perdagangan, pariwisata dan sektor industri pengolahan.
31
 Salah 
satunya ialah PKL yang ada di kawasan Apron Kemayoran. Lefebvre mengajukan 
konsep pemahaman terhadap ruang secara trikotomis, konsep ini kemudian disebut 
“Triad Konseptual” yaitu representasi dari relasi produksi yang berimplikasi dalam 
sebuah praktik sosial. Relasi-relasi antar PKL yang berdagang dan saling memperkuat 
relasi antar mereka khususnya yang ada di kawasan Apron Kemayoran, dengan 
melakukan kegiatan praktik sosial di kawasan tersebut.  
 Triad Konseptual ini yang dimaksudnya sebagai “The Production of 
Space,” yaitu praktik memproduksi ruang yang dilakukan manusia melalui relasi 
produksi pada sebuah relasi dan praktik sosial. Triadik konsep ruang itu terdiri dari 
unsur Praktik Spasial (Spatial Practice), Ruang Representational (Representational 
Space) dan Representasi Ruang (Representations of Space). Dimana adanya 
hubungan triadik aktor ekonomi di kawasan Apron : 
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   Sumber: olahan penulis 2017 
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I.5.2 Konsep Sektor Informal  
Sektor informal telah menjadi perhatian para perencana pembangunan dan tata 
kota terutama di negara-negara yang sedang berkembang. Sektor informal dipandang 
sebagai salah satu alternatif penting dalam memecahkan masalah ketenaga kerjaan 
serta masalah kemiskinan terutama di daerah perkotaan. Kegiatan sektor informal 
diamati oleh Keith Hart melalui hasil penelitiannya yang berjudul Small-Scale 
Enterprenuers in Ghana.
32
 Oleh karena itu konsep operasional yang tergolong 
kedalam sektor informal adalah sebagai berikut: unit sosial yang kecil, pola 
kegiatannya tidak teratur baik dalam arti waktu, permodalan dan penerimaan, tidak 
mempunyai tempat yang tetap atau keterkaitan dengan usaha lain, tidak 
membutuhkan keahlian dan keterampilan khusus sehingga secara luas dapat 
menyerap bermacam-macam tingkatan angkutan kerja, dan modal/perlengkapan 
sangatlah minim harga.  
 Sektor informal merupakan kumpulan pedagang dan penjual jasa kecil dari 
segi produksi secara ekonomis tidak begitu menguntungkan, meskipun mereka 
menunjang kehidupan bagi penduduk yang terbelenggu kemiskinan.
33
 Timbulnya 
sektor informal sebagai kesempatan kerja di kota merupakan manifestasi dari tidak 
sebandingnya pertumbuhan angkatan kerja serta kesempatan kerja di satu pihak 
dengan ketidak mampuan sektor formal untuk menampung kelebihan tenaga kerja, 
terutama tenaga kerja tidak terdidik. Sektor informal ini timbul sebagai akibat dari 
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ketidakmampuan sektor formal di dalam menyediakan ruang lapangan kerja. Maka 
banyak urban yang tidak mendapatkan tempat pada sektor formal, kemudian berusaha 
masuk ke sektor informal. Sektor informal ini cukup rentan terhadap masalah sosial 
oleh karena sektor ini kebanyakan dari kalangan ekonomi tingkat bawah.  
 Komunitas yang umumnya berusaha/bekerja pada sektor informal, termasuk 
PKL merupakan komunitas marginal yang mempunyai keterbatasan-keterbatasan 
untuk melakukan usaha, antara lain : (1) minimnya modal, (2) rendahnya tingkat 
pendidikan, (3) kurangnya akses terhadap kebijakan pemerintah, informasi dan sarana 
ekonomi maupun sosial. Keterbatasan-keterbatasan yang ada pada PKL menjadi 
kendala dalam beradaptasi terhadap suatu perubahan dan perlu diberdayakan agar 
lebih mampu melakukan kegiatan ekonomi sehingga taraf hidupnya meningkat dan 
lebih berkontribusi dalam pembangunan bangsa.
34
 
 Istilah “sektor informal” digunakan untuk menunjukkan sejumlah kegiatan 
ekonomi yang berskala kecil. Tetapi akan menyesatkan bila disebut dengan 
“perusahaan” berskala kecil karena beberapa alasan berikut ini. Sektor informal 
dianggap sebagai suatu manifestasi dari situasi pertumbuhan kesempatan kerja di 
negara sedang berkembang, karena itu mereka yang memasuki kegiatan berskala 
kecil di kota, terutama bertujuan untuk mencari kesempatan kerja dan pendapatan 
dari pada memperoleh keuntungan. Karena mereka yang terlibat dalam sektor ini 
pada umumnya kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan, berpendidikan sangat 
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rendah, tidak terampil, dan kebanyakan para urban, jelaslah bahwa mereka bukanlah 
kapitalis yang mencari investasi yang menguntungkan dan juga bukan pengusaha 
seperti yang di kenal pada umumnya. 
 Sektor ekonomi informal disini adalah usaha-usaha kecil yang dikelola oleh 
pribadi-pribadi yang dengan sangat bebas menentukan cara bagaimana serta dimana 
mereka akan menjalankan usahanya. Sektor ini tidak terlalu terpengaruh oleh 
kelesuan perekonomian karena para pekerja di sektor ini relatif dapat menciptakan 
kesempatan kerja bagi mereka sendiri. Sektor ini dapat menyerap tenaga yang relatif 
banyak serta sangat bermanfaat bagi rakyat banyak. Pertumbuhan penduduk 
perkotaan adalah salah satu faktor meningkatnya pelaku sektor formal (terutama 
sektor industri) tidak dapat mengimbangi pertumbuhan penduduk di perkotaan. 
35
 
 Suatu usaha dapat dikatakan sebagai sektor informal, maka usaha tersebut 
harus mempunyai ciri-ciri tertentu. Ciri-ciri sektor informal yaitu
36
: (1) Padat Karya, 
(2) Tingkat produktifitas yang rendah, (3) Pelanggan yang sedikit dan biasanya 
miskin, (4) Tingkat pendidikan formal yang rendah, (5) Tingkat penggunaan 
teknologi menengah, (6) Sebagian besar pekerja dan pemilikan usaha oleh kelompok, 
(7) Gampang keluar masuk usaha, (8) Kurangnya dukungan dan pengakuan 
pemerintah.  
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 Hidayat mengemukakan ciri-ciri sektor informal sebagai berikut : 
37
 (1) 
Kegiatan usaha tidak terorganisasi secara baik, karena timbulnya unit usaha tidak 
mempergunakan fasilitas atau kelembagaan yang tersedia di sektor formal. (2) Pada 
umumnya unit usaha tidak mempunyai ijin usaha. (3) Pola kegiatan usaha tidak 
beraturan baik dalam arti lokasi maupun jam kerja. (4) Pada umumnya kebijaksanaan 
pemerintah untuk membantu golongan ekonomi lemah tidak sampai ke sektor ini. (5) 
Unit usaha mudah keluar masuk dari sub sektor ke lain sub sektor. (6) Teknologi 
yang dipergunakan bersifat tradisional. (7) Modal dan perputaran usaha relatif kecil, 
sehingga skala operasi juga relatif kecil. (8) Untuk menjalankan usaha tidak 
diperlukan pendidikan formal, karena pendidikan yang diperlukan diperoleh dari 
pengalaman sambil bekerja. (9) Pada umumnya unit usaha termasuk golongan yang 
mengerjakan sendiri usahanya dan kalau mengerjakan, buruh berasal dari keluarga. 
(10) Sumber lama modal usaha pada umumnya dari tabungan sendiri atau dari 
lembaga keuangan yang tidak resmi. 
 Sektor informal merupakan sektor yang amat diperhitungkan dalam roda 
perekonomian masyarakat maupun negara, sektor informal mempunyai kekuatan dan 
kelemahan. Dalam sebuah penelitian Dorektorat Ketenagakerjaan dan Analisis 
Ekonomi, adapun kekuatan sektor informal antara lain: 
38
 (1) Mempunyai daya tahan 
yang kuat dalam menghadapi krisis ekonomi. (2) Padat karya artinya menyerap 
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lapangan kerja yang luas. (3) Dibutuhkan keahlian khusus, biasanya jenis-jenis 
produk yang dibuat di industri kecil (IK) dan industri rumah tangga (IRT). (4) Tidak 
memerlukan modal yang besar. 
Kelamahan sektor informal antara lain: (1) Keterbatasan modal, khususnya 
modal kerja. (2) Kesulitan pemasaran. (3) Kesulitan penyediaan bahan-bahan baku. 
(4) Keterbatasan sumber daya manusia. (5) Pengetahuan minum mengenai bisnis, 
dan. (6) Penguasaan teknologi yang rendah. 
Ekonomi informal menunjuk kepada cara perkotaan melakukan sesuatu yang 
dicirikan dengan: (1) mudah memasukinya dalam arti keahlian, modal, dan 
organisasi. (2) perusahaan milik keluarga. (3) beroperasi pada skala kecil. (4) intensif 
tenaga kerja dalam produksi dan menggunakan teknologi sederhana. (5) pasar yang 
tidak diatur dan kompetitif. Ciri-ciri tambahan yang muncul dari definisi seperti ini 
adalah tingkat produktivitas rendah dan kemampuan akumulasi rendah (Tokman, 
1982). Penelitian-penelitian yang dilakukan di bawah permintaan ILO dan Bank 
Dunia memperlihatkan bahwa pekerjaan dalam sektor informal diartikan kekurangan 




I.5.3   Konsep Pedagang Kaki Lima 
 Di Indonesia pedagang kaki lima atau disingkat PKL adalah istilah untuk 
menyebut penjaja dagangan yang menggunakan gerobak, istilah ini sering ditafsirkan 
demikian karena jumlah pedagangnya ada lima. Lima kaki tersebut adalah dua kaki 
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pedagang ditambah “kaki” gerobak. Saat ini istilah PKL yang digunakan untuk 
pedagang di jalanan pada umumnya.
40
  
 Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dianalisa bahwa pedagang kaki lima 
atau disingkat PKL adalah usaha yang termasuk dalam kreteria sektor informal, 
dimana unit-unit usaha tersebut tidak resmi, berskala kecil, yang menghasilkan dan 
mendistribusikan barang dan jasa tanpa memiliki izin usaha dan izin lokasi sesuai 
ketentuan perundangan yang berlaku. Dan masih digolongkan suatu usaha yang dapat 
menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan. Kesulitan yang dihadapi oleh 
pedagang kaki lima (PKL) pada umumnya adalah masalah lokasi tempat berdagang. 
Kurangnya modal, kurangnya pengetahuan/keterampilan dan sikap mental 
(entrepreneurship) serta kurangnya sarana dan prasarana.  
 Pedagang kaki lima membuka usahanya dengan mempergunakan bagian 
jalan/trotoar dan tempat-tempat kepentingan umum yang bukan diperuntukan untuk 
usaha, serta tempat lain yang bukan miliknya. Itulah sebabnya keberadaan pedagang 
kaki lima di wilayah DKI Jakarta merupakan problematika yang sulit dipecahkan 
secara baik dan komperhensip. Berikut ciri Pedagang Kaki Lima:
41
 (a) Pedagang kaki 
lima pada umumnya mempunyai modal kecil dan tidak mempunyai usaha menetap, 
berdagang di emperan/depan toko, di pinggiran jalan, trotoar, di atas got, di taman, 
bantaran kali dan di areal parkiran dan tempat-tempat orang ramai. (b) Jam berdagang 
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tidak tentu, ada pagi, ada siang, sore dan malam hari bahkan ada yang dari pagi 
sampai sore hari dengan berbagai macam jenis dagangan. (c) Jenis dagangan 
beraneka ragam, ada jajanan (mananan proses), tanaman hias/ikan hias, pakaian jadi, 
sepatu, tas, kerajinan, buah-buahan dan lain-lain. (d) Tempatnya dalam bentuk 
bangunan ada yang tertutup, terbuka, menggunakan payung, gelaran, gerobak, 
pikulan, meja dan sebagainya, konstruksi bangunan darurat, semi permanen dan tanpa 
bangunan. (e) Pada umumnya pedagang kaki lima menimbulkan gangguan terhadap 
lingkungan, lalu lintas, ketertiban dan kebersihan. 
Pedagang kaki lima sulit untuk dihapuskan, karena merupakan jenis pekerjaan 
transisi yang tidak selalu membutuhkan keterampilan. Yang penting adalah 
kepercayaan antara pemodal dan pelaku, dalam hal ini tidak selalu modal sendiri. 
Lokasi kegiatannya tersebar pada lingkungan-lingkungan yang berbeda, tetapi pada 
umumnya di lingkungan industri, pusat-pusat perdagangan, kawasan pemukiman 
bahkan pada lingkungan perubahan elit. Meskipun keberadaannya menimbulkan 
masalah lingkungan, namun pada hakekatnya juga merupakan salah satu aktivitas 
ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja. Serta dibutuhkan oleh masyarakat 
golongan menengah kebawah bahkan menengah keatas.  
I.5.4 Hubungan Antar Konsep  
 Krisis ekonomi yang terjadi di tahun 1999 menyebabkan perekonomian 
menjadi lesu, kegiatan perekonomian sepi, banyak terjadi pemutusan hubungan kerja 
antara buruh dengan perusahaan, sehingga timbul banyaknya pengangguran. Karena 





mencari pekerjaan, maka masyarakat mulai berusaha mencari pekerjaan dengan 
berusaha sendiri, karena keterbatasan modal maka sektor informal berupa pedagang 
kaki lima menjadi pilihan masyarakat. Pedagang kaki lima yang lebih pepuler dengan 
sebutan PKL, menjamur memenuhi ruang publik yang bukan diperuntukan dalam 
kegiatan perdagangan.  
 Keberadaan PKL menimbulkan kesan kumuh, kotor dan tidak teraturan dan 
banyak menimbulkan masalah, sehingga kadang menimbulkan gesekan antara PKL 
dan pemerintah kota atau kabupaten, bahkan diberbagai tempat sering terjadi 
kericuhan dalam penataan PKL. Demikian juga bagi Pemerintah Kota Jakarta, karena 
pada umumnya para PKL memanfaatkan ruang yang bukan peruntukannya, 
menempati trotoar yang diperuntukkan para pejalan kaki, menempati ruang taman 
kota atau tempat yang kosong yang dianggap mempunyai nilai strategis dalam 
kegiatan perdagangan, sehingga timbul kesan kumuh, kotor dan ketidak teraturan. 
Dalam penataan PKL pemerintah kota Jakarta dimulai dengan diadakan dialog antara 
PKL dengan Pemerintah kota. Sehubungan dengan situasi tersebut maka pemerintah 
kota Jakarta berupaya menerapkan dan melaksanakan peraturan daerah demi 
terwujudnya kota Jakarta yang berseri, kota yang bersih, sehat rapi dan indah. Untuk 
lebih memperjelas mengenai kerangka pikir pada penelitian ini, dapat dilihat pada 
skema sebagai berikut: 







    Skema I.3 
Kerangka Pemikiran Penelitian 
 
 













Sumber : Olahan penulis tahun 2017 
Sebagian masyarakat menyikapi ini dengan melakukan kegiatan wirausaha 
dengan menjadi pedagang kaki lima (PKL), hal ini dipilih karena tidak ada pilihan 
lain karena keterbatasan yang dimiliki masyarakat. Ruang publik yang dipakai seperti 
trotoar, jalan umum, taman-taman, atau didaerah yang cukup ramai menjadi pilihan 
tepat PKL melakukan kegiatan usahanya. 
Seperti skema di atas menunjukkan bahwa kawasan Apron Kemayoran 
sebagai ruang publik yang di tempati pedagang kaki lima untuk melakukan aktifitas 








2.Representasi Ruang  





berdagang mereka dengan menggunkan fasilitas publik, PKL menggunakan trotoar 
dan badan jalan untuk kegiatan mereka setiap harinmya.  
 Kehadiran PKL yang melakukan kegiatan usaha ditempat yang bukan 
peruntukannya mengakibatkan kesemrawutan, sehingga pemerintah kota perlu 
melakukan penataan PKL. Dasar penataan PKL adalah melalui peraturan daerah 
(Perda) dengan Perda 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum.  
 Proses penataan PKL di wilayah Apron Kemayoran melalui pendekatan 
dialogis antara PKL dengan Pemerintah setempat. Pendekatan dialogis ini dipilih 
dalam rangka mewujudkan nilai leluhur bangsa Indonesia, yang lebih 
mengedepankan musyawarah dalam memutuskan segala sesuatu. Penataan PKL di 
wilayah Apron Kemayoran dilakukan dengan melibatkan segenap stake-holders, 
yakni: pihak Kecamatan Kemayoran, pihak Kelurahan Kebon Kosong, pihak Satpol 
PP, PPKL, Dishub, RW Rusun dan masyarakat sekitar kawasan Apron Kemayoran.  
 Terjadinya penertiban yang dilakukan oleh pemerintah setempat kepada 
pedagang kaki lima sehingga menimbulkan kontestasi, mereka saling 
mempertahankan apa yang menurut mereka adalah haknya. Namun dengan begitu 
PKL harus menaati peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah, dengan tidak 
menggunakan fasilitas publik sebagai kepentingan pribadi mereka, dalam hal ini 
adalah pedagang kaki lima.  
Salah satu tujuan penataan PKL untuk mengembalikan peran dan fungsi lahan 
yang diperuntukan dengan semestinya sebagai fasilitas umum, dan wujud nyata 





pemerintah juga terlihat dari wujud pembangunan Lenggang Jakarta Kemayoran 
sebagai tempat relokasi yang baru sebagai tempat jual beli pedagang kaki lima yang 
ada di kawasan Apron Kemayoran. Pembangunan Lenggang Jakarta di danai oleh 
CSR PT.Sosro sebagai aktifitas PKL berdagang yang baru.  
 Peneliti melihat dari kegiatan yang dilakukan di kawasan Apron Kemayoran, 
adalah sebuah produk sosial. Dimana ruang publik adalah kawasan yang hidup. 
Dimana banyak terjadi relasi antar aktor yang berperan. Oleh karena itu, peneliti 
mengkaitkan kawasan Apron Kemayoran menggunakan konsep perspektif Henri 
Lefebvre yaitu “Triadik Konsep” dimana terdapat representasi dari relasi produksi 
yang berimplikasi dalam sebuah praktik sosial. Triad konseptual ini yang 
dimaksudnya sebagai “The Production of Space”, yaitu praktik memproduksi ruang 
yang dilakukan manusia melalui relasi produksi pada sebuah relasi dan praktik sosial. 
Triadik konsep ruang ini terdiri dari unsur Praktik Spasial (Spatial Practice), Ruang 
Representasional (Representational Space) dan Representasi Ruang (Representation 
of Space).  
 
I.6 METODE PENELITIAN  
I.6.1 Pendekatan Penelitian  
Metode penelitian, dalam penelitian merupakan tahapan yang penting karena 
dengan menggunakan metode penelitian yang jelas dan tepat, maka obyek penelitian 
akan lebih mudah dipahami. Hal ini dilakukan agar data yang diperoleh benar-benar 





digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif 
yaitu strategi meneliti yang lebih banyak memanfaatkan dan mengumpulkan 
informasi dengan cara mendalami fenomena yang diteliti. mendefinisikan metodologi 
kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data defkriptif berupa kata-
kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan prilaku yang dapat diamati. Penelitian 
kualitatif bertujuan untuk menemukan teori. Penelitian kualitatif bersifat subyektif 
dan instrumen sebagai alat pengumpul data ialah peneliti sendiri, peneliti kualitatif 
dituntut untuk memiliki wawasan yang luas.
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 Selain itu pendekatan kualitatif dalam 
ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada 
manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut 
dalam bahasa dan dalam peristilahannya.    
I.6.2 Tipe atau Jenis Penelitian  
Berdasarkan tujuannya maka tipe penelitian ini adalah studi kasus yang 
bertujuan untuk memberikan gambaran secara mendetail tentang latar belakang, sifat-
sifat, serta karakter yang khas dalam kasus ataupun status dari individu, kelompok 
ataupun lembaga, yang kemudian dari sifat-sifat serta karakter diatas akan dijadikan 
suatu hal yang bersifat umum. Studi kasus adalah uraian dan penjelasan komprehensif 
mengenai berbagai aspek seorng individu, suatu kelompok, suatu organisasi 
(komunitas), suatu program, atau situasi sosial. Mereka sering menggunakan berbagai 
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metode: wawancara (riwayat hidup), pengamatan, penelaahan dokumen, hasil survey, 
dan data apapun untuk menguraikan kasus secara rinci.
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Penelitian sejenis ini penulis mencoba membuat gambaran teknik penelitian 
yang akan digunakan agar lebih terstruktur dan terorganisir dengan baik. mulai dari 
rancangan penelitian kualitatif dalam mendeskripsikan metode serta obyek yang akan 
diteliti, ruang lingkup penelitian, teknik pemilihan informan, tempat dan waktu 
penelitian, serta peran peneliti dalam berinteraksi dan bersosialisasi dalam mencari 
historis sosial dan budaya yang terjadi di lokasi penelitian. Supaya hasil yang dicapai 
sesuai dengan obyek yang akan dikaji.  
I.6.3 Rancangan Penelitian Kualitatif  
 Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dimana obyek 
penelitian dibatasi agar data-data yang diambil terfokus pada kajian yang akan diteliti 
dan agar tidak adanya pelebaran obyek penelitian. Penelitian ini juga termasuk jenis 
penelitian deskriptif, yakni jenis penelitian yang dapat menggambarkan, meringkas 
berbagai situasi dan kondisi di lapangan termasuk dalam subyek penelitian dalam 
penelitian ini akan dijabarkan kondisi nyata dari obyek penelitian.  
Penelitian ini merupakan perpaduan antara penelitian kepustakaan dan 
penelitian lapangan karena diawali dengan telaah bahan kepustakaan, dan kebijakan 
yang terkait dengan adanya sektor informal di wilayah Apron Kemayoran dan 
perubahan tata ruang. Hasil telaah kepustakaan dijadikan sebagai kerangka pemikiran 
atau landasan teori dalam operasionalisasi penelitian ini. Lokasi penelitian akan di 
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fokuskan di sekitaran Apron Kemayoran agar dapat mendeskripsikan/ 
menggambarkan secara jelas bagimana situasi yang terjadi di sekitaran Apron 
Kemayoran, dengan melihat langsung aktifitas para pedagang di sekitaran Apron 
Kemayoran. Peneliti akan mencoba untuk membaur dengan para pedagang kaki lima, 
masyarakat dan para petugas yang terlibat.  
 Ruang lingkup dalam penelitian ini mencakup wilayah sekitar Apron 
Kemayoran, yang merupakan tempat pejalan kaki dan lalu lalang kendaran yang 
melintasi di sekitaran wilayah tersebut dan sebagai lahan sosial ekonomi pedagang 
dalam mencari nafkah bagi pedagang dalam memenuhi kebutuhan hidup mandiri 
maupun keluarga.  
 Informan yang dibutuhkan disini adalah orang yang dimanfaatkan untuk 
memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Jadi ia harus 
banyak memahami lebih mendalam seluk-beluk mengenai daerahnya dan 
memberikan pandangan dari segi orang dalam mengenai nilai-nilai, sikap, bangunan, 
proses dan kebudayaan yang menjadi latar penelitian setempat.  
I.6.4 Subjek Penelitian 
Penulis dalam penelitian ini, membatasi subjek penelitiannya. Peneliti 
membatasi hanya pada jumlah 10 orang informan untuk mendapatkan data lengkap 
penelitian. Berdasarkan informan tersebut, peneliti membagi informan pada 2 jenis 
kategori, yaitu informan kunci dan pendukung. Pada penelitian ini terdapat 10 
informan dimana informan kunci terdiri dari 6 informan kunci yaitu, Kepala Seksi 





Kawasan Apron Kemayoran yang terdiri dari PKL minuman, PKL makanan, PKL 
kerudung, PKL buah-buahan, dan PKL sepatu dan sandal. Dan informan pendukung 
terdiri dari pihak Kecamatan Kemayoran, Satpol PP, PPKK Kemayoran, dan RW 
Rusun Apron. Interaksi yang dilakukan oleh peneliti dan subjek penelitian merupakan 
sebuah kunci dalam keberhasilan penelitian ini.   
Tabel I.2 
Data Informan 
No. Nama Informan Peran Dalam Penelitian 
1. Bapak Sutedjo Kepala Subbagian Koperasi 
dan Perdagangan pihak 
Kecamatan. 
2. Ibu Nayla Somoa Kepala Seksi Pemerintahan 
dan Trantib Kelurahan Kebon 
Kosong 
3. Bapak Dedy Setiawan Satpol PP Kecamatan 
Kemayoran 
4. Bapak Dedi Kurniawan PPKK Kemayoran (Pusat 
Pengelola Komplek 
Kemayoran) 
5. Bapak Anwar Mu‟minin PKL makanan 
6. Ibu Shopi PKL minuman 
7. Bapak Muhamad Tauhid PKL sepatu dan sandal 
8. Ibu Emi Ningsih PKL buah-buahan 
9. Ibu Muthia Putri PKL kerudung dan aksesoris 
10. Bapak Jumadi RW rusun Apron Kemayoran 
Sumber : Olahan Penulis Tahun 2017 
I.6.5 Peran Peneliti 
 Langkah pertama penulis dengan melakukan langkah yang tepat sasaran yaitu 
melintasi lokasi penelitian ini sekitar seminggu sekali atau dua kali, mengingat jarak 
rumah penulis ke lokasi tempat penelitian cukup jauh dan membutuhkan waktu yang 





penelitian, penulis memperhatikan selama menjadi pengguna fasilitas publik ini tidak 
lupa untuk melihat perkembangan di sela sela waktu penulis selama melalukan 
penelitian. Pada pagi hari sepanjang jalan Apron digunakan oleh para pengendara 
sepeda motor dan mobil untuk mempermudah perjalanan mereka. Keadaan 
jalanannya yang sepi dan lancar di sepanjang trotoar dan pengguna jalan kaki dengan 
mudah untuk memakai haknya.  
 Menjelang sore hari pada saat penulis mencoba meneliti ke lokasi tersebut 
keadaan berubah sangat berbeda jika dibandingkan pada pagi hari. Fungsi utama 
sepanjang Apron mulai disibukkan dengan para pedagang yang sudah mulai 
membuka lapak mereka dari ujung ke ujung. Menuju sore keadaan jalan raya semakin 
padat dengan hadirnya pedagang yang mulai memenuhi trotoar dengan barang barang 
jualan yang mulai dijajakan dan juga para pengendara motor dan mobil yang mulai 
memadati jalanan untuk pulang beraktivitas. Apalagi para pedagang juga menjajakan 
barang dagangannya di tengah jalan arus bagian kiri membuat stand mereka masing-
masing dari ujung ke ujung, hingga sulit dilalui pengendara motor. Jika ada 
pengendara mobil yang lewat harus menggunakan ruas jalan yang di sebelah kanan, 
kana ruas di sebelah kiri sudah di penuhi para pedagang dari ujung ke ujung. 
Puncaknya tiba dirasakan ketika pukul 16.00 wib sore hari jika melintasi jalan ini 
banyak pengendara motor yang sengaja berhenti hanya untuk menikmati suasana, 
nongkrong, dan membeli keperluan mereka.  
 Hal ini menjadi hambatan bagi para pengendara lainnya dengan melewati 





pembeli maupun PKL yang memenuhi di sepanjang jalan utama Apron, kemayoran. 
Peneliti terjun langsung dengan berusaha secara proses menjadi peran yang berbeda-
beda, yaitu sebagai pengguna jalan pada pagi hari yang dimana keadaan dianggap 
masih normal dan bebas dari para pedagang, beranjak pada waktu sore hari penulis 
mencoba memerankan pemeran menjadi pembeli yang memiliki tujuan untuk 
membeli sesuatu yang dibutuhkan. Dengan berbicara dan mencoba mendapatkan 
informasi dengan apa yang terkait oleh penelitian.  
 Selanjutnya beralih peran hanya untuk menikmati pemandangan dengan 
mengobrol santai bersama teman-teman peneliti, dari kebersamaan yang didapat 
penulis, penulis ikut merasakan banyak sekali kesenangan yang sebetulnya tidak bisa 
dinilai hanya dalam satu perspektif saja. Justru itu pentingnya turun langsung ke 
lokasi penelitian, agar mereka para pembaca bisa ikut merasakan walaupun tidak ikut 
terjun langsung ke lokasi, tetapi terwakili dengan keberadaan peneliti yang 
mengamati aktifitas setiap peneliti ke lokasi penelitian tersebut.  
I.6.6 Lokasi dan Waktu Penelitian 
 Tempat penelitian yang dilakukan berlokasi di wilayah Apron Kemayoran, 
Jakarta Pusat. Penelitian akan dilakukan pada bulan April 2017 sampai dengan batas 
waktu yang belum ditentukan. Penulis memilih wilayah Apron Kemayoran tersebut, 
karena di lokasi tersebut merupakan tempat terjadinya interaksi sosial antara 
pedagang kaki lima, masyarakat dan petugas yang dimana dapat dijadikan suatu 





 Peran penulis dalam melaksanakan penelitian menjadi penting karena sedikit 
banyaknya akan mempengaruhi kelancaran dalam mengakses data atau informasi 
yang diperoleh. Terlebih jika topik penelitian relatif dikategorikan hal yang peka 
menyangkut kehidupan pribadi informan atau adat-istiadat yang dianggap sakral oleh 
lingkungan setempat, oleh karenanya etika penelitian menjadi penting dalam suatu 
kajian penelitian dilapangan. Peran penulis sebagai instrument utama dalam 
pengumpulan data yang mengharuskan peneliti intuk mengidentifikasi nilai, asumsi, 
dan prasangka pribadi di awal penelitian. Selain itu peneliti juga harus berusaha untuk 
mampu meleburkan diri di lingkungan tempat peneliti meneliti, sehingga responden 
bisa merasa nyaman pada saat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan 
oleh penulis, serta dapat dibangun hubungan yang positif dan harmoni di antara 
keduanya. Jadi dalam hal ini peneliti bisa langsung berbaur/berbincang langsung 
dengan informan yang penulis kaji.  
 Sebelum melakukan wawancara, pengamatan langsung dan studi dokumen 
dilakukan penjajakan kepada calon informan, peneliti terlebih dahulu meminta 
kesediaan calon informan untuk dapat memberikan informasi yang dibutuhkan 
peneliti dengan melakukan pendekatan kekerabatan yaitu membangun tali silaturahim 
sejak awal dalam rangka menciptakan kondisi yang kondusif dalam pengumpulan 
data. Untuk itu kami harus bersikap sopan agar informan merasa nyaman bercerita. 
Selanjutnya, kami juga harus terlebih dahulu memperkenalkan diri dan menjelaskan 
maksud dan tujuan dengan menunjukan juga surat untuk melakukan penelitian dari 





apa yang dikatakan oleh informan. Dengan demikian diharapkan informan dapat 
dengan leluasa bercerita tentang apa yang kami akan teliti.  
I.6.7 Teknik Pengumpulan Data 
 Penelitian ini penulis melakukan pengumpulan data, tekrnik pengumpulan 
data yang dipergunakan dalam penelitian ini antara lain: 
1. Wawancara mendalam (in-depth interviewing)  
Wawancara merupakan cara untuk mendapatkan informasi penting. Lincoln dan 
Cuba menyatakan informasi yang diperoleh dipergunakan untuk mengkonstruksi 
mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan 
lain sebagainya.
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 Wawancara dilakukan dengan suasana yang bersifat elastis, tidak 
kaku dan terstruktur ketat, dalam suasana yang tidak formal dan bisa dilakukan 
berulang pada informan yang sama suasana yang elastis (lentur) ini dapat 
memberikan efek dari data yang dipeoleh akan lebih rinci dan mendalam.
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Wawancara dilakukan kepada pihak Kecamatan Kemayoran, Kelurahan Kebon 
Kosong, Satpol Pamong Praja, Pedagang Kaki Lima, dan masyarakat. Informan akan 
memberikan informasi sesuai dengan apa yang diperlukan tanpa adanya unsur 
kecurigaan dan paksaan sedikitpun. 
2. Observasi Langsung  
Observasi merupakan dasar semua ilmu pengetahuan, ilmuwan hanya dapat 
bekerja berdasarkan data yang dapat diperoleh melalui observasi. Observasi akan 
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memberikan pada penelitian hasil yang menyeluruh, pengalaman langsung yang 
dapat digunakan pada pendekatan induktif, hal-hal yang kurang diamati orang lain, 
pengetahuan yang tidak terungkap dalam wawancara, gambaran komprehensif 
tentang suatu masalah serta juga akan diperoleh kesan probadi dalam merasakan 
suasana situasi sosial yang diteliti.
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 Obyek observasi yang dilakukan peneliti adalah 
kegiatan yang di lakukan Pedagang Kaki Lima. 
3. Metode Studi Dokumen 
Metode studi dokumen digunakan untuk melengkapi data yang telah terkumpul. Data 
yang terkumpul dari metode ini digunakan untuk lebih memberikan gambaran dari 
program penataan Pedagang Kaki Lima di kawasan Apron Kemayoran dalam 
kaitannya pelaksanaan penataan di ruang perkotaan Jakarta.  
I.6.8 Teknik Analisis Data  
 Prosedur analisis data merupakan tahap yang sangat penting dalam penelitian 
ini. Hal tersebut dikatakan demikian karena pengolahan sekaligus analisis data adalah 
tahap berlangsungnya proses penentuan pengukuhan pendapatan dalam sebuah 
penelitian. Pengolahan dan analisis data pada penelitian kualitatif ini dilakukan di 
lapangan (bersamaan dengan proses pengumpulan data) dan juga setelah peneliti 
meninggalkan lapangan penelitian. Esensinya adalah teknik yang digunakan untuk 
membandingkan kejadian-kejadian yang terjadi disaat peneliti menganalisa kejadian 
yang ada dan dilakukan secara terus menerus sepanjang penelitian itu dilakukan. 
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Karena penelitian ini merupakan penelitian kualitatif maka hasil penelitian akan 
dideskripsikan.  
 Data yang diperoleh di lapangan, meliputi hasil wawancara mendalam, 
pengamatan langsung maupun studi dokumentasi yang terkait dengan topik 
penelitian, kemudian akan dianalisis mengikuti langkah-langkah berikut: Pertama, 
membandingkan kejadian yang dapat diterapkan pada tiap kategori dan membuat 
transkrip atas semua wawancara mendalam untuk memudahkan proses pemetaan atau 
kategorisasi data. Kedua, tahap memadukan kategori-kategori atau ciri-cirinya, data 
dikumpulkan, dipetakan, sehingga menghasilkan pengelompokkan berdasarkan sub 
unit yang telah dirancang. Ketiga, tahap membatasi lingkup jenis kategori hasil 
temuan lapangan dan mengkontekstualisasi data untuk memahami kontekstual dari 
data serta mengidentifikasikan hubungan antara unsur-unsur yang berbeda untuk 
membangun pemahaman dan pemaknaan terhadap data dan informasi yang ada 
secara induktif. Keempat, penulisan laporan yang akan ditulis secara deskriptis 
analisis, artinya data dan informasi yang bersumber dari informan dan data dokumen 
akan dikembangkan berdasarkan penafsiran-penafsiran rasional. Jadi penggunaan 
analisis ini bertujuan untuk mempresentasikan secara konseptual yang tercermin dari 
data secara empiris.  
 Strategi verifikasi temuan penelitian, strategi ini akan menerangkan tentang 
bagaimana informasi yang diperoleh peneliti dari informan dapat diukur dan dilihat 
kevaliditasannya. Ada beberapa cara teknik verifikasi, yaitu: verifikasi internal, yaitu 





informan dengan metode check in recheck, yaitu peneliti akan menilai dan 
mengklarifikasi langsung kebenaran mengenai informasi yang diperoleh dengan cara: 
Mendapatkan informasi dari informan yang dijadikan sebagai narasumber, 
mengklarifikasi ulang mengenai kebenaran tentang pekerjaan yang dilakukan 
informan dengan informasi yang diberikan, mencari informan terkait lain dengan 
menggali informasi dirinya untuk mendapatkan kebenaran dari statement atau 
informasi yang diberikan oleh informan sebelumnya tentang fenomena atau obyek 
yang dikerjakan.  
 Verifikasi ekternal, yaitu informasi yang didapatkan dari informan di lokasi 
penelitian, diuji reliabilitasnya dengan menggunakan hasil penelitian lain yang 
serupa. Tetapi hanya memiliki kemiripan dalam subyek penelitian. Selain itu, konsep 
atau teori lain yang juga mengacu kepada informasi yang diperoleh peneliti. Maka 
kedua unsur tersebut dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan untuk mendapatkan 
informasi yang lebih akurat dan aktual atau lebih valid dari hasil penelitian yang akan 
diteliti. Namun hasil temuan penelitian yang dilakukan tidak dapat digeneralisirkan 
ke wilayah yang lebih luas. Hal ini dikarenakan studi penelitian yang menggunakan 
metode kualitatif memiliki keterbatasan yaitu penelitian kualitatif hanya mengkaji 
pada studi kasus yang wilayah kajiannya lebih sempit.  
I.6.9 Triangulasi Data 
  Triangulasi data pada dasarnya merupakan salah satu strategi atau cara yang 
tepat dalam memvalidasi atau membuktikan keabsahan sebuah penelitian. Triangulasi 





yang ada dalam konteks suatu studi saat mengumpulkan data tentang berbagai 
kejadian dan hubungan dari berbagai pandangan. 
 Penelitian ini melakukan triangulasi data terhadap data-data yang peneliti 
dapatkan dengan melihat kembali balik derajat kepercayaan suatu informasi yang 
diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Dengan 
kata lain bahwa dengan triangulasi data, peneliti dapat melakukan Check and Recheck 
pada hasil data yang ditemukan. Untuk itu penelitian ini peneliti mengajukan 
pertanyaan via email kepada pihak CRS perusahaan PT.Sosro.  
 PT.Sosro telah dua kali ikut bergabung dalam grup pembangunan Lenggang 
Jakarta Kemayoran, pertama Lenggang Jakarta yang berlokasi di IRTI Monas Jakarta 
Pusat, dan yang kedua Lenggang Jakarta Kemayoran yang di jalan Blok B1 
Kemayoran Jakarta Pusat.  
 Program Lenggang Jakarta yang berlokasi di IRTI Monas merupakan program 
penertiban PKL Monas yang dilaksanakan oleh CSR Rekso Group bersama Dinas 
Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan (KUMKMP) DKI. Rekso 
Group  sendiri adalah holding company dari beberapa perusahaan diantaranya PT 
Sinar Sosro yang merupakan perusahaan minuman dalam kemasan. 
 Program Lenggang Jakarta yang berlokasi di Blok B1 Kemayoran merupakan 
progam mandiri dari PT.Sosro bersama Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil 
Menengah dan Perdagangan (KUMKMP) DKI, atas campur tangan pihak 





“Lenggang Jakarta yang di IRTI dilaksanakan oleh CSR Rekso Grop, dimana terdapat Bank 
DKI, Bank Mandiri, Telkom Indonesia dan PT.Sosro. Tetapi Lenggang Jakarta Kemayoran 
adalah program mandiri kami bersama Dinas KUMKMP”47 
 





      
Spanduk Peresmian Lenggang Jakarta IRTI Monas 
Semua pedagang yang terdaftar dan berdagang di Lenggang Jakarta IRTI 
MONAS merupakan pedagang kaki lima Monas dan terdiri dari 339 pedagang kaki 
lima binaan. Kios – kios pada Lenggang Jakarta akan menjual beragam makanan, 
minuman dan barang lainnya.  
Selanjutnya pedagang kaki lima yang ada di Lenggang Jakarta Kemayoran 
mampu menampung 600 pedagang kaki lima (PKL) yang ada di kawasan 
Kemayoran, namun data yang kami terima yaitu sudah ada sebanyak 98 pedagang 
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Peresmian Lenggang Jakarta Kemayoran 
I.7 Keterbatasan Penelitian 
 Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam pengumpulan data. Kesulitan 
dalam pengumpulan data dikarenakan informan kunci dan informan pendukung sulit 
untuk ditemui khususnya pihak pemerintahan karena sistem perizinan ke lembaga 
pemerintahan, dan juga ada beberapa pihak yang tidak kooperatif. Namun hal tersebut 
tidak mengurangi tekad penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.  
I.8 Sitematika Penulisan  
 Penelitian ini memiliki 5 bab yang dibahas secara sistematis dan berurutan. 
Layaknya sebuah penelitian sebuah sistematika penulisan merupakan hal yang sudah 
harus dilakukan agar penelitian ini mudah dipahami dan mudah diterima. Peneliti 
menyusun sistematika penelitian dalam bab dan sub bab yang akan dijabarkan 
dibawah ini, yaitu: 
Bab I berisi pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah 





sejenis sebagai refrensi penulis dalam melakukan penelitian dan perbandingan 
penelitian penulis dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya, baik berupa 
persamaan atau perbedaannya; kerangka konseptual yang menjelaskan mengenai 
konsep sektor informal khususnya pedagang kaki lima, dan konsep ruang menurut 
Henri Lefebvre, metodologi penelitian yang dilakukan penulis, dan sistematika 
penulisan. 
 Bab II berisi tentang deskripsi lokasi penelitian dan kebijakan penataan 
ruang. pada bagian ini merupakan pembahasan sejarah lokasi penelitian dan 
kebijakan penataan ruang  yang menjadi penelitian ini. 
 Bab III ini akan dilakukan pendalaman terhadap informasi yang 
didapatkan dari informan – informan terkait dengan melakukan wawancara secara 
mendalam. Di bab ini peneliti akan mendeskripsikan kawasan Apron sebagai praktik 
spasial, Lenggang Jakarta sebagai representasi ruang, dan kawasan Apron sebagai 
ruang representasional.  
 Bab IV ini akan dilakukan analisis lebih dalam lagi dengan menggunakan 
konsep serta teori yang sudah dipaparkan selain itu bab ini akan membahas lebih 
dalam lagi apa yang sudah dibahas pada bab 2 dan juga bab 3. Dalam bab ini akan 
dibahas penataan ruang sosial pedagang kaki lima di kawasan Apron Kemayoran, 
permasalahan dalam pelaksanaan penataan ruang sosial pedagang kaki lima di 
kawasan Apron Kemayoran, keberpihakan pemerintah terhadap perusahaan PT.Sosro, 






 Bab V yang merupakan bab penutup dari penelitian ini berisikan 
kesimpulan dimana peneliti memiliki kesempatan untuk memaparkan secara singkat, 
padat, dan jelas mengenai hasil dari penelitian ini dan pada bab ini peneliti juga 





















KEBIJAKAN PENATAAN RUANG DI KAWASAN APRON 
KEMAYORAN 
II.1 Pengantar 
 Persoalan Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan persoalan bersama yang 
harus diselesaikan. Dalam hal ini perlu adanya koordinasi dari pemerintah kota, para 
PKL, dan masyarakat. Koordinasi tersebut diwujudkan dengan adanya dialog yang 
memperbincangkan persoalan-persoalan PKL serta bagaimana penataan dan 
peraturannya, sehingga keberadaan PKL di Ibu kota bisa menunjang perekonomian 
masyarakat kota. Keberadaan PKL juga diharapkan tidak merusak atau menurunkan 
kualitas lingkungan hidup yang ada disekitarnya agar dapat tercipta tata ruang yang 
mempertahankan ekosistem lingkungan fisik maupun sosial yang ada di dalamnya. 
Oleh karena itu diperlukan adanya penataan bagi PKL untuk mewujudkan fungsi tata 
ruang kota yang optimal.   
 Bab ini peneliti akan menggambarkan deskripsi lokasi penelitian, sejarah/ 
munculnya serta perkembangan yang terjadi di Kawasan Apron Kemayoran, 
menjelaskan sekilas keadaan terkini kondisi para pedagang kaki lima, alur perizinan 
pedagang kaki lima legal, serta kebijakan penataan ruang DKI Jakarta dan peran 
pembuat kebijakan tersebut. Dimana lokasi penelitian tersebut berada di Jl. Benyamin 






II.2 Kebijakan Penataan Ruang DKI Jakarta 
II.2.1 Kebijakan oleh Pemerintah 
 Secara etimologi, kebijakan adalah terjemahan dari kata policy. Kebijakan 
dapat diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis pelaksanaan 
suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Kebijakan dinyatakan sebagai 
usaha untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, sekaligus sebagai upaya pemecah 
masalah dengan menggunakan sarana-sarana tertentu dalam tahapan waktu tertentu.
48
  
 Istilah kebijakan lazin digunakan dalam kaitannya dengan tindakan atau 
kegiatan pemerintah, serta perilaku negara pada umumnya dan kebijakan tersebut 
dituangkan dalam berbagai bentuk peraturan.
49
   
 Istilah kebijakan lebih sering dan secara luas dipergunakan dalam 
kaitannya dengan tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan Pemerintah serta perilaku 
negara pada umumnya. Dalam kaitan tersebut dapat di pahami apabila kebijakan 
seringkali diberikan makna suatu tindakan berpola yang mengarah pada tujuan 
tertentu bukan sekedar keputusan untuk melakukan sesuatu. 
 Hakekatnya kepentingan umum selalu berkembang sesuai dengan 
perkembangan masyarakat yang dinamis. Oleh karena itu Pemerintah perlu 
mengeluarkan suatu kebijakan agar semua peraturan yang dibuat dapat dilaksanakan 
oleh setiap warga negara tanpa terkecuali. Kebijakan Pemerintah itu sendiri dapat 
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 Kebijakan Pemerintah atau lebih sering digunakan istilah kebijakan publik 
merupakan suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktek-praktek yang 
terarah.
51
 Kebijakan negara sebagai sebuah konsep pengaturan masyarakat yang lebih 
menekankan proses, nampaknya menjadi lebih popular dibandingkan dengan hukum, 
namun demikian sesungguhnya hukum secara sadar ataupun tidak sadar 
keberadaannya tetap dibutuhkan oleh masyarakat modern.  
II.2.2 Penataan Ruang 
 Menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang 
Penataan Ruang disebutkan bahwa tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola 
ruang, sedangkan penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan ruang kota, 
pemanfaatan ruang kota dan pengendalian pemanfaatan ruang kota. Dari pengertian 
tersebut dapat dimengerti bahwa dalam pelaksanaannya, tata ruang kota mencakup 3 
(Tiga) proses, yaitu:
52
   
a. Perencanaan ruang kota  
b. Pemanfaatan ruang kota 
c. Pengendalian pemanfaatan ruang kota 
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 Asas penataan ruang menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 26 tahun 
2007 tentang Penataan Ruang adalah : 
a. Keterpaduan 
b. Keserasian, keselarasan, keseimbangan 
c. Keberlanjutan 
d. Keberdayagunaan dan keberhasilgunaan 
e. Keterbukaan 
f. Kebersamaan dan kemitraan 
g. Perlindungan kepentingan umum  
h. Kepastian hukum dan keadilan 
i. Akuntabilitas 
 Pasal 3 Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang 
menjelaskan tentang tujuan dari penataan ruang, yaitu :  
a. Terselenggaranya pemanfaatan ruang berwawasan lingkungan 
yang berlancaskan wawasan nusantara dan ketahanan sosial 
b. Terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung 
dan kasawasan budidaya 
c. Tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas untuk : 






2. Mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam 
dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya 
manusia. 
3. Meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya 
buatan secara berdaya guna, berhasil guna dan tepat guna untuk 
meningkatkan kualitas sumber daya manusia.  
4. Mewujudkan perlindungan dungsi tata ruang dan mencegah serta 
menanggulangi dampak negative terhadap lingkungan.  
5. Mewujudkan keseimbangan kepentingan kesejahteraan dan 
keamanan.  
 Konsep-konsep pembangunan kota selalu memperlihatkan proses maupun 
akibat mengenai growth dan develop. Oleh karenanya perencanaan tata kota harus 
memiliki berbagai alternatif di dalam kebijaksanaan pengembangan kota. Salah satu 
konsep pengembangan yang konservatif adalah melalui penataan kembali terhadap 
keadaan yang sudah ada yaitu “Re-settlement” atau secara berani mengembangkan 
suatu fokus baru dipinggiran kota sebagai suatu satelit.
53
 
 Dilihat dari segi dimensi ruang, maka bentuk-bentuk penataan ruang kota 
meliputi tata ruang daratan, tata ruang lautan dan tata ruang udara beserta sumber 
daya alam yang terkandung di dalamnya. Secara geografis dan sosiologis, ruang 
terbagi atas wilayah perkotaan dan perdesaan. Perencanaan tata ruang kota dilakukan 
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melalui proses penyusunan serta penetapan rencana tata ruang kota berdasarkan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  
 Menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang 
Penataan Ruang tentang Penataan Ruang, disebutkan bahwa : Proses dan prosedur 
penyusunan tata ruang wilayah nasional yang meliputi rencana tata ruang wilayah 
Propimsi dan rencana tata ruang wilayah Kabupaten/Kota dilakukan secara terarah 
dan terpadu. Sedangkan pemanfaatan ruang adalah serangkaian program kegiatan 
pelaksanaan pembangunan yang memanfaatkan ruang menurut jangka waktu tertentu 
yang ditetapkan dalam rencana tata ruang.  
 Tata ruang yang ada perlu dikembangkan dan dimanfaatkan guna 




a. Pola pengelolaan tata guna tanah, tata guna air, tata guna udara dan tata 
guna sumber daya alam lainnya. 
b. Perangkat yang berupa insentif dan disinsentif dengan menghormati 
hak penduduk sebagai warga negara.  
Ditinjau dari sisi yang dilakukan, maka bentuk-bentuk penataan ruang meliputi 
perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 26 
tahun 2007 tentang Penataan Ruang menyebutkan : 
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(1) Perencanaan tata ruang dilakukan melalui proses dan prosedur 
penyusunan serta penetapan rencana tata ruang berdasarkan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku.  
(2) Rencana tata ruang ditinjau kembali dan atau disempurnakan sesuai 
dengan jenis perencanaannya secara terbuka.  
(3) Peninjauan kembali dan atau penyempurnaan rencana tata ruang 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dengan tetap 
memperlihatkan ketentuan Pasal 24 ayat (3).  
(4) Ketentuan mengenai kriteria dan tata cara peninjauan kembali dan atau 
penyempurnaan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(1), ayat (2), ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.  
Mengenai pemanfaatan ruang, Pasal 15 Undang-Undangn Nomor 26 tahun 2007 
menegaskan :  
(1) Pemanfaatan ruang dilakukan melalui pelaksanaan program 
pemanfaatan ruang beserta pembiayaannya yang didasarkan atas 
rencana tata ruang.  
(2) Pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
diselenggarakan secara bertahap sesuai dengan jangka waktu yang 
ditetapkan dalam rencana tata ruang.  
 Pemanfaatan ruang dilakukan dengan mengadakan pola pengelolaan 
terhadap tata guna tanah, tata guna air, tata guna udara dan tata guna sumber daya 





penertiban terhadap pemanfaatan ruang. Pengendalian pemanfaatan ruang 
diselenggarakan melalui kegiatan pengawasan dan penertiban terhadap pemanfaatan 
ruang, yaitu :  
a. Pengawasan terhadap pemanfaatan ruang diselenggarakan dalam 
bentuk pelaporan, pemantauan dan evaluasi.  
b. Penertiban terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan 
rencana tata ruang diselenggarakan dalam bentuk pengenaan sanksi 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  
Jenis-jenis penataan ruang dapat dilihat dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 26 
tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang menyebutkan bahwa : 
a. Penataan ruang berdasarkan fungsi utama kawasan meliputi kawasan 
lindung dan kawasan budi daya.  
b. Penataan ruang berdasarkan aspek administrative meluputi ruang 
wilayah nasional, wilayah Propinsi, dan wilayah Kabupaten/Kota 
c. Penataan ruang berdasarkan fungsi kawasan dan aspek kegiatan 
meliputi kawasan pedesaan, kawasan perkotaan, dan kawasan tertentu.  
 Berdasarkan hal tersebut, penataan ruang meliputi pula penataan tata ruang 
publik berdasarkan aspek administratif yang meliputi wilayah nasional, wilayah 
propinsi dan wilayah Kabupaten/Kota.  
 Ruang Publik secara sederhana dapat diartikan sebagai wadah yang 
meliputi ruang daratan, maupun perairan yang dipergunakan untuk kepentingan 









 Penataan ruang publik bertujuan untuk menjaga keseimbangan tata guna 
tanah diperkotaan, sehingga fungsi ruang publik sebagai paru-paru kota dapat tetap 
terjaga dan berfungsi secara optimal. Adapun macam-macam ruang publik meliputi 
taman kota dan hutan kota.
56
 Penataan tata ruang publik ini dilakukan secara terpadu 
dan menyeluruh. Penataan ruang publik yang dilakukan meliputi kawasan pedesaan 
dan kawasan perkotaan dan kawasan tertentu.  
 Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat pahami bahwa penataan ruang 
merupakan konsep makro dalam merencanakan pembangunan kota secara 
menyeluruh, sedangkan penataan ruang publik meliputi penataan kawasan pedesaan, 
kawasan perkotaan dan kawasan tertentu yang serasi, selaras dan seimbang dengan 
kepentingan umum.  
II.3 Alur Perizinan Pedagang Kaki Lima Legal  
 Pedagang Kaki Lima (PKL) dalam konteks perkotaan sebagai penghuni 
kota yang memiliki hak dan akses yang sama dengan warga lainnya untuk 
menggunakan ruang dan fasilitas publik. Seiring dengan perkembangan penduduk 
dan perkembangan kota, muncul permasalahan, yaitu tergerusnya sebagian besar 
ruang publik. Di Jakarta, khususnya di wilayah Jakarta Pusat, sepanjang Kawasan 
Apron Kemayoran menjadi pusat kota dan lalu lintas kendaraan roda dua dan roda 
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empat, justru di tempat inilah banyak Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan 
menjajakan dagangannya. Sebagian besar PKL menawarkan berbagai barang 
dagangan di trotoar, dan di badan jalan yang seharusnya dipergunakan sebagai 
kawasan para pejalan kaki.  
 Berdasarkan hal tersebut para pejalan kaki telah terganggu atau terenggut 
haknya untuk berjalan kaki di atas trotoar, karena telah dipenuhi oleh PKL yang 
menjajakan berbagai barang dagangannya. Tak hanya itu keberadaan PKL ini, 
menyebabkan permasalahan, seperti keindahan, kebersihan, kenyamanan, ketertiban, 
keamanan, kumuh, kemacetan karena mengganggu pemakai jalan, dan lain 
sebagainya. Trotoar yang seharusnya dipergunakan dengan semestinya menjadi 
hilang fungsinya dengan keberadaan PKL yang berada di sekitarnya.  
 Keberadaan PKL sektor informal dalam kegiatan perdagangan dan jasa 
merupakan suatu dikotomi karena disatu sisi sektor informal mampu menyerap 
tenaga kerja terutama pada golongan masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan 
dan keterampilan yang rendah serta modal kecil. Namun disisi lain sektor ini 
merupakan sektor yang tidak memiliki legalitas atau perlindungan hukum dan 
merugikan sektor formal karena menyebabkan permasalahan lingkungan kota. Seiring 
dengan perkembangan masyarakat, kegiatan sektor informal pun berkembang dan 
mengambil berbagai macam bentuk dan bidang kerja yang ada, salah satunya adalah 
Pedagang Kaki Lima (PKL).
57
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 Berdasarkan peraturan, keberadaan PKL tersebut melanggar Peraturan 
Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum, dengan sanksi denda 
maksimal Rp.20 juta, tetapi patut dinilai juga, PKL di pandang tulang punggung 
ekonomi nasional sebagai penyumbang terbesar sektor informal, karena postur 
ekonomi nasional 80 persen dihuni oleh sektor informal.
58
 
 Seiring dengan pembangunan di perkotaan yang pesat, menjadikan daya 
tarik kemunculan PKL untuk memperoleh rejeki. Dengan keterbatasan kepemilikan 
asset produksi dan akses terhadap sumber daya ekonomi, PKL menggunakan ruang 
publik untuk berdagang dan menjalankan usahanya karena mereka berharap 
dagangannya laku dan memperoleh keuntungan yang dapat dipakai untuk memenuhi 
kebutuhan hidup sehari-hari.  
 Beberapa penelitian menguatkan hal tersebut, seperti penelitian yang 
dilakukan oleh Alderina dan Fransisco HRHB (2010) dalam penelitiannya 
menyimpulkan bahwa Pedagang Kaki Lima (PKL) dalam memilih lokasi dan tempat 
usaha selalu pada ruang-ruang publik di trotoar, dengan pertimbangan daerah tersebut 
merupakan akumulasi pengunjung tinggi dan mudah dijangkau. Mereka cenderung 
tidak mempertimbangkan keamanan dan kenyamanan pengguna dengan aktivitas lain 
di ruang yang sama.
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 Sementara itu, terdapat pedoman kebijakan dalam penanganan pedagang 
kaki lima (PKL) di DKI Jakarta yaitu dengan adanya Peraturan Gubernur Provinsi 
Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penataan dan 
Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Pergub DKI Jakarta No. 10 Tahun 2015).
60
  
 Peraturan Gubernur DKI Jakarta No.10 Tahun 2015, penataan PKL 
diselenggarakan oleh Gubernur melalui Walikota/Bupati di wilayah masing-masing 
bersama Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta 
Perdagangan (Dinas KUMKM), tetapi hanya PKL yang telah mendapatkan Tanda 
Daftar Usaha (TDU). Ini artinya hanya PKL yang resmi dan dianggap legal lah yang 
mendapatkan Tanda Daftar Usaha (TDU). Sementara PKL yang masih illegal akan di 
arahkan bagaimana menjadi pedagang kaki lima yang legal sesuai dengan prosedur 
kebijakan yang ada untuk di tata.  
 Sementara itu penataan pedagang kaki lima terdiri atas pendataan PKL, 
pendaftaran PKL, penetapan lokasi PKL, pemindahan PKL dan penghapusan lokasi 
PKL, dan peremajaan lokasi PKL sesuai dengan (Pasal 3 dan Pasal 5).
61
 Dalam hal 
pendataan dan pendaftaran PKL dilakukan oleh Walikota/Bupati melalui Lurah dan 
Camat bersama Kepala Suku Dinas KUMKM. Berikut tata cara pendaftaran PKL 
diatur dengan Keputusan Kepala Dinas KUMKM, sedangkan pendataan dilakukan 
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dalam tahapan, yaitu membuat jadwal kegiatan pelaksanaan pendataan, memetakan 
lokasi, dan melakukan validasi/pemutakhiran data Pasal 6 ayat (1) dan (2) yaitu 
Lokasi Sementara Usaha Mikro Pedagang Kaki Lima. Dan Pasal 7 ayat (1)  dan (2) 
yaitu, Lokasi Usaha Pedagang Tanaman Hias dan Batu Alam. 
 Selanjutnya Walikota/Bupati atas nama Gubernur menetapkan lokasi 
sebagai lokasi tempat kegiatan usaha PKL berdasarkan rekomendasi dari Tim 
Penataan dan Pemberdayaan PKL Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi serta 
Kepala Dinas KUMKM. Sedangkan peruntukan lokasi sebagai tempat kegiatan usaha 
PKL terdiri atas, yaitu lokasi sementara PKL, lokasi terjadwal usaha mikro, lokasi 
pusat jajan serba ada usaha kecil dan menengah (Pujasera UKM), lokasi usaha 
pedagang tanaman hias dan batu alam, lokasi terkendali usaha mikro PKL, lokasi 
pasar malam (night market), lokasi alternatif penampuangan PKL, dan kawasan 
terpadu PKL Pasal 1 angka 21 sampai 28 tentang Peraturan Gubernur tentang 
peraturan tempat dan pembinaan usaha mikro pedagang kaki lima di provinsi daerah 
khusus Ibukota Jakarta, Pasal 8 ayat (1) tentang Lokasi Pujasera UKM, dan Pasal 9 
ayat (1) tentang Lokasi Terjadwal Usaha Mikro Pedagang Kaki Lima. 
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 Menyangkut relokasi PKL, dilakukan apabila PKL yang menempati lokasi 
tidak sesuai dengan peruntukan lokasi PKL, maka dapat dilakukan pemindahan atau 
relokasi PKL ke tempat/ruang yang sesuai peruntukannya. Penghapusan lokasi 
tempat usaha PKL yang telah dipindahkan, selanjutnya ditertibkan dan ditata sesuai 
dengan fungsi peruntukannya. Pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL 
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ditetapkan oleh Walikota/Bupati berdasarkan rekomendasi dari Kepala Dinas 
KUMKM Pasal 13 ayat (1),(2), dan (3) tentang setiap Usaha Mikro Pedagang Kaki 
Lima yang telah memperoleh izin Penggunaan Tempat Usaha (IPTU) dilarang: 
(merubah bentuk dan fungsi tempat usaha, memperdagangkan barang-barang 
terlarang, dan melakukan perbuatan asusila di tempat usaha).
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 Seperti yang dikemukakan diatas, baik pada tahapan pendataan PKL, 
pendaftaran penetapan lokasi PKL, maupun sampai pada pemindahan (relokasi) PKL 
dan penghapusan lokasi PKL, berlaku pada PKL yang sudah mendapatkan Tanda 
Daftar Usaha (TDU). Hal ini didasarkan, pertama, pengertian TDU, yaitu surat yang 
dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk sebagai tanda bukti pendaftaran usaha PKL 
sekaligus sebagai alat kendali untuk pemberdayaan dan pengembangan usaha PKL di 
lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah (Pasal 1 angka 31). Kedua, setiap 
PKL yang menggunakan lokasi sebagai tempat kegiatan usaha PKL terlebih dahulu 
harus mendapatkan TDU (Pasal 15). Artinya, PKL yang tidak mempunyai TDU 
dikategorikan sebagai PKL liar/illegal .
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 Demikian juga menyangkut pemberdayaan PKL tidak berlaku bagi PKL 
liar atau PKL yang tidak mempunyai TDU. Adanya PKL yang mempunyai TDU, 
pemberdayaan PKL diselenggarakan, antara lain, yaitu peningkatan kemampuan 
berusaha, fasilitas akses permodalan, fasilitas bantuan sarana dagang, penguatan 
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kelembagaan, fasilitas peningkatan produksi, pengolahan, pengembangan jaringan 
dan promosi, dan pembinaan dan bimbingan teknis Pasal 23 ayat (1).
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 Bapak Sutejo sebagai Kepala Sub Bagian Pengelolaan UMKM serta 
Perdagangan, Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat, menegaskan bahwa menjadi 
kewenangan tugas dan fungsi ini adalah PKL yang sudah terdaftar, sehingga PKL 
tersebut dilakukan pembinaan sesuai dengan Pergub DKI Jakarta No.10 Tahun 2015 
tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL, yaitu untuk memperoleh TDU PKL yang 
bersangkutan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Suku 
Dinas KUMKM setempat Pasal 15 ayat 5, artinya PKL liar bisa menjadi binaan, jika 
PKL tersebut membuat surat ke Sudin KUMKM meminta untuk dibina dengan syarat 
mengikuti ketentuan pemda, sepanjang PKL liar tidak membuat surat tersebut, maka 
tetap dikategorikan sebagai PKL liar, karena tidak terdaftar. Sedangkan PKL liar 
merupakan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), pemantauan PKL liar 
di tingkat kota adalah tugas sudin sosial.
66
  
 Proses perizinan PKL dilaksanakan dengan adil, bagi PKL yang ingin di 
bina segera mendaftarkan diri sebagai PKL legal, bila tidak medaftarkan diri kegiatan 
PKL tersebut akan di anggap sebagai PKL illegal. Kegiatan ini dilakukan tanpa 
adanya kegiatan KKN yang marak diperbincangkan, kegiatan ini berlangsung dengan 
proses yang adil. Dalam hal pendataan dan pendaftaran PKL dilakukan oleh 
Walikota/Bupati melalui Lurah dan Camat bersama Kepala Suku Dinas KUMKM, 




 Hasil wawancara dengan Bapak Sutedjo Kasubbag UMKM dan Pedagangan, Kecamatan 





banyak mata yang terlibat jadi untuk adanya kegiatan KKN berlangsung sangatlah 
kecil.  
II.4 Perubahan Spasial Kawasan Kemayoran Jakarta Pusat 
 Kemayoran merupakan nama yang sudah tidak asing lagi bagi penduduk 
yang sudah lama tinggal di Jakarta. Dahulu Kemayoran meliputi wilayah Serdang, 
Sumur Batu, Utan Panjang, Kebon Kosong, Kepu, Gang Sampi, Pasar Nangka dan 
Bungur. Di sini terdapat sungai buatan hasil sodetan dari kali Ciliwung, memanjang 
dari Kwitang mengalir melalui belakang Gran Hotel, Senen, Adilihung, Pasar Nangka 
dan terus masuk Kemayoran. Kegunaannya pada waktu itu ialah untuk mengairi 
sawah-sawah tetapi sekarang fungsinya sudah berubah menjadi kali yang tidak 
terawat dan bercampur dengan sampah-sarnpah. Adanya pembangunan disegala 
sektor, Kemayoran akhirnya berubah menjadi ramai dan padat penduduknya. Tanah-




 Masyarakat tanah air tentu mengenal nama Kemayoran karena sempat 
menjadi pintu gerbang masuk dan keluarnya semua kalangan untuk melakukan 
perjalanan domestik maupun mancanegara. Apalagi bagi kalangan pemimpin dunia 
ketika itu, Kemayoran seolah akrab di telinga mereka sejak Konferensi Asia Afrika 
(KAA) I tahun 1955 di Bandung dulu. Di bagian wilayah ini sejak sebelum 
kemerdekaan, sekitar tahun 1935 (1940) hingga 1985 terdapat Bandar udara tersibuk 
                                                          
67






di Indonesia. Tak heran, pemimpin dunia manapun pasti tahu nama ini. Kemayoran 
bisa dikenal salah satunya dari keberadaan lapangan udara itu sebelum akhirnya 
dipindahkan ke Cengkareng (Bandar Udara Soekarno-Hatta).   
 Bandara Internasional Soekarno-Hatta (CGK) merupakan Bandar udara 
utama Indonesia yang berlokasi di Cengkareng, Tanggerang. Bandara ini pertama kali 
dioperasikan pada tahun 1985 yaitu menggantikan fungsi dari Bandara “Kemayoran” 
di Jakarta Pusat dan Bandara “Halim Perdanakusuma” di Jakarta Timur. Saat ini, 
Bandara Kemayoran sudah di nonaktifkan, sedangkan Bandara Halim 




    Gambar II.1   










      
    Sumber : google 
 
        https:// Suasana_Bandara_Kemayoran_tahun_1976.jpg 
        
 Kemayoran juga menyimpan catatan sejarahnya sendiri. Kemayoran tempo 
dulu merupakan satu kampung besar demikian luas dan kabarnya sebagian dari 
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tanahnya itu dikuasai oleh Isaac de Saint Martin, seorang serdadu berkebangsaan 
Perancis, yang lahir pada 1629. Pendek kata, oleh alasan tertentu Isaac yang 
berpangkat Mayor tatkala peperangan di Jawa Tengah dan Jawa Timur masa VOC 
dulu hengkang, dan akhirnya menetap di wilayah ini. Dari beberapa literatur, ada 
yang menyebut munculnya nama Kemayoran oleh sebab pangkat Mayor yang 
disandang Isaac kerap digunakan masyarakat Batavia (Betawi) untuk memanggil 
namanya, Tuan Mayor. Bahkan ada cerita munculnya nama Kemayoran juga berasal 
dari nama pangkat seperti tersebut di atas. Akan tetapi pangkat Mayor ini hanya 
diberikan kepada orang Tionghoa atau Belanda dari pemerintah Belanda sebagai 
pangkat kehormatan untuk mengepalai kelompok atau golongannya, sekaligus 
bertugas menarik pajak pribumi.
69
  
 Terlepas dari asal usul nama itu, kampung Kemayoran yang masa tempo 
dulu dihuni penduduk asli betawi, kini telah dihuni oleh berbagai etnis. Konon 
keragaman etnis ini muncul pertama kali, tatkala terjadi peperangan VOC dalam 
menghadapi Sultan Hasanudin dari Banten dan Sultan Agung, Mataram sekitar tahun 
1628-an. Dalam peperangan itu, VOC mendatangkan orang-orang dari Cina, India, 
Sumatera dan Indonesia Timur. Selain juga kedatangan mereka adalah untuk 
dijadikan pekerja dalam pembuatan jalan, parit maupun milisi militernya. Dari situlah 
kemudian muncul asimilasi perkawinan yang menumbuhkembangkan etnisitas, baik 
antar masyarakat pendatang maupun dengan masyarakat betawi Kemayoran.  
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 Setelah Indonesia merdeka, kawasan Kemayoran kemudian didatangi 
masyarakat perantau yang berasal dari Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera, Sulawesi, 
Kalimantan, NTT dan NTB., serta daerah lainnya. Bahkan bangsa lain, semacam 
Cina dan Arab juga tak mau ketinggalan untuk tinggal di wilayah ini. Dari perspektif 
sejarah itu, yang di mulai dari masa Batavia hingga Jayakarta kemudian, serta 
membaurnya etnis yang ada menjadikan dinamika sosial, ekonomi dan kebudayaan 
kampung tua Kemayoran cepat tersiar. Tersebutlah misalnya di masa Daendels 
berkuasa, tuan tanah kaya raya ada di Kemayoran, seperti misalnya Rusendal, H 
Husein Madani, Abdullah dan De Groof. Mereka adalah orang kaya yang membeli 




 Bahkan di sekitar masa itu pula, muncul tokoh-tokoh Jago Kemayoran, 
seperti misalnya Murtado dan Djiong (Macan Kemayoran). Di luar itu dalam 
perkembangannya muncul juga kesenian yang cukup dikenal luas ketika itu, yakni 
Keroncong Kemayoran, selain juga Gambang Kromong, Wayang Kulit dan Der 
Muruk. Malah kesenian semacam ini merupakan favorit masyarakat betawi 
Kemayoran yang amat digemari. Seiring waktu berjalan, kampung tua Kemayoran 
yang semula dipimpin oleh seorang lurah (wijkmeester), lalu di masa sesudah 
kemerdekaan menjadi bagian dari wilayah Kecamatan Sawah Besar, Kawedanaan 
Penjaringan, Walikota Jakarta Raya. Malah pada tahun 1963-1968 Kemayoran 
dimasukan ke dalam wilayah Kecamatan Senen, Walikota Jakarta Raya.  
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 Selanjutnya di tahun 1968 itu juga Kemayoran dijadikan wilayah 
Kecamatan yang meliputi lima keluarahan, yakni Gunung Sahari Selatan, 
Kemayoran, Kebon Kosong, Serdang dan Harapan Mulia. Namun kini di tahun 2012 
ini Kemayoran tumbuh dengan pesat. Kecamatan Kemayoran terdiri dari 8 kelurahan, 
77 RW dan 1031 RT, sedangkan Kelurahan yang tercatat di Kemayoran ini yakni 
Harapan Mulya, Cempaka Baru, Sumur Batu, Serdang, Utan Panjang, Kebon 
Kosong, Kemayoran, dan Gunung Sahari Selatan. Sebagaimana diketahui Kelurahan 
terluas di wilayah ini ada di kelurahan Gunung Sahari Selatan, dengan luas wilayah 
mencapai 1,53 Km2 atau 21,11% dari luas wilayah Kecamatan Kemayoran (7,25 
km2).  
 Sementara itu jumlah penduduk menurut data Kecamatan Kemayoran 
tahun 2015, sekitar 222.309 jiwa. Sayangnya sisa kampung tua Kemayoran yang 
disebut dalam berbagai literatur itu, baik typikal rumah tinggal maupun kesenian 
yang pernah jaya dulu, sulit dijumpai sekarang ini. Padahal di kampung ini sempat 
muncul tokoh seni, semisal Benyamin Sueb dan lainnya. Kecuali itu, kampung tua 
Kemayoran sekarang telah tumbuh demikian pesat dengan beragam persoalannya, 
mulai kepadatan penduduk, pemukiman yang rapat, pedagang kaki lima di titik jalan 
tertentu hingga aliran kali sentiong yang kerap dipenuhi sampah setiap harinya. 





mancanegara karena Pekan Raya Jakarta (PRJ) diselenggarakan di areal bekas 




Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Jakarta Pusat 2010-2016
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Kecamatan Jumlah Penduduk (Jiwa) 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Tanah Abang 145345 143741 144289 144815 145345 145877 - 
Menteng 68079 67801 67900 67989 68079 68168 - 
Senen 95502 94174 94624 95061 95502 95945 - 
Johar Baru 117440 115806 116362 116899 117440 117985 - 
Cempaka 
Putih 
84864 84294 84492 84677 84864 85051 - 
Kemayoran 220538 215274 217039 218780 220538 222309 - 
Sawah Besar 100461 100053 100199 100329 100461 100593 - 
Gambir 78152 77837 77951 78051 78152 78254 - 
Jakarta Pusat 910381 898980 902856 906601 910381 914182 - 
 
Sumber:Badan Pusat Statistik, Jumlah Penduduk Kecamatan Jakarta Pusat 2010-
2016 
 
    Gambar II.2 










                          Sumber: google, diakses tahun 2017 
 
       http://www.jiexpo.com/wp-content/uploads/2015/12/ABOUT-JIEXPO.jpg 
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 Kini bekas bandara udara kemayoran dialih fungsikan sebagai Pekan Raya 
Jakarta (PRJ) atau Jakarta Fair Kemayoran, dimana terdapat acara tahunan dalam 
rangka merayakan HUT Kota Jakarta yang diikuti peserta pameran dan dimeriahkan 
ratusan musisi Tanah Air.  Dan landasan pacu bekas bandara udara kemayoran kini 
menjadi pusat lalu lintas kendaraan setiap harinya.  
Gambar II.3 






    
 
 
                          Sumber : google, diakses tahun 2017  
 
           https://www.google.co.id/ a1.kompasiana.com 
 
II.5 Perkembangan Kawasan Apron Kemayoran Saat Ini 
 Penelitian penulis saat ini dilakukan di Kawasan Apron kemayoran, Jl. 
Benyamin Sueb Blok. B 9 No. 1, Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat. 
Kemayoran merupakan salah satu nama kecamatan di Jakarta Pusat. Dahulunya 
kawasan ini merupakan sebuah bandara. Pada tahun 1992, Bandara Kemayoran resmi 
ditutup dan di alihfungsikan sebagai sebuah kawasan pemukiman. Secara fungsional 
Kemayoran sudah menjadi kawasan hunian. Hal ini terlihat dari mulai berdirinya 
rumah penduduk maupun hunian vertikal apartmen dan rumah susun di Kemayoran.  
 Kemayoran sudah memiliki wajah yang berbeda. Saat ini beberapa 





Beberapa pusat bisnis, hiburan, hunian dan apartmen di Kemayoran mulai tumbuh. 
Jalan Benyamin Sueb di wilayah Apron Kemayoran yang jadi kenangan memang 
bukan Cuma bandara.  
 Warga Jakarta pun punya musik terkenal, Keroncong Kemayoran. Juga tak 
akan lupa cerita legendaris tentang Si Pitung Macan Kemayoran, jagoan Betawi yang 
ditakuti Kompeni. Ceritanya pernah difilmkan, walau pemerannya bukan tokoh dan 
artis serba bisa Benyamin Sueb kini sudah almarhum yang warga asli Kemayoran. 
Tapi Benyamin atau “Bang Ben” adalah idola masyarakat Betawi, khususnya. Hingga 
untuk mengenangnya, Pemerintah DKI Jakarta memberi nama jalan utama (bekas 
landasan pacu utara-selatan) dengan nama “Benyamin Sueb”.  
 Konsep pembangunan yang dicanangkan sebagai Kota Baru Bandar 
Kemayoran setelah bandara ditutup, punya filosofi : Membangun Tanpa Menggusur. 
Tapi rupanya filosifi itu tidaklah mudah dilaksanakan. Warga asli di areal Kemayoran 
yang akan di tempatkan di rumah susun dengan harga murah, rupanya malah banyak 
menyingkir ke tempat lain, penduduk memang makin banyak, tetapi pendatanglah 
yang sebagian besar menempati rumah susun yang di bangun di areal Apron 
Kemayoran itu.  
 Kini Apron Kemayoran merupakan salah satu tempat yang dipadati oleh 
para pedagang yang berjualan, melihat banyak pendatang yang menetap di area 
tersebut. Tak jarang ketika menjelang sore kawasan Apron mulai padat kendaraan 
roda dua, kendaraan roda empat dan para pejalan kaki yang melewati kawasan 





Dan juga penyebab utamanya ialah adanya pedagang kaki lima (PKL) yang 
menepikan/menjajakan dagangannya di pinggiran trotoar, membuat wajah kota 
terkesan lebih kumuh dan tidak tertata. Adanya pedagang kaki lima (PKL) tersebut 
membuat hak pejalan kaki semakin tidak mempunyai akses.  
 Banyak terdapat Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan dengan 
menempati fasilitas umum, terutama PKL yang berjualan di pinggir jalan yang 
merupakan jalan yang relatif padat sebagai tempat para pejalan kaki, dan juga 
mengganggu kendaraan roda dua dan roda empat baik pada waktu sore sampai 
menjelang malam, dimulai pada pukul 16.00 – 23.00 WIB. Hal tersebut yang semakin 
membuat lalu lintas kawasan tersebut semrawut.  
 Sepanjang Kawasan Apron Kemayoran ini sampai alun-alun Masjid Akbar 
dipadati oleh para pedagang kaki lima, tempat yang sangat strategis memang sangat 
mampu menarik masyarakat sekitar untuk datang, sekedar menghabiskan waktu 
bersama teman sejawat. Banyak pedagang kaki lima yang berdagang di Kawasan ini, 
dan beragam macam dagangan yang dijual oleh pedagang kaki lima. Dengan alasan 
untuk memenuhi biaya hidup dan mencari nafkah untuk keluarga. Namun dibalik itu 
para pedagang kaki lima menjadi momok yang kurang bagus bagi Ibu Kota. Dimana 
menjadi salah satu permasalahan lingkungan yang membuat lalu lintas menjadi 
semrawut dan kurang terkendali, banyaknya sampah yang berserakan di jalan, tidak 
adanya akses bagi pengguna pejalan kaki, karena sebagian besar pedagang kaki lima 





saat ini adalah salah satu kearifan lokal yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, yang 
tidak bisa di hilangkan keberadaannya.  
            Gambar II.4 
Kegiatan PKL di kawasan Apron Kemayoran 
 














 Gambar diatas memperlihatkan bagaimana lokasi tempat pedagang kaki 
lima menggelar dagangannya di kawasan Apron Kemayoran, terlihat banyaknya 
pedagang kaki lima (PKL) yang menggelar dagangannya. Disamping itu adanya 
pedagang kaki lima di kawasan Apron mengganggu akses bagi warga yang tinggal di 
Apartmen Mediterania dan Apartmen Puri, mereka mengeluhkan bahwa dengan 
adanya pedagang kaki lima akses mereka menjadi terganggu.  
 Hal ini bisa dikatakan sebagai pelanggaran kebijakan Perda 8 Tahun 2007 
tentang ketertiban umum, salah satunya adalah dengan adanya pedagang kaki lima 
(PKL). Pedagang Kaki Lima yang ada di kawasan Apron Kemayoran menjadi 





dikarenakan kawasan Apron Kemayoran adalah salah satu wilayah masuk dalam 
kelurahan Kebon Kosong Kecamatan Kemayoran.  
  Penanganan pedagang kaki lima (PKL) dengan adanya kewenangan, yaitu 
kewenangan kelurahan, kewenangan kecamatan, kewenangan walikota, dan propinsi. 
Salah satu Kewenangan kelurahan yaitu jumlah PKL 1-10 PKL yang menjadi 
kewenangan pihak kelurahan untuk membereskan, diatas 10 PKL adalah sudah 
kewenangan kecamatan, walikota dan propinsi. Namun prakteknya slama ini yang di 
jalani karena pedagang kaki lima (PKL) yang ada di kawasan Apron Kemayoran 
merupakan bagian dari kelurahan kebon kosong salah satu wilayah kebon kosong 
tepatnya di RW.10 maka dalam pembenahan PKL menjadi tanggung jawab 
kelurahan. Jadi pihak kelurahan yang membereskan PKL Apron Kemayoran. Salah 
satunya dalam kebijakan pada Perda 8 tahun 2007, tentang ketertiban umum. Seperti 
yang sudah diketahui pada PKL Apron Kemayoran yang berjumlah lebih dari 10 PKL 
yang harusnya sudah menjadi kewenangan kelurahan namun, karena ada di wilayah 
kebon kosong jadi kelurahan kebon kosong yang menata PKL Apron tersebut. 
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 Tanggal 8 Juni 2017, Kantor Kecamatan Jakarta Pusat, di bilangan Serdang 
Baru III di datangi sejumlah ormas dan PKL di kawasan Apron Kemayoran Jakarta 
Pusat. Sejumlah massa menuntut agar diijinkan kembali berjualan di badan jalan 
kawasan masjid akbar sampai kawasan Apron Kemayoran. Kedatangan mereka ingin 
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bertemu dengan Pak Camat, untuk menuangkan aspirasi mereka yakni meminta 
diijinkan kembali berjualan di kawasan tersebut. 
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 Setelah beberapa saat menunggu, mereka tidak bertemu dengan Pak Camat 
melainkan dengan Kasatpol PP Kemayoran yaitu Bapak Jumingke Sihole. Semua 
aspirasi massa di tampung olehnya untuk disampaikan kepada Pak Camat. 
Menanggapi aksi massa tersebut, Walikota Jakarta Pusat, Mangara Pardede 
menegaskan, Pemkot Jakarta Pusat berkomitmen tidak akan memberikan toleransi 
kepada PKL untuk berdagang di kawasan kemayoran. 
 Kasudin Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUMKM) Jakarta 
Pusat beserata pemerintah setempat telah menyiapkan sarana dan prasarana untuk 
pedagang kaki lima, pembangunan sarana dan prasarana ini menggunakan anggaran 
dana corporate social responsibility (CSR) PT. Sosro dengan lahan seluas 1 hektar 
yang berlokasi di Blok B1 atau dikenal dengan Lenggang Jakarta Kemayoran. 
 Walikota Jakarta Pusat mengaku sudah memberikan solusi dengan cara 
menawarkan kepada para PKL tersebut untuk berdagang di lokasi Lenggang Jakarta 
Kemayoran di Blok B1. Namun jika PKL masih enggan berpindah ke Lenggang 
Jakarta, pihaknya bersama PPKK (Pusat Pengelola Kompleks Kemayoran), sepakat 
untuk tidak mengijinkan pedagang tersebut berjualan dijalan. Namun relitanya 
sampai saat ini pedagang kaki lima masih berjualan di kawasan Apron Kemayoran. 
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Sumber: Denah Survey Oleh Peneliti Tahun 2017 
 Kegiatan penelitian ini berada di Jl. Benyamin Sueb Blok. B 9 No. 1, 
Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat. Dimana terdapat masjid Akbar yang 
menjadi salah satu Ikon kawasan tersebut, oleh karena itu pedagang kaki lima yang 










































Akbar dan juga PKL Kawasan Apron karena terletak juga di Jl. Apron dan 
berdekatan dengan rumah susun Apron. Pedagang kaki lima (PKL) yang ada di 
kawasan ini  menjual beraneka ragam dagangan, salah satunya ialah pedagang 
makanan yang berlokasi di Jl.Convair tepatnya dekat Apartmen Mediterania 
Boulevard hal ini banyak dikeluhkan oleh masyarakat yang bertempat di Apartmen, 
mereka mengeluhkan sulitnya akses keluar dan masuk Apartmen, sulitnya akses 
untuk jalan kaki. Lalu di Jl. Apron 1 terdapat pedagang buah-buahan yang berlokasi 
di samping masjid akbar. Setelah itu di Jl. Apron terdapat pedagang sepatu dan 
pedagang kerudung, mereka berjualan saling bersebrangan dan tak jauh dari lokasi 
pedagang kerudung terdapat Apartmen Puri Kemayoran. Lalu di Jl. Bundaran akbar 
terdapat pedagang minuman. Keberadaan Lenggang Jakarta letaknya tidak terlalu 
jauh dari kawasan Apron Kemayoran, yaitu di Blok B1 berlokasi di lahan eks Gang 
Laler, Kemayoran, Jakarta Pusat. 
II.6 Profil Informan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Apron Kemayoran 
 Berdasarkan pada realitas yang ada di lapangan terdapat kegiatan pedagang 
kaki lima di kawasan Apron Kemayoran Jakarta Pusat, melihat bagaimana kondisi 
dan situasi terkini di wilayah Apron. Ada terdapat 5 Informan pedagang kaki lima 
(PKL) yang peneliti wawancarai di kawasan Apron Kemayoran Jakarta Pusat. 
Sebagain besar pedagang kaki lima di kawasan ini membuka dagangannya pada 
pukul 16.00 – 22.00 WIB pada hari senin-jum‟at, ketika hari sabtu & minggu atau 
ketika ada kegiatan atau acara lain di kawasan Apron mereka menutup dagangannya 





1. Ibu Mutia Sebagai PKL Penjual Kerudung dan Aksesoris 
 Ibu Mutia merupakan salah satu pedagang kaki lima yang cukup lama 
berada di kawasan Apron Kemayoran selama ± 3 tahun. Ibu Mutia berasal dari 
Jakarta dan menetap di Jakarta sampai saat ini. Ibu Mutia berstatus sudah berkeluarga 
dan memiliki seorang anak perempuan bernama Alisha Putri yang duduk di bangku 
sekolah dasar. Ibu Mutia selain menjadi pedagang kaki lima di kawasan Apron 
Kemayoran, ia bekerja sebagai asisten rumah tangga di salah satu perumahan di 
Jakarta, sedangkan suaminya seorang buruh bangunan dan serabutan. Ketika sore 
hingga malam menjelang, suami Ibu Mutia membantu Ibu Mutia berdagang, tak 
jarang ia mengajak putrinya ke tempatnya berdagang.   
 Ketika sore hingga malam menjelang pukul 22.00 WIB Ibu Mutia 
membuka dagangannya di trotoar kawasan Apron Kemayoran, siang harinya Ibu 
Mutia menjadi asisten rumah tangga di perumahan. Karena tekanan kebutuhan yang 
semakin hari semakin banyak, maka ia memutuskan untuk menjadi pedagang kaki 
lima untuk bisa membantu kebutuhan sehari-hari. Di tambah pemasukan yang 
dihasilkan oleh suaminya yang tidak menentu mengharuskan Ibu Mutia harus bekerja 
cukup keras untuk meringankan kebutuhan rumah tangganya dan membiayai Alisha 
putri sematawayangnya.  
 Selain sebagai buruh cuci gosok di perumahan, Ibu Mutia hanya membuka 
dagangannya di Kawasan Apron Kemyoran saja selama ± 3 tahun, karena Ibu Mutia 
memang berasal dari Jakarta dan tinggal di Jakarta, sampai saat ini Ibu Mutia menjadi 





 Ibu Muthia membuka usaha kerudung dengan modal pribadinya, dengan 
pendapatan sehari Rp 300.000,- kotor. Ia di pungut uang sewa tempat sebesar Rp 
300.000,-  ia juga membayar uang puli sebesar Rp 25.000,- untuk membayar lampu 
dan sampah perminggu. Ibu Muthia pernah pindah ke Lenggang Jakarta selama 2 
bulan, pendapatan sehari yang ia peroleh di Lenggang Jakarta hanya Rp 30.000,- ia 
mengeluhkan dengan pendapatan yang tidak seberapa ini tidak mencukupi untuk 
kebutuhan sehari-hari dan membayar uang sekolah anaknya. 
 Ketika berjualan di kawasan Apron, banyak hanbatan yang ditemukan, 
seperti kejar-kejaran dengan petugas Satpol PP yang berjaga, hingga akhirnya ia 
mengalah untuk tidak membuka dagangannya terlebih dahulu sampai situasi ia 
anggap aman.  
2. Ibu Shopi Sebagai PKL Penjual Aneka Minuman 
 Ibu Shopi salah satu pedagang kaki lima yang menjual aneka minuman, ia 
berusia 26 tahun. Ibu Shopi tinggal dan menetap di Jakarta sejak ia kecil, ia menjadi 
pedagang kaki lima dari tahun 2005. Berawal dari ibu dan bapaknya kini Ibu Shopi 
yang meneruskan dagangan milik orang tua nya tersebut. Ketika Ibu Shopi berjualan, 
ibunya ikut membantu dan melayani pembeli. Tetapi hanya satu atau dua pembeli 
saja karena Ibunya sudah berusia lanjut dan mudah lelah. Ibu Shopi sudah cukup 
lama menjadi pedagang kaki lima di kawasan apron yaitu 12 tahun, dan alasan 
mengapa kawasan Apron yang dipilihnya sebagai tempat berjualannya Ibu Shopi 
dikarenakan tempatnya yang ramai, dan strategis, tak jarang banyak anak-anak muda 





 Ibu Shopi juga sudah berkeluarga dan memiliki satu anak dan masih balita, 
suaminya bekerja sebagai supir. Ibu Shopi mulai membuka dagangannya dari pukul 
16.00 – 23.00 WIB hari senin-jum‟at, jika hari sabtu-minggu Ibu Shopi menutup 
dagangannya sampai pukul 24.00 WIB hingga pengunjung mulai sepi. Namun tak 
jarang juga banyak anak-anak muda bahkan club motor remaja yang menghabiskan 
waktunya di tempat Ibu Shopi, di karenakan tempat berdagangnya Ibu Shopi cukup 
luas dan di lengkapi juga dengan sound sistem untuk memanjakan para pembelinya 
sehingga pembeli mendapatkan hiburan musik gratis dan menambah kesan suasana 
menjadi lebih akrab. 
 Ibu Shopi berdagang di Apron membayar uang sewa sebesar Rp 350.000,-
/bulan, dan membayar uang kebersihan dan lampu Rp 30.000,- dalam seminggu. Ia 
berdagang minuman dengan modal pribadinya. Penghasilan perhari Ibu Shopi ketika 
ramai sebesar Rp 700.000,- . ketika sepi sebesar Rp 400.000,-. Ibu Shopi tidak pernah 
pindah ke Lenggang Jakarta Kemayoran, ia lebih memilih menutup dagangannya dan 
pindah tempat berdagang untuk sementara waktu.  
3. Pak Anwar Sebagai PKL Penjual Makanan Cemilan 
 Pak Anwar 22 tahun, yaitu salah satu informan peneliti yang berasal dari 
daerah Garut. Ia merantau ke Jakarta bersama salah seorang temannya yang sama-
sama berasal dari Garut yang bernama Pak Agus. Saat ini Pak Anwar tinggal satu 
kostan bersama teman rantaunya bernama Pak Agus di daerah Jakarta. Alasan Pak 
Anwar merantau ke Jakarta dikarenakan salah seorang temannya yang mengajak Pak 





dan akhirnya Pak Anwar tertarik dan berjualan sebagai pedagang makanan yaitu 
cemilan Hottang (kentang goreng). Pak Anwar sudah berjualan di kawasan Apron 
sekitar 2 tahun, dagangan yang Pak Anwar jual di ambil dari temannya yang 
mengajak ia merantau ke Jakarta yaitu Pak Solihin, Pak Sholihin ini sekaligus adalah 
bos dari Pak Anwar, dan ketika  Pak Anwar  berjualan di kawasan Apron, ia hanya 
menjualkan dagangannya saja, dengan penghasilan gaji yang ia terima sekitar Rp 
1.000.000,- rupiah/bulan.  
 Penghasilan perhari yang ia peroleh ketika ramai sebesar Rp 400.000,- i, 
dan Rp 150.000,- ketika sepi. Pak Anwar tidak pernah pindah ke Lenggang Jakarta 
Kemayoran, ia lebih mempertahankan dagangannya di kawasan Apron Kemayoran di 
karenakan sepinya pengunjung dan tidak strategisnya tempat di Lenggang Jakarta 
Kemayoran.  
4.  Pak Tauhid Sebagai PKL Penjual Sepatu dan Sandal 
 Pak Tauhid 26 tahun, adalah salah satu pedagang kaki lima di kawasan 
Apron yang saat ini tinggal di daerah Jakarta, ia mengontrak di belakang polsek 
kemayoran. Pak Tauhid ini berasal dari daerah Pemalang. Ia sudah tinggal di Jakarta 
sejak tahun 2005 ketika ia berusia 15 tahun, sebelum ia menjadi pedagang kaki lima 
(PKL) di daerah Apron Kemayoran, Pak Tauhid pernah bekerja di distributor, 
penjaga kios dan supir pribadi, hingga pada akhirnya Pak Tuhid memilih menjadi 
pedagang kaki lima di kawasan Apron Kemayoran, karena menurutnya menjadi 
pedagang kaki lima adalah pekerjaan yang tidak banyak menyita waktu dan hasil 





penjaga kios. Bekerja sebagai pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Apron sudah ia 
jalani selama 5 tahun sejak tahun 2012. Sebelumnya Pak Tuhid ini pernah bekerja 
sebagai penjaga kios sembako di daerah manggrai sekitar 6 bulanan, lalu ia 
memutuskan untuk pindah pekerjaan dikarenakan gaji yang ia terima tidak bisa 
mencukupi biaya hidupnya. 
 Gaji yang ia terima sebagai penjaga kios sembako di daerah manggrai yaitu 
Rp 100.000,-/bulan. Namun bagi Pak Tuhid yang terpenting adalah sebuah 
pengalaman kerja yang ia dapatkan. Pak Tuhid juga mempunyai usaha steam motor di 
kampungnya Pemalang, tetapi ia mempercayai adik kandungnya yang mengelola 
usaha steam motonya itu dengan modal awal Pak Tuhid.  Pak Tuhid tertarik  sebagai 
pedagang kaki lima (PKL) di Apron Kemayoran karena melihat adik iparnya yang 
lebih dulu berdagang kuliner. Dengan tekad yang kuat akhirnya Pak Tuhid 
memutuskan untuk berdagang, karena menurutnya dengan berdagang seperti ini hasil 
yang ia terima akan lebih menjanjikan dibandingkan dari pekerjaan sebelumnya.  
 Pak Tauhid menyewa tempat untuk berdagang kepada pihak yang 
mempunyai tempat tinggalnya saat ini, ia juga membayar uang lampu dan kebersihan 
sebesar Rp 20.000,- melalui pungli. Pak Tauhid pernah mencoba berjualan di 
Lenggang Jakarta Kemayoran selama 3 bulan, tetapi ia memilih untuk kembali lagi 








5. Ibu Emi Sebagai PKL Penjual Buah-Buahan 
 Ibu Emi adalah seorang pedagang kaki lima penjual buah-buahan yang 
berusia 50
 
tahun yang menempatkan dagangannya tepat sekali di seberang rusun 
Apron Kemayoran.  Ibu Emi sudah berkeluarga dan memiliki 3 orang anak yaitu yang 
bernama Eva 32 tahun , Evi 27
 
tahun , Piah 21 tahun, semua anak-anak Ibu Emi 
sudah berkeluarga dan memiliki anak.  Ibu Emi berasal dari daerah Ciamis. Di Jakarta 
Ibu Emi tinggal di rumah susun Apron kemayoran dengan suami dan 3 (tiga) cucunya 
dari anak pertama dan ketiga. Setiap harinya Ibu Emi yang merawat dan membantu 
biaya kebutuhan sehari-hari dan pendidikan cucunya.  
 Orang tua dari ketiga cucunya ini memang lagi kurang baik rumah 
tangganya, alhasil Ibu Emi lah yang berbesar hati merawat ketiga cucunya ini. 
Terkadang Ibu Emi membawa 2 cucunya ke tempat Ibu Emi berdagang karena tidak 
ada yang menjaganya. Sebelumnya Ibu Emi tidak berjualan sebagai pedagang kaki 
lima (PKL) di kawasan Apron, tetapi sebelumnya Ibu Emi berjualan di daerah Jiung 
dan daerah Jamblang, di daerah Jiung dan di daerah  Jamblang Ibu Emi berdagang 
pakaian dengan suaminya. Lalu sekarang di kawasan Apron Ibu Emi berjualan aneka 
buah yaitu buah kelengkeng, jeruk, apel, dan manga, ia membuka  dagangannya 
dimulai dari pukul 16.00- 22.00 WIB setiap harinya, dikarenakan Ibu Emi juga harus 
membagi waktu dengan ketiga cucunya tersebut.  
 Penghasilan yang di peroleh Ibu Emi dengan berdagang buah-buahan 
ketika sepi sebesar Rp 300.000,- dan ketika ramai sebesar Rp 400.000,-. Penghasilan 





kebutuhan sehari-hari. Ia tidak pernah pindah ke Lenggang Jakarta dikarenakan 
dagangannya tidak lolos uji kelayakan, hal itu disebabkan karena dagangan yang ia 
perjualkan di bawah Rp 10.000,-  dan sampai saat ini ia tetap berjualan di Kawasan 
Apron Kemayoran.  
Dari ke 5 (lima) informan pedagang kaki lima yang penulis teliti, semua 
memiliki latar belakang yang berbeda, daerah asal, tempat tinggal saat ini dan apa 
yang mereka perjualbelikan. Berdasarkan alasan mereka memilih kawasan Apron 
sebagai tempat yang dipilih oleh mereka untuk berdagang karena memiliki tempat 
yang strategis, dan mudah untuk terjangkau masyarakat, selain itu memang karena 
kawasan Apron ini memiliki Icon yang khas di Kemayoran yaitu terdapat Majid 
Agung Kemayoran dan Icon ondel-ondel tepat di jalan Benyamin Sueb. Kondisi 
perpasaran di kawasan Apron Kemayoran adalah sebagai ruang representasional dari 
adanya praktik sosial yang terjadi, sebab  ruang representasional adalah bagaimana 
kondisi atau situasi terkini di wilayah pedagang kaki lima tersebut.    
II.7 Peran Pemerintahan Sebagai Pembuat Kebijakan Pedagang Kaki Lima di 
Kawasan Kemayoran Jakarta Pusat 
II.7.1 Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat 
 Kecamatan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah 
kabupaten atau kota. Kecamatan terdiri atas desa-desa atau kelurahan-kelurahan.
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Dalam Undang-undang otonomi daerah nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan 
daerah, pada pasal 126 dijelaskan bahwa, kecamatan dipimpin oleh camat yang dalam 
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pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang bupati atau 
walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi darah.
76
 Dijelaskan dalam 
Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2008 tentang Kecamatan atau sebulan lain 
adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten/kota. 
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 Kedudukan kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten/kota 
sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan 
dipimpin oleh camat. Pembentukan kecamatan adalah pemberian status pada wilayah 
tertentu sebagai kecamatan di kabupaten.kota. Dalam Konteks otonomi daerah di 
Inonesia, Kecamatan merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten 
atau Kota yang mempunyai wilayah kerta tertentu yang di pimpin oleh Camat.  
 Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat dalam menangani pedagang kaki lima 
yang ada di kawasan Apron, menugasi/memerintahkan Satpol PP kecamatan dalam 
penanganan Pedagang Kaki Lima yang ada di Kawasan Apron Jakarta Pusat untuk 
membantu pihak Kelurahan dalam menangani penertiban. Pihak Kecamatan 
khususnya (Kasubbag) Kepala Sub Bagian Koperasi UMKM dan perdagangan 
memberi peringatan dengan membuat surat yang tertuju kepada Pedagang Kaki Lima 
(PKL) sebagai surat peringatan dalam kurun waktu yaitu SP1 3 x 24 jam, SP2 2 x 24 
jam, dan SP3 1 x 24 jam agar tidak berjualan di kawasan Apron Kemayoran dan 
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II.7.2 Kelurahan Kebon Kosong Kemayoran Jakarta Pusat 
 Pihak kelurahan kebon kosong menangani pedagang kaki lima (PKL)  yang 
ada di Kemayoran, salah satunya adalah pedagang kaki lima yang ada di kawasan 
kemayoran jakarta pusat, karena kawasan apron adalah salah satu wilayah yang 
masuk dalam kelurahan kebon kosong kecamatan kemayoran. Dalam penanganan 
pedagang kaki lima (PKL) itu adanya kewenangan, yaitu kewenangan kelurahan, 
kewenangan kecamatan, kewenangan walikota, dan propinsi. Salah satu Kewenangan 
Kelurahan yaitu jumlah PKL 1-10 PKL yang menjadi kewenangan pihak kelurahan 
untuk membereskan, diatas 10 PKL adalah sudah kewenangan kecamatan, walikota 
dan propinsi. 
 Prakteknya selama ini yang di jalani karena kawasan tersebut merupakan 
bagian dari kelurahan kebon kosong salah satu wilayah kebon kosong tepatnya di 
RW.10 maka dalam pembenahan PKL menjadi tanggung jawab kelurahan. Jadi pihak 
kelurahan yang membereskan PKL Apron Kemayoran. Salah satunya dalam 
kebijakan pada Perda 8 tahun 2007, tentang ketertiban umum salah satunya adalah 
pedagang kaki lima (PKL) dan juga ada parkir liar. Seperti yang sudah diketahui pada 
PKL Apron Kemayoran yang berjumlah lebih dari 10 PKL yang harusnya sudah 
menjadi kewenangan kelurahan namun, karena ada di wilayah kebon kosong jadi 
kelurahan kebon kosong yang menata PKL Apron tersebut.  
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 Kelurahan Kebon Kosong dalam hal ini sudah melakukan penertiban, 
sudah sering namun kenyataannya masih ada. Pelanggaran terhadap perda 8 tahun 
2007 dapat dikatakan seperti jamur dimusim hujan. Jadi pada saat di tebas dan 
dicabut, karna dimusih hujan akan tumbuh lagi dengan maraknya, namun tetap saja 
sudah menjadi bagian dari tugas dan tetap dilakukannya penertiban. 
 Ketika dilakukannya penertiban, Satpol PP diturunkan langsung dari pihak 
kecamatan kemayoran, karena di kelurahan kebon kosong tidak ada anggota dari 
Satpol PP, hanya ada Kasatgas Sattpol PP. Pada saat penertiban dalam kebijakan pada 
perda 8 tahun 2007 pihak kelurahan selalu koordinasi kepada pihak kecamatan, 
karena anggota Satpol PP ada di Kecamatan Kemayoran. Salah satunya pihak 
Kelurahan Kebon Kosong juga berhubungan dengan pedagang dengan parkir liar, jadi 
pihak kelurahan juga menggandeng Dishub (Distribusi Perhubungan) untuk 






















II.7.3 RW Rumah Susun Kemayoran Jakarta Pusat 
 Peran RW 10  rumah susun setempat adalah dengan tidak memberikan ijin 
apapun kepada pedagang kaki lima (PKL) dalam membuka dagangannya di kawasan 
rumah susun Kemayoran Jakarta Pusat. Serta membantu dan ikut serta pihak 
pemerintahan dalam menertibkan pedagang kaki lima (PKL) di sepanjang kawasan 
Apron Kemayoran. Pihak rumah susun juga memberikan dukungan kepada pihak 
pemerintahan agar terciptanya lingkungan yang tertata, oleh karena itu pihak rumah 
susun ikut membantu apabila ada penertiban yang dilakukan oleh pihak kelurahan 
Kebon Kosong.  
II.7.4 Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP) 
 Satuan Posisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta dalam tugas pokoknya 
sebagai Pembantu Kepala Daerah telah melaksanaakan pembinaan ketenteraman dan 
ketertiban serta perlindungan masyarakat di wilayah Provinsi DKI Jakarta sesuai 
dengan perundang-undangan yang berlaku. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) 
merupakan salah satu struktur organisasi baru di Pemerintah Daerah Provinsi DKI 
Jakarta yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah. Adapun nomenklatur sebelumnya adalah “Dinas 
Ketenteraman Ketertiban dan Perlindungan Mayarakat (Dinas Tramtib dan Linmas). 
 Menurut Peraturan Pemerintah RI No.6 Tahun 2010 Pasal 1 ayat 8 Satuan 
Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Satpol PP, adalah bagian perangkat 
daerah dalam penegakkan Perda dan pelenggaraan ketertiban  umum dan ketentraman 





Pasal 2 ayat 1 dan 2. Satpol PP diturunkan oleh pihak Kecamatan untuk membantu 
kegiatan penertiban. Dalam hal ini Satpol PP diturunkan oleh pihak Kecamatan 
Kemayoran Jakarta Pusat untuk membantu penertiban pedagang kaki lima (PKL) 
yang dilakukan oleh pihak Kelurahan Kebon Kosong dalam penyisiran keliling 
gabungan dengan Dishub (Distribusi Perhubungan) di kawasan Apron Kemayoran 






















REPRESENTASI PEDAGANG KAKI LIMA DI KAWASAN APRON 
KEMAYORAN 
III.1 Pengantar  
  Berdasarkan kepadatan penduduk di Jakarta menimbulkan masalah yang 
akhirnya menjadikan Jakarta “kelebihan beban”, seperti kemacetan dan meningkatnya 
sektor informal. 
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 Khususnya persoalan pedagang kaki lima (PKL) yang merupakan 
persoalan bersama yang harus di tangani. Terlebih keberadaan pedagang kaki lima 
(PKL) di Ibukota semakin meningkat, khususnya pedagang kaki lima di Kawasan 
Apron Kemayoran, oleh karena itu diperlukan adanya penataan pedagang kaki lima 
(PKL) berdasarkan tata ruang kota Jakarta dalam mewujudkan fungsi tata ruang kota 
yang lebih optimal.  
 Selanjutnya pada bab ini, peneliti akan membahas temuan lapangan 
bagaimana ruang sebagai produk sosial, bagaimana kawasan Apron sebagai Praktik 
Sosial, bagaimana Lenggang Jakarta sebagai representasi ruang, dan bagaimana 
kawasan Apron sebagai ruang representasional.  
III.2 Kawasan Apron Sebagai Praktik Spasial  
 Henri Lefebvre tidak membedakan praktik sosial dengan praktik spasial. 
Paraktik spasial adalah praktik sosial. Lefebvre menempatkan praktik sosial sebagai 
praktik spasial. Konsep praktik spasial dan sosial yang dikembangkan oleh salah satu 
tokoh neo-Marxis ini menjadi pemutakhiran terhadap teori-teori Marx menganai 
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mode produksi. Hanya saja Lefebvre menggeser fokus produksi itu dari tenaga kerja 
ke mode produksi ruang. Sementara praktik spasial telah memberi pijakan tentang 
praktik sosial untuk mereproduksi ruang, konsep produksi ruang berikut akan 
menunjukan bagaimana ruang itu selalu terlibat dalam aktivitas sosial.
80
 Praktik 
spasial, sebagaimana praktik sosial, praktik spasial merupakan relasi tindakan fisik 
tempat praktik sosial terjadi. Praktik spasial merujuk pada aliran fisik, material, 
pertukaran, transfer, dan juga interaksi sosial yang di produksi dan direproduksi.  
 Praktik spasial berisi aktivitas sos-ekonomi pedagang kaki lima di kawasan 
tersebut, salah satunya ialah kontestasi ruang antara pedagang kaki lima dengan 
pemerintah setempat, dan penolakan pedagang kaki lima terhadap penataan ruang di 
kawasan tersebut. Kawasan Apron Kemayoran secara frontal merupakan ruang 
ekonomi, dimana terdapat adanya pasar, yang di definisikan sebagai sarana dan 
tempat usaha untuk melakukan transaksi jual beli umum milik perorangan, dengan 
tempat yang kurang tertata secara teratur dan dengan melakukan kegiatan berdagang 
pedagang kaki lima (sektor informal).  
 Keberadaan pasar di kota Jakarta turut memberi kontribusi besar bagi 
pembangunan, hampir sama besarnya dengan dampak sosio-spasial yang dihasilkan. 
Pertumbuhan ekonomi melalui kegiatan perpasaran memberi kontribusi bagi negara. 
Beberapa ahli menganggap sektor ekonomi formal membutuhkan keberadaan sektor 
ini (informal). Tepat sekali bila dikatakan bahwa sektor formal dan informal dianggap 
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saling berkaitan dalam ekonomi perkotaan. Sektor informal sebagai unit-unit skala 
yang terlibat dalam produksi dan distribusi barang-barang, dimasuki oleh penduduk 
kota terutama bertujuan untuk mencari kesempatan kerja dan pendapatan dari pada 
memperoleh keuntungan dan mereka yang terlibat dalam sektor informal pada 
umumnya miskin, kebanyakan dalam usia kerja utama (prime age), berpendidikan 
rendah, upah yang diterima di bahwa upah minimum, modal usaha rendah, serta 
sektor ini membuka kesempatan untuk mobilitas vertikal.
81
  
 Secara keseluruhan sektor informal telah turut serta dalam menanggulangi 
permasalahan ekonomi yang besar, yakni pengangguran dan kemiskinan. Sektor ini 
tidak hanya menampung tenaga kerja yang tidak terserap oleh sektor formal, tetapi 
bahkan mampu menerima dan mengakomodasi tenaga kerja tenaga kerja yang 
terlempar keluar oleh pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor formal. Sektor ini 
secara lentur melepaskan tenaga kerja terbaik, maupun menampung mereka yang 
terburuk dalam pasang surut ekonomi.
82
  
 Sementara itu, di satu pihak terdapat peraturan yang memandang kegiatan 
pedagang kaki lima sebagai cara massa miskin mempertahankan hidup, karena itu 
perlu dilindungi dan dibina. Di sisi lain, kegiatan pedagang kaki lima juga dianggap 
mengganggu sektor lain, seperti lalu lintas, keindahan dan fasilitas publik dan arena 
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itu harus di singkirkan.
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 Di sisi peraturan, keberadaan PKL tersebut melanggar 
Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum. Oleh 
karena itu timbulnya gesekan antara pedagang kaki lima dengan pemerintah setempat 
yang akan di jelaskan di pembahasan berikut: 
III.2.1 Kontestasi Ruang Pedagang Kaki Lima di Kawasan Apron 
Kemayoran 
 Hampir seluruh wilayah di perkotaan yang berdekatan dengan keramaian 
dan jalan-jalan besar ditempati oleh pedagang kaki lima yang menyebabkan Kota 
Jakarta kehilangan wajahnya yang asri dan indah, kini berganti wajah kumuh dan 
terkesan berantakan. Pertumbuhan pedagang kaki lima sudah hampir tidak mampu 
dikendalikan untuk menempati lokasi-lokasi yang telah ditetapkan. Selama ini dalam 
rangka pengendalian pemanfaatan ruang khususnya berkaitan dengan penataan 
pedagang kaki lima, pihak pemerintahan seperti Kelurahan Kebon Kosong 
Kemayoran bersama Satuan Polisi Pamong Praja telah melaksanakan pengawasan 
dan penegakan pengaturan pedagang kaki lima.  
 Penertiban PKL di Kawasan Apron Kemayoran di tangani oleh pihak 
Kelurahan Kebon Kosong, luasnya Kelurahan Kebon Kosong menangani seluruh 
pedagang kaki lima yang ada di Kemayoran, khususnya pedagang kaki lima yang ada 
di Kawasan Kemayoran ini. Karena Kawasan Apron adalah salah satu wilayah yang 
masuk dalam Kelurahan Kebon Kosong Kecamatan Kemayoran. Dalam penanganan 
pedagang kaki lima salah satunya berdasarkan kewenangan, yaitu berdasarkan 
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kewenangan Kelurahan, kewenangan Kecamatan, kewenangan Walikota dan 
Propinsi.  
 Jumlah sebanyak 1-10 PKL adalah menjadi salah satu kewenangan pihak 
Kelurahan dalam menangani dan membereskan penertiban, ketika sudah di atas 10 
PKL menjadi kewenangan pihak Kecamatan, Walikota dan Propinsi. Namun 
prakteknya selama ini  yang menjalani penertiban adalah pihak kelurahan, karena 
PKL yang ada di Kawasan Apron Kemayoran merupakan bagian dari Kelurahan 
Kebon Kosong. Dan salah satu wilayah Kebon Kosong tepatnya di RW.10 maka 
dalam pembenahan pedagang kaki lima yang ada di Kawasan Apron Kemayoran 
menjadi tanggung jawab pihak Kelurahan, dalam kebijakan pada Perda 8 tahun 2007, 
tetang ketertiban umum salah satunya adalah pedagang kaki lima, dimana juga 
terdapat parkir liar dan pedagang kaki lima illegal/liar. 
Gambar III.1 
Spanduk Bulan Tertib Trotoar 
                    









 Hal ini pihak Kelurahan  Kebon Kosong sudah melakukan penertiban 2 
kali penertiban pedagang kaki lima di bulan September 2017, tanggal 20 September 
2017 di Jalan Benyamin Sueb – Jalan Kasa, tanggal 26 September 2017 di 
Kemayoran Gempol – Jiung. Di DKI Jakarta sudah di laksanakannya bulan tertib 
trotoar, dengan Ingub DKI Jakarta No: 99 Tahun 2017 Tentang Tertib Trotoar, pada 
bulan September, karena membuahkan hasil kegiatan ini diperpanjang juga di bulan 
Oktober 2017. Masih pada bulan tertib trotoar di bulan Oktober Kelurahan sudah 3 
kali melakukan penertiban yang besar,  
“tadi juga saya ada penertiban dari mulai depan kantor kelurahan, muter ke masjid 
akbar lewat apron dan tadi sempat ada pedagang yang kami tegur, dan ada juga  parkir 
liar yang kami benahi dan tertibkan, kemudian jalan lagi kearah polsek palazzo dan 
lurus kea rah kiri ke pos polisi sampai menyisir ke pinggiran kali hitam jalan Dakota 
raya, banyak yang tadi kita tertibkan, ada pedagang kaki lima, parkir liar, dan warga 
yang membangun rumah bedengan”.84 
 
 Hasil dari penertiban yang di lakukan pihak Kelurahan, terdapat 2 mobil 
truck terisi penuh muatan hasil penertiban barang pedagang kaki lima. Setelah itu 
hasil penertiban yang dilakukan oleh pihak kelurahan itu di kirimkan ke gudang hasil 
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Gudang Akhir Hasil Penertiban PKL 




 Pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima pihak Kelurahan Kebon 
Kosong di bantu Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) diturunkan langsung dari 
pihak Kecamatan Kemayoran, sebab di Kelurahan Kebon Kosong tidak ada anggota 
Satpol PP, hanya ada Kasatgas Satpol PP. Oleh karena itu Satpol PP di perintahkan 
langsung oleh Kecamatan Kemayoran. Pada saat penertiban dalam kebijakan Perda 8 
tahun 2007, pihak Kelurahan selalu berkoordinasi kepada pihak Kecamatan, karena 
Satpol PP diturunkan langsung atas perintah Kecamatan. Selain Satpol PP, pihak 
Kelurahan juga berkoordinasi oleh pihak Dishub (Distribusi Perhubungan) dalam 
menegakkan Perda 8 Tahun 2007.   
“Harapan saya dengan adanya penertiban yang dilakukan secara rutin, dapat 
meniminalisir adanya pedagang kaki lima dan parkir liar. Sampai sekarang bisa kita 
lihat sih, awalnya yang sangat semrawut, namun perlahan-lahan kelihatan adanya 
penertiban, dan warga juga maklum itu, kita kasih pengetian bahwa sebenarnya mereka 
salah, tidak boleh dan ini bukan tempatnya, dan mereka mau mengerti, dan mudah-
mudahan kedepannya akan lebih tertata lagi”.85 
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 Berdasarkan hasil wawancara oleh Ibu Nayla, penertiban  pedagang kaki 
lima berlangsung secara terkendali, tidak ada bentrokan yang besar antara pedagang 
kaki lima dengan pihak pemerintahan setempat, semua teratasi dan berjalan dengan 
persuasif, hanya saja perdebatan mulut antar pedagang kaki lima dan pihak 
pemerintah setempat. Pedagang kaki lima bersikeras mempertahankan dan 
memperjuangkan tempat dan dagangan mereka di kawasan tersebut. Mereka selalu 
beranggapan bahwa apa yang mereka tempati adalah kawasan publik dimana 
kawasan tersebut adalah tempat umum, dengan beranggapan mereka bebas melalukan 
aktifitas sos-ekonomi salah satunya adalah memperjualbelikan dagangan mereka. 
Kegiatan pedagang kaki lima menimbulkan kontestasi terhadap pihak pemerintah 
setempat, dalam hal ini pemerintah adalah pemegang regulasi kebijakan atas ruang 
tersebut, terlebih ruang yang pedagang kaki lima tempati adalah milik negara. Atas 
dasar kebijakan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2007 pemerintah menjalankan 
tugasnya demi ketertiban umum.    
 Sebelum penertiban pedagang kaki lima dilakukan pihak pemerintah 
setempat yaitu, pihak Kelurahan Kebon Kosong Kemayoran, anggota Satpol PP, dan 
Distribusi perhubungan (Dishub) mereka melakukan apel terlebih dahulu dengan 
mengedepankan koordinasi dengan pimpinan Kelurahan. Meskipun atas nama 





“ Gak semua penertiban berjalan mulus, namun kita sebisa mungkin menghindari hal-
hal seperti itu dengan cara memberikan pengertian kepada mereka, kita juga punya rasa 
kemanusiaan jadi kita juga tidak semena-mena”.86 
 
 
 Penertiban pedagang kaki lima di kawasan Apron Kemayoran pun berjalan 
dengan tertib dan terkendali, meskipun sedikit menimbulkan gesekan antar pedagang 
kaki lima dengan pihak pemerintahan setempat dalam penertiban berlangsung, namun 
masih dapat teratasi dengan baik, tanpa menimbulkan bentrokan yang besar kepada 
pedagang kaki lima.  
Skema III.1 























  Sumber: Olahan Penulis 2017  
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 Sebelum dilaksanakannya penertiban yang dilakukan oleh pihak 
Kelurahan,  pedagang kaki lima Apron mendapatkan surat peringatan sebanyak 3 
(tiga) kali peringatan yang di berikan oleh pihak Kecamatan Kemayoran, yaitu SP1 3 
x 24 Jam, SP2 2 x 24 Jam, dan SP3 1 x 24 Jam, jika mereka (pedagang kaki lima) 
tidak  menghiraukan surat peringatan tersebut, penertiban akan tetap dilaksanakan. 
 Berdasarkan realitas yang ada, masih banyak pedagang kaki lima yang 
tidak menghiraukan peringatan tersebut. Masih banyak pedagang kaki lima yang 
masih  melakukan kegitan jual beli, tanpa merasa bahwa kegiatan mereka adalah 
salah satu terjadinya ketidaknyamanan masyarakat yang ada disekitar kawasan 
Apron, khususnya para pejalan kaki, para pengendara roda dua dan empat, dan para 
penghuni Apartemen di kawasan tersebut. Pedagang kaki lima beranggapan bahwa 
selama belum adanya penertiban dilakukan oleh pemerintah, kawasan tersebut masih 
diperbolehkan sebagai lahan tempat PKL berjualan dan mencari nafkah.  
 Henri Lefebvre mengatakan sesungguhnya tidak ada ruang yang 
sepenuhnya “ideal” karena ruang itu sendiri secara spasial dalam masyarakat 
kapitalis modern merupakan kontestasi, arena pertarungan, yang tidak pernah selesai 
diperebutkan. Semua pihak yang berkepentingan akan terus berusaha mencari cara 
untuk mendominasi pemakaian atau pemanfaatan atas suatu ruang dan mereproduksi 
segala pengetahuan untuk mempertahankan hegemoni mereka atas pemanfaatan 






III.2.2 Resistensi Pedagang Kaki Lima Terhadap Ruang di Kawasan 
Apron Kemayoran 
 Ruang sosial dibentuk oleh tindakan sosial (social action), baik secara 
individual maupun secara kolektif. Tindakan sosiallah yang memberi “makna” pada 
bagaimana suatu ruang spasial dikonsepsikan oleh mereka yang mengisi dan 
menghidupkan ruang tersebut. Produksi ruang sosial berkenaan dengan bagaimana 
praktik spasial diwujudkan melalui persepsi atas lingkungan (environment) yang 
dibangun melalui jaringan (networks) yang mengaitkan aktivitas-aktivitas sosial 
seperti yang dilakukan pedagang kaki lima (PKL).  
  Setiap pelaksanaan suatu aturan ataupun kebijakan selalu terdapat 
penolakan dari pihak yang tertuju yaitu PKL. Mereka melakukan penolakan 
dikarenakan beberapa maksud yang memberatkan mereka (PKL), dimana disebabkan 
karena faktor ekonomi para pedagang kaki lima (PKL), banyaknya dari mereka yang 
berjualan disebabkan oleh faktor ekonomi. Mereka terpaksa berjualan di tempat-
tempat yang bukan seharusnya karena faktor ekonomi pedagang kaki lima, oleh 
karena itu kebanyakan dari mereka berjualan di tempat yang bukan di peruntukan 
untuk mereka. Mereka menggunakan fasilitas publik seperti jalan dan trotoar, yang 
mereka pergunakan untuk kegiatan mereka. 
  Prakteknya PKL menggunakan ruang publik ini untuk mencari nafkah. 
Ketika sudah berbicara menafkahkan keluarga, sejatinya regulasi pemerintah seperti 
tidak berlaku. Namun tetap pada realitas yang ada bahwa aturan dan kebijakan 





PKL beranggapan bahwa jalan dan trotoar merupakan tempat yang strategis, ramai, 
dan mudah untuk dikunjungi pembeli. Dengan pemikiran yang sudah tertanam 
tersebut, para PKL di kawasan Apron enggan untuk pindah ke tempat yang 
seharusnya memang diperuntukan untuk mereka.  
  Alasan kedua PKL melakukan penolakan disebabkan oleh tampat relokasi 
untuk PKL tidak strategis dan memadai. Pada dasarnya pemerintah memberikan 
tempat kepada PKL, dengan memberikan alternatif tempat lain untuk kelayakan dan 
kenyamanan PKL dalam melakukan aktifitasnya, yaitu di Lenggang Jakarta 
Kemayoran Jakarta Pusat. Namun banyak dari PKL yang menolak untuk direlokasi 
tempat tersebut dengan alasan yang klasik. 
  Ketiga, alasan mereka menolak ialah mereka tidak bisa memperoleh 
keuntungan bila berjualan di Lenggang Jakarta, mereka mengeluh juga karena 
pengunjung yang datang ke Lenggang Jakarta bisa dihitung dengan jari, berbeda 
ketika mereka berjualan di kawasan Apron Kemayoran. Hal ini yang membuat 
mereka yang sudah pindah ke Lenggang Jakarta kembali lagi ke kawasan Apron 
Kemayoran. 
  Demikian pula halnya upaya pihak kelurahan dalam menangani penataan 
pedagang kaki lima tidak terlepas dari beberapa kendala yang di hadapinya. Pertama, 
Rendahnya Kesadaran hukum PKL, Pemerintah kota DKI Jakarta mengeluarkan 
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum, namun dalam 





bukan peruntukannya, dan masih membandel meskipun sudah di beri tempat khusus 
untuk berdagang.  
  Kedua, Lemahnya Pengawasan oleh Aparat Penegak Perda kota Jakarta, 
selama ini pengawasan terhadap keberadaan pedagang kaki lima oleh aparat 
pemerintah kota Jakarta belum optimal. Hal tersebut terlihat dari masih banyaknya 
pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh sebagaian pedagang kaki lima. Aparat 
pemerintah belum sepenuhnya tegas dalam mengambil sikap kepada pedagang kaki 
lima, dan memberikan kelonggaran dan keringanan kepada  pedagang kaki lima 
untuk teteap berjualan di kawasan Apron Kemayoran sesuai waktu yang telah di 
tentukan. Kurangnya deteksi dini dan koordinasi antara aparat di wilayah dengan 
Satpol PP dan PPKK, sehingga seringkali pedagang kaki lima baru ditertibkan ketika 
sudah berdiri lama dan menjamur. 
III.3 Lenggang Jakarta Kemayoran Sebagai Representasi Ruang 
 Peraturan Gubernur DKI Jakarta No.10 Tahun 2015, penataan PKL 
diselenggarakan oleh Gubernur melalui Walikota/Bupati di wilayah masing-masing 
bersama Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta 
Perdagangan (Dinas KUMKM) selaku pemegang kekuasaan. Kasudin Koperasi 
Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUMKM) Jakarta Pusat menyiapkan sarana dan 
prasarana untuk pedagang kaki lima, pembangunan sarana dan prasarana ini 
menggunakan anggaran corporate social responsibility (CSR) PT.Sosro dengan lahan 
seluas 1 hektar yang berlokasi di Blok B1 PPKK atau dikenal dengan Lenggang 





 Menurut Lefebvre, representasi ruang merupakan ruang sebagaimana yang 
dibayangkan oleh para arsitek, perencana tata kota, elite masyarakat, atau kelompok 
yang dominan dalam masyarakat modern atau kota. ruang ini diimajikan terlebih dulu 
memalui proses dan praktik iptek baru kemudian di wujudkan. Dalam hal ini  
pembangunan Lenggang Jakarta Kemayoran ialah wujud representasi ruang yang 
dilakukan oleh pemerintah setempat dan PT. Sosro.  
 Perusahaan PT.Sosro membangun Lenggang Jakarta Kemayoran tidak 
dengan sebagai penderma dan tanpa timbal balik yang perusahaan peroleh. 
Pembangunan Lenggang Jakarta Kemayoran dibangun memang salah satunya sebagai 
lokasi kegiataan para  PKL Apron, namun disamping itu pembangunan Lenggang 
Jakarta adalah bentuk dari relasi pemerintah dengan kaum kapital (PT.Sosro) dalam 
menyambut kegiatan Asean Games tahun 2018 yang akan dilaksanakan di Indonesia, 
dan Indonesia adalah salah satu tuan rumahnya.  
 Semua pihak yang berkepentingan akan terus berusaha untuk mendominasi 
pemakaian atau pemanfaatan atas suatu ruang dan mereproduksi segala pengetahuan 
untuk mempertahankan hegemoni mereka atas pemanfaatan ruang tersebut. Dengan 
kata lain, pembangunan Lenggang Jakarta Kemayoran adalah bentuk kepentingan 
kapital dalam rangka menjamin relasi atau bentuk produksi dan reproduksi yang 
bersifat kapitalistik.  
 Lenggang Jakarta Kemayoran mampu menampung 600 pedagang kaki lima 
(PKL) yang ada di kawasan Apron Kemayoran, sudah ada sebanyak 98 pedagang 





Jakarta Blok B1 Kemayoran. Namun realitas yang ada bahwa tidak semua dari 
pedagang kaki lima yang di garap untuk pindah ke Lenggang Jakarta Kemayoran, dan 
hanya yang mampu melewati uji kelayakan saja yang dapat pindah dan direlokasi ke 
Lenggang Jakarta.  
 Uji kelayakan PKL berbeda-beda sesuai dengan jenis apa yang di 
perdagangkan. Uji kelayakan untuk pedagang makanan ialah di atas Rp 10.000,-  
sampai Rp 15.000,-, serta makanannya di cek ke BPOM apakah mengandung bahan 
berbahaya atau tidak. Uji kelayakan minuman ialah, minuman dalam kemasan. 
Beberapa dari PKL yang lolos uji kelayakan oleh penguji ada yang mau pindah ke 
Lenggang Jakarta, dan ada juga yang masih menetap dan bertahan di Kawasan 
Apron, dan ada juga yang memutuskan untuk tidak berjualan sementara waktu, 
“saya gak pindah ke Lenggang Jakarta, itu sama aja mematikan pemasukan 
sendiri. Jadi saya memilih buat menutup dagangan saya sementara waktu. Di 
Lenggang Jakarta juga yang dateng sedikit, udah gitu jarang ada lesehan. 
Kebanyakan pake meja”.87 
 
 Ungkap PKL minuman tersebut, ia lebih memilih untuk menutup 
sementara dagangannya dalam beberapa waktu. Meskipun ia telah lulus uji 
kelayakan, namun anggapan pemikirannya tersebut membuat Ibu Shopi memilih 
untuk tidak berdagang di kawasan Apron, dan memilih untuk membuka di tempat 
lain.  
 Lain halnya dengan PKL sepatu dan sandal, yang sempat pindah ke 
Lenggang Jakarta sekitar 3 bulan. Lalu memutuskan untuk kembali ke Kawasan 
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Apron Kemayoran karena sepinya pengunjung yang datang. Sehingga Bapak Tauhid 
sulit memutar uang nya untuk keperluan yang lainnya.  
“Yah gak ada pengunjungnya mba, iya sih awalnya gratis. Tapi lama-lama di suruh bayar 
juga. Gak bisa balik modal, jangankan balik modal untung aja saya engga mba”.88 
 
 Lenggang Jakarta ditegakkan atas inisiatif bersama dari pihak Provinsi, 
Walikota, Kecamatan, dan Kelurahan sebagai sarana dan prasarana pedagang kaki 
lima khususnya di Kawasan Apron Kemayoran, pembangunan sarana dan prasarana 
ini menggunakan anggaran corporate social responsibility (CSR) PT. Sosro, 
pedagang yang ingin pindah ke Lenggang Jakarta harus mendaftarkan dirinya dan 
tidak di pungut biaya sewa selama di sana, hanya saja di bebankan biasa listrik dan 
kebersihan. 
“ Sudin UMKM gandeng pihak swasta CSR untuk mendirikan Lenggang Jakarta, yaitu 
PT.Sosro dengan dana pembangunan sebesar 2,5 Milyar. Namun PKL hanya dikenakan 
beban listrik dan kebersihan saja disana ”.89 
 
 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Peraturan Gubernur Nomor 33 
Tahun 2010 telah menyusun pola Pembinaan Usaha Mikro termasuk PKL, termasuk 
penyediaan tempat bagi PKL untuk mendukung ketertiban Kota melalui penataan 
lingkungan dengan penyediaan prasarana dan sarana Usaha Mikro Pedagang Kaki 
Lima dan lokasi-lokasi yang dimungkinkan dan sifatnya sementara untuk 
memberikan kepastian hukum atas pemanfaatan lokasi dimaksud. Seperti yang sudah 
di lakukan Kasudin Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUMKM) Jakarta 
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Pusat menyiapkan sarana dan prasarana untuk pedagang kaki lima, pembangunan 
sarana dan prasarana, yaitu dengan adanya Lenggang Jakarta, di Kemayoran Jakarta 
Pusat. 
 Tujuannya untuk pengaturan dan pembinaan mencakup : 
1. Untuk memberikan kesempatan berusaha selama lokasi yang digunakan masih 
diizinkan untuk memberikan pendapatan dan kesempatan kerja 
2. Memberikan daya dukung berusaha melalui pemberian legalitas perizinan 
pemanfaatan sarana tempat usaha 
3. Mengendalikan berkembangnya usaha di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta 
pada lokasi-lokasi yang tidak sesuai peruntukan. Namun, pada kenyataannya 
kebijakan tersebut belum berjalan sebagaimana mestinya. Salah satu penyebabnya 
selain karena letak lokasi yang tidak sesuai dengan karakteristik usaha PKL juga 
karena hambatan administratif, akibatnya banyak lokasi PKL berubah fungsi.  
III.4 Sekilas Tentang Lenggang Jakarta Kemayoran Jakarta Pusat 
 Lenggang Jakarta Blok B1 berlokasi di lahan eks Gang Laler, Kemayoran, 
Jakarta Pusat diresmikan pada tanggal 29 Desember 2016 oleh Sekretaris Daerah 
(Sekda) DKI Jakarta Bapak Saefullah. Lokasi Lenggang Jakarta berada di antara 
Jalan Garuda dan Kemayoran Gempol, tidak jauh dari Tugu Ondel-ondel Kemayoran. 
Sebanyak 98 pedagang kuliner, 10 kuliner ikonik dan 125 pedagang non kuliner 
menempati tongkrongan semua lapisan masyarakat Jakarta tersebut.  
 Sebelum di bangunnya Lenggang Jakarta Kemayoran, terlebih dahulu di 





peresmian Lenggang Jakarta Kemayoran turut pula hadir Kepala Dinas Koperasi 
Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdangan (KUMKMP) Irwandi, Perwakilan dari 
pihak PT Sosro Thamsil Muhammad, Wakil Walikota Jakarta Pusat Bayu 
Meghantara, Camat Kemayoran Herry Purnomo dan Kepala Balai Besar POM DKI 
Jakarta Dewi Prawitasari. 
 Lenggang Jakarta Blok B1 Kemayoran merupakan upaya pemerintah 
dalam menampung para pedagang kaki lima (PKL) ke tempat yang lebih layak. Para 
pedagang yang masih bejualan di depan Masjid Akbar/ Apron Kemayoran bisa 
bergabung ke lokasi yang dipinjamkan oleh pihak Pusat Pengelolaan Kompleks 
Kemayoran (PPKK). 
 Pembangunan yang membutuhkan waktu selama kurang lebih 4 bulan ini 
menggunakan dana sebesar Rp 2,5 miliar yang berasal dari Corporate Social 
Responsibility (CSR) PT Sosro. Sebanyak 10 kuliner ikonik khas Jakarta bisa 
ditemukan di sudut lokasi Pasar Lenggang Blok B1 Kemayoran. Transaksi yang 
disediakan di tempat tersebut menggunakan kartu bernama „kulineria‟ seharga Rp 
50.000. 
 Kartu tersebut langsung berisi saldo sebesar Rp 50 ribu yang bisa dipakai 
untuk membayar makanan dan minuman di kuliner ikonik. Apabila total harga 
makanan yang Anda bayarkan masih bersisa, Anda bisa menukarkannya kembali di 
bagian kasir dalam bentuk uang. Namun dilokasi lainnya, metode pembayaran masih 






III.5 Kawasan Apron Kemayoran Sebagai Ruang Representasional 
 Ruang Representasional, merupakan ruang yang berasal dari pengalaman 
hidup maupun yang dialami oleh kelompok-kelompok tertentu, terutama kelas 
menengah kebawah. Ruang representasional adalah hasil atau implikasi atas aktivitas 
representasi ruang yang dilakukan oleh elite sosial. Jadi, ruang representasional bisa 
disebut sebagai cerminan dari realitas sosial-politik suatu masyarakat kota yang 
dilakukan melalui kekuatan produksi yang sangat besar, yakni iptek, tenaga ahli tata 
ruang, dan juga legitimasi politik melalui hukum formal kota.  
 Ruang representasional yang ada di kawasan Apron Kemayoran berisi 
tentang kondisi atau situasi terkini di wilayah pedagang kaki lima di kawasan 
tersebut. Pada dasarnya jumlah PKL di Kawasan Apron Kemayoran mengalami 
pasang surut seiring dengan perkembangan situasi dan kondisi perekonomian kota 
Jakarta pada umumnya dan PKL itu sendiri pada khususnya. Peneliti mendapatkan 
gambaran menganai kondisi jumlah PKL di DKI Jakarta pada tahun 2016-2017 dapat 
dilihat pada penjelasan berikut : 
    Tabel II.1 







Tahun 2016 Tahun 2017 
PKL Legal PKL Ilegal PKL Legal PKL Ilegal 
Jakarta Pusat 19.065 15.732 19.065 15.732 
Jakarta Utara 13.547 10.404 13.527 10.384 
Jakarta Barat 17.176 15.136 17.212 15.172 
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Tahun 2016 Tahun 2017 
PKL Legal PKL Ilegal PKL Legal PKL Ilegal 
Jakarta Selatan 24.620 22.642 24.620 22.622 
Jakarta Timur  18.307 14.388 18.327 14.408 
 
 Data Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan 
(KUMKMP) DKI jumlah PKL di Jakarta Pusat pada 2016 mencapai 19.065 PKL 
Legal yaitu 21% (15.732 PKL Liar yaitu 20%), Jakarta Utara 13.547 PKL Legal yaitu 
15% (10.404 PKL Liar yaitu 13,3%), Jakarta Barat 17.176 PKL Legal yaitu 18% 
(15.136 PKL Liar yaitu 19,3%), Jakarta Selatan 24.620 PKL Legal yaitu 26% (22.642 
PKL Liar yaitu 29%) dan Jakarta Timur 18.307 PKL Legal yaitu 20% (14.388 PKL 
Liar yaitu 18,4%). 
 Sementara pada tahun 2017 jumlah PKL di Jakarta Pusat 19.065 PKL 
Legal yaitu 21% (15.732 PKL Liar yaitu 20%), Jakarta Utara 13.527 PKL Legal yaitu 
14,5% (10.384 PKL Liar 13,2%), Jakarta Barat 17.212 PKL Legal yaitu 18,5% 
(15.172 PKL Liar yaitu 19,3%), Jakarta Selatan 24.620 PKL Legal yaitu 26%  
(22.622 PKL Liar yaitu 29%) dan Jakarta Timur 18.327 PKL Legal yaitu 20%  
(14.408 PKL Liar yaitu 18,5%). Dari jumlah tersebut, berdasarkan kategori lahan, 
lokasi yang paling banyak ditempati PKL adalah badan jalan dan trotoar dengan 
jumlah PKL masing-masing sebesar 28.797 unit dan 26.530 unit. Kemudian diikuti 
oleh halaman pasar 10.216 unit dan perkantoran 4.542 unit.  
 Data tersebut didapat dari jumlah PKL secara keseluruhan di DKI Jakarta 





perubahan. Tetap pada jumlah yang sama yaitu (PKL Legal 19.056) dan (PKL Ilegal 
15.732) namun secara khusus pada temuan di lapangan tahun 2017 saat ini jumlah 
PKL yang ada di Kawasan Apron Kemayoran berjumlah 800 PKL Ilegal/Liar. 
“ Saat ini hasil yang kami peroleh sesuai apa yang ada di lapangan, pedagang kaki lima 
yang ada di Kawasan Apron Kemayoran berjumlah 800 PKL Ilegal/liar ”91 
 
 Keberadaan PKL yang menjamur ini mengganggu penguna jalan, 
khususnya para pejalan kaki. Akses mereka menjadi terhambat dengan adanya 
pedagang kaki lima yang menjajakan dagangannya di trotoar dan di sepanjang jalan, 
sehingga menimbulkan juga kemacetan roda dua dan roda empat yang lalu lalang di 
sepanjang jalan tersebut. Selain itu banyaknya aduan-aduan dari beberapa penghuni 
yang tinggal di Apartmen Mediterania Bulevard kepada petugas security PPKK 
(Pusat Pengelola Komplek Kemayoran) karena sulitnya akses keluar dan masuk 
Apartmen akibat adanya pedagang kaki lima.  
“Banyak yang complain dari penghuni Apartmen Mediterania dan Apartmen Puri, tapi 
lebih banyak complain dari penghuni Apartmen Mediterania. Akses mereka jadi 
terganggu, berisik, macet dan jadi semrawut akibat adanya PKL disini”.92   
 Kawasan perkotaan pada dasarnya merupakan pusat kegiatan 
pemerintahan, pelayanan sosial dan pelayanan umum serta memiliki mobilitas 
kegiatan yang cukup tinggi. Terlebih Ibu Kota DKI Jakarta sebagai salah satu 
kawasan perkotaan yang memiliki tingkat mobilitas tinggi. Perkembangan ekonomi 
sektor informal yang demikian pesat memerlukan perhatian dari Pemerintah Kota 
Jakarta, yang di satu sisi keberadaan pedagang kaki lima tersebut perlu dilindungi, 
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namun di sisi lain keberadaan pedagang kaki lima tersebut perlu di tata dan 
ditertibkan agar dalam pelaksanaannya tidak mengganggu ketentraman umum.  
  Berdasarkan peraturan, keberadaan PKL yang ada di Kawasan Apron 
Kemayoran tersebut melanggar Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2007 
tentang Ketertiban Umum. Oleh karena itu adanya Pedoman kebijakan dalam 
penanganan pedagang kaki lima (PKL) di DKI Jakarta yaitu dengan adanya Peraturan 
Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 10 Tahun 2015 tentang 
Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Pergub DKI Jakarta No. 10 Tahun 
2015). Namun dengan banyaknya jumlah pedagang kaki lima yang ada di kawasan 
tersebut sulit untuk membuat pedagang kaki lima lebih tertata, dan banyak dari 
mereka yang tidak memperdulikan peringatan yang di berikan oleh pihak pemerintah 
setempat.  
 Pada dasarnya kegiatan pedagang kaki lima merupakan usaha perdagangan 
sektor informal yang perlu di berdayakan guna menunjang pertumbuhan ekonomi 
masyarakat dan sekaligus salah satu pilihan dalam menyediakan barang dagangan 
yang dibutuhkan oleh masyarakat dengan harga yang relatif murah. Meskipun 
keberadaan pedagang kaki lima mengakibatkan kesemrawutan dan kemacetan lalu 
lintas namun keberadaannya ini sering dibutuhkan oleh masyarakat. Oleh sebab itu, 
pedagang kaki lima dapat di anggap sebagai kegiatan ekonomi masyarakat kelas 
bawah. Pedagang kaki lima memang pelaku ekonomi di pinggir jalan dan merupakan 





 Pada dasarnya pedagang kaki lima mengetahui berdagang di trotoar, dan 
ruas jalan sangat mengganggu ketertiban umum. Adanya pengetahuan pedagang kaki 
lima terhadap ketertiban umum ternyata tidak menimbulkan adanya kesadaran hukum 
akan ketertiban lingkungan. Hal tersebut karena dorongan rasa tanggung jawab 
mereka terhadap keluarga para pedagang kaki lima. Di samping itu, kepedulian 
pemerintah terhadap golongan masyarakat tersebut sangatlah kurang, sehingga 
dengan melihat ruang kosong dan mempunyai potensi ekonomi maka para pedagang 
kaki lima memanfaatkan lokasi tersebut untuk berjualan.  
 Pedagang Kaki Lima (PKL) sejatinya bersifat mandiri dalam menjalankan 
usahanya, bahkan dapat dikatakan jika PKL tersebut cenderung kreatif dengan 
memunculkan terobosan baru yang unik dalam usaha pengembangan dagangannya. 
Kemandirian PKL dinilai dapat memacu pendapatan mereka yang semula rendah 
menjadi menengah. Kegiatan perdagangan disini juga membuka kesempatan kerja 
bagi pelaku-pelaku lainnya untuk berusaha.  
 Permasalahan yang mereka hadapi selama melakukan kegiatan usaha di 
kawasan Apron Kemayoran tidak terlepas dari larangan dan kejaran petugas satpol PP 
dalam mengamankan dan menertibkan kegiatan yang dilakukan para pedagang kaki 
lima. Mengapa pedagang kaki lima masih mempertahankan lahan yang ditempatinya 
sebagai tempat usaha untuk mencari nafkah, alasan utamanya ialah karena alasan 
ekonomis yang mereka hadapi, yang membuat para pedagang mau tidak mau tetap 





pedagang kaki lima jual biasanya lebih cepat laku, karena banyak masyarakat yang 
melewati dan melihat barang dagangan tersebut dan tertarik untuk membelinya. 
 Perjuangan yang selama ini para pedagang kaki lima hadapi bersama 
adalah bukti bahwa mereka melakukan ini atas dasar tanggung jawab mereka kepada 
keluarga, dan alasan utamanya ialah karena ekonomi. Tidak peduli bagaimana 
mereka harus berlawanan dengan pihak pemerintahan, lari dari kejaran petugas satpol 
PP, dan lain sebagainya demi memenuhi kebutuhan keluarganya sehari-hari. 
Berdasarkan apa yang terjadi di lapangan bagaimana para pedagang kaki lima ini 
memperjuangkan agar mereka tetap eksis berdagang di kawasan Apron Kemayoran.  



























KAWASAN APRON SEBAGAI RUANG REPRESENTASIONAL  
 
Penulis pada bab ini mencoba untuk menganalisis berbagai masalah yang ada 
di kawasan Kemayoran, khususnya mengenai pedagang kaki lima yang melanggar 
peraturan yang sudah di buat oleh pemerintah yaitu Peraturan Daerah (Perda) Nomor 
8 tahun 2007 tentang Ketertiban Umum sehingga menimbulkan pro dan kontra antara 
pihak yang berkepentingan. Kawasan Apron Kemayoran sebagai ruang 
representasional dimana merupakan ruang yang berasal berdasarkan pengalaman 
hidup yang di alami oleh kelompok-kelompok tertentu, terutama kelas menengah 
kebawah.  
Hal ini sebagai cerminan dari realitas sosial-politik masyarakat kota 
khususnya pihak yang berkepentingan, yakni yang terjadi di kawasan tersebut. Pada 
bab ini penulis akan membahas tentang Permasalahan Diskursus Ruang 
Representasional VS Representasi Ruang Kawasan Apron Kemayoran, Keberpihakan 
Pemerintah Terhadap Pihak Koorporasi, dan Resistensi Pedagang Kaki Lima. Dalam 
hal ini penulis mencoba untuk meninjau kembali menggunakan perspektif ruang 
menurut seorang Neo-Marxian, Henry Lefebvre.  
IV.1  Kontestasi Produksi Ruang Kawasan Apron Kemayoran  
 Pedagang Kaki Lima yang ada di Kawasan Apron Kemayoran mayoritas dari 
mereka adalah seorang pendatang, sebagian besar dari mereka ialah bukan orang asli 





satunya mengadu nasib di Ibu Kota, mereka berpendapat bahwa Jakarta adalah kota 
yang memiliki daya tarik yang sangat kuat bagi sebagian banyak orang yang ada di 
luar Jakarta, mereka beranggapan bahwa mencari pekerjaan di Ibu Kota sangat 
mudah.  
Realitasnya bahwa ada banyak orang-orang pengangguran, yang masih sulit 
mendapatkan pekerjaan karena berbagai faktor dan kurangnya lapangan pekerjaan, 
akhirnya mereka banyak yang memilih untuk pulang ke daerah asal, dan ada yang 
masih bertahan dengan berbagai macam situasi dan resiko yang mereka hadapi di Ibu 
Kota. Masyarakat pendatang yang masih bertahan, adalah mereka yang memiliki 
kreatifitas di bidang sektor informal, salah satunya menjadi pedagang kaki lima.  
 Kontestasi yang terjadi antara Ruang Representasional yang terlibat  dengan 
Representasi Ruang ialah adanya kepentingan-kepentingan yang berbeda masing-
masing aktor yaitu kepentingan pemerintah, kepentingan PKL, kepentingan 
masyarakat, dan kepentingan pihak koorporasi yaitu PT.Sosro. Berdasarkan 
kepentingan pada masing-masing tersebut akan penulis bahas berikut ini. 
Pemerintah sebagai institusi yang mempunyai kewenangan, ia berhak 
memetak-memetakan ruang sesuai dengan peruntukannya, seperti trotoar yang 
berfungsi sebagai tempat pejalan kaki, badan jalan sebagai tempat lalu lalang 
kendaraan roda dua dan roda empat. Pedagang kaki lima memang mempunyai hak 
untuk menggunakan ruang yang ada di kawasan Apron Kemayoran. Bahkan semua 
orang bisa memanfaatkan ruang yang ada di kawasan tersebut, tetepi sesuai dengan 





pemerintah mempunyai kewenangan secara sah untuk membatasi penggunaan lahan 
kepada kelompok tertentu dengan berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 
Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum.  
Pedagang Kaki Lima mempunyai kepentingan yang utama yaitu mata 
pencaharian, dengan berjualan sebagai pedagang kaki lima adalah salah satu alasan 
bagi mereka untuk bertahan hidup dan memenuhi kebutuhan sehari-hari, sebagian 
dari mereka juga sudah mencoba ikut aturan dengan pindah ke Lenggang Jakarta, 
namun akan tetapi mereka kembali ke Apron dengan berbagai alasan, salah satunya 
ialah tempatnya yang sepi dan tidak banyak pengunjung yang datang ke Lenggang 
Jakarta.  
Kepentingan Mayarakat yang ada di kawasan tersebut juga harus di 
perhatikan, khususnya para pejalan kaki, sebab jalan untuk mereka lewati di rampas 
habis oleh Pedagang Kaki Lima untuk berjualan. Banyak yang mengeluhkan akan hal 
ini kepada pihak PPKK (Pusat Pengelola Komplek Kemayoran), khususnya penguhi 
yang tinggal di Apartmen Kemayoran. Mereka jadi sulit untuk keluar masuk area 
Apartmen, sebab kegiatan yang di lakukan oleh Pedagang Kaki Lima tepat sekali di 
sekitaran Apartmen. 
Kepentingan PT.Sosro, sebagai perusahaan yang mendanai pembangunan 
Lenggang Jakarta Kemayoran, tidak Cuma Cuma memberikan dana sebesar Rp 2,5 
Milyar untuk pembangunan tersebut. Di balik itu pasti terdapat perjanjian antara 
perusahaan dengan pemerintah. Dan masing-masing pihak yang berkepentingan 





perusahaan dalam hal ini adalah Brand Sosro semakin di kenal masyarakat sebagai 
perusahaan yang ikut andil dalam pembangunan Lenggang Jakarta Kemayoran, 
dalam hal ini tidak bisa di pungkiri lagi, masyarakat tentu memberikan point positif 
tersendiri bagi perusahaan tersebut. Selanjutnya ketika kegiatan ASEAN Games 
dilaksanakan, nama Brand Sosro semakin dikenal oleh negara lain dalam hal ini 
menjadi peluang bagi perusahaan tersebut memiliki relasi baru ketika terdapat 
perusahaan asing yang ingin bekerja sama dengan PT.Sosro. dan yang terakhir 
tentunya product dari PT.Sosro yaitu teh botol sosro di beli oleh masyarakat yang 
menikmatinya.  
Kontestasi yang berlangsung menghasilkan kategori ruang yang berbeda. 
Ruang representasional disini ialah ruang yang ada di kawasan Apron Kemayoran 
berisi tentang kondisi atau situasi terkini di wilayah pedagang kaki lima di kawasan 
tersebut. Bahwa ada sekitar 800 PKL Ilegal/Liar yang terdapat di kawasan tersebut, 
data tersebut penulis peroleh dari pihak Kelurahan Kebon Kosong. Keberadaan 
Pedagang Kaki Lima ini sangat mengganggu akses para pejalan kaki, sebab mereka 
menggunakan trotoar sebagai tempat mereka berjualan, selain itu juga menimbulkan 
kemacetan dan mengganggu pengguna roda dua dan roda empat, sehingga situasi di 
kawasan tersebut menjadi semrawut.  
 Sementara Representasi Ruang versi pemerintah mengacu pada aspek legal 
formal. Hal ini membuat pemerintah berinisiatif menggandeng perusahaan untuk 
membangun rempat untuk relokasi Pedagang Kaki Lima yang baru, yaitu di 





danai oleh CRS PT.Sosro. Berdirinya Lenggang Jakarta Kemayoran adalah bentuk 
dari representasi ruang, menurut Henry Lefebvre representasi ruang merupakan ruang 
sebagaimana yang dibayangkan oleh elit politik sebagai perencana tata kota, yang 
dominan dalam masyarakat modern atau kota. Ruang ini diimajikan terlebih dahulu 
melalui proses dan praktik iptek baru kemudian diwujudkan. Dalam hal ini 
pembangunan Lenggang Jakarta Kemyoran ialah wujud representasi ruang yang 
dilakukan oleh pemerintah setempat dan PT.Sosro.  
 Pembangunan Lenggang Jakarta Kemayoran yang memang diperuntukkan 
oleh Pedagang Kaki Lima sebagai tempat relokasi yang baru, disamping itu sebagai 
wujud pencitraan dari pihak berkepentingan. Pembangunan Lenggang Jakarta 
Kemayoran adalah bentuk dari relasi pemerintah dengan kaum kapitalisme 
(PT.Sosro) dalam menyambut kegiatan ASEAN Games tahun 2018 yang akan 
dilaksanakan di Indonesia sebagai tuan rumahnya.  
Berdasarkan beragamnya kepentingan tersebut, akhirnya antitesisnya adalah 
kompromi antara Pedagang Kaki Lima dan pemerintah. Indikasi dari kompromi 
tersebut adalah jalan Apron berbeda antara di pagi hari, di siang hari dan di malam 
hari. Dengan begitu hasil komprominya seperti itu. Berikut skema dari kontestasi 









       Skema IV.1 
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IV.2 Keberpihakan Pemerintah Terhadap Pihak Koorporasi  
 Keberpihakan pemerintah kepada pihak koorporasi dalam hal ini adalah PT. 
Sorso di karenakan banyak hal, salah satunya ialah karena kemayoran pada tahun 
2018 akan di laksanakannya kegiatan ASEAN games di Indonesia (Jakarta) dan 
apartemen yang berada di kemayoran menjadi tempat penginapan pemain ASEAN 
games, pihak pemerintahan ingin memberikan yang terbaik kepada warga asing 
dengan menunjukkan bagaimana sebagian kecil dari kota Jakarta salah satunya 
wilayah kemayoran yang terdapat kegiatan kuliner di Lenggang Jakarta. oleh sebab 
itu pemerintah bekerjasama dengan pihak koorporasi dalam membangun Lenggang 
Jakarta. Keduanya mendapatkan keuntungan.  
Keuntungan yang di dapat oleh pemerintah setempat adalah dibangunnya 
pembangunan Lenggang Jakarta dengan didanai melalui CSR PT. Sosro sebesar Rp 
2,5 Milyar di kawasan kemayoran Jakarta Pusat, sebagai tempat relokasi pedagang 
kaki lima yang ada di kawasan Apron Kemayoran, sehingga kegiatan yang ada di 
Apron berjalan sesuai fungsinya, tidak adanya lalu lalang orang berdagang dan 
kemacetan setiap kali di gelarnya lapak pedagang kaki lima, serta meminimalisir 
kemacetan.  
 Keuntungan yang di dapat oleh pihak koorporasi PT.Sosro ialah brand dan 
product nya semakin di kenal oleh mancanegara, sehingga bisnisnya semakin 
berkembang. Dan asset penjualan juga meningkat pesat. Dalam hal ini pemerintah 
dan pihak koorporasi saling mendapat keuntungan dari dibangunnya Lenggang 





 Kegiatan ini adalah cerminan dari realitas sosial-politik sebagai bentuk dari 
relasi pemerintah dengan kaum kapitalisme (PT.Sosro) yang dimana keduanya 
memiliki kekuasaan. 
Skema IV.2 
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       Sumber : Olahan Penulis 2018 
IV.3 Resistensi Pedagang Kaki Lima  
 IV.3.1 Faktor Penyebab Resistensi 
 Resistensi (perlawanan) sebenarnya merupakan tindakan yang dilakukan oleh 
masyarakat lemah yang berada pada struktur bawah terhadap pihak kuat yang berada 
pasa struktur atas/penguasa.
93
 Kaum miskin melakukan resistensi bukan karena 
keinginan untuk membuat kerusuhan, tetapi karena keterbatasan sarana alternatif 
yang mampu menyuarakan pandangan dan tekanan mereka terhadap perubahan.
 Mengingat hubungan kekuasaan yang tidak seimbang, pihak lemah yang 
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berada pada struktur bawah berusaha menyeimbangkan hubungan mereka melalui 
resistensi agar tidak terlalu tertekan/tertindas. 
 Keberadaan Pedagang Kaki Lima seakan-akan telah menjadi masalah yang 
sulit diselesaikan oleh setiap pemerintah daerah. Dalam perkembangannya, Pedagang 
Kaki Lima terbagi menjadi dua, yaitu:  
1. Pedagang Kaki Lima Legal, yaitu Pedagang Kaki Lima yang memiliki ijin 
usaha, biasanya merupakan Pedagang Kaki Lima binaan pemerintah. 
2. Pedagang Kaki Lima Ilegal, yaitu Pedagang Kaki Lima yang tidak memiliki 
ijin usaha.  
Pemerintah Kota Jakarta sendiri telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 
8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum yang antara lain melarang para pedagang 
kaki lima yang berjualan di sepanjang trotoar ataupun tempat umum lainnya. 
Kebijakan penertiban ini sebenarnya bertujuan untuk menciptakan keteraturan dan 
ketertiban Pedagang Kaki Lima, oleh karena itu bentuk penertiban tidak selalu dalam 
bentuk penyitaan barang-barang dagangan. Pedagang Kaki Lima biasanya identik 
dengan keramaian. Seperti di kawasan Apron Kemayoran banyak sekali Pedagang 
Kaki Lima dengan berbagai macam jenis barang yang mereka jajakan. Penertiban 
sering kali dilakukan oleh Satpol PP untuk menertibkan kesemrawutan yang 
disebabkan oleh pedagang kaki lima. Teguran dan sosialisasi dari petugas dilakukan 
secara terus-menerus.  
 Hal-hal yang menjadikan alasan Pedagang Kaki Lima melakukan resistensi 





tekanan yang dilakukan pemerintah yang dirasa sangat membatasi ruang geraknya, 
para Pedagang Kaki Lima (PKL) mempunyai beberapa teknik atau strategi yang 
sengaja mereka kembangkan untuk menghadapi tekanan tersebut.  
  IV.3.2 Bentuk-bentuk Resistensi 
 Pedagang Kaki Lima menjadi pilihan bagi para pendatang sehingga sektor ini 
mampu menyerap dan memberikan lapangan pekerjaan di tengah persaingan ekonomi 
perkotaan. Ditinjau dari modal usaha yang dimiliki, Pedagang Kaki Lima yang disatu 
sisi dipandang sebelah mata akan tetapi mereka mampu dan mempunyai jiwa 
wirausaha dan tingkat kemandirian yang tinggi. Petugas Satpol PP sebagai pengontrol 
dari kebiajakan tersebut yang langsung turun ke lapangan dan berhadapan langsung 
dengan para Pedagang Kaki Lima akhirnya harus selalu siap siaga dan tidak jarang 
menghadapi berbagai reaksi dari para Pedagang Kaki Lima.  
 Upaya pemerintah dalam menata keberadaan Pedagang Kaki Lima memang 
selalu mengundang reaksi dari para Pedagang Kaki Lima yang akan ditertibkan. Bagi 
Pedagang Kaki Lima operasi penertiban bukan merupakan hal yang sama sekali baru. 
Dalam menghadapi Pedagang Kaki Lima, pemerintah menerapkan berbagai cara, 
pemerintah berusaha melakukan pengendalian kepada Pedagang Kaki Lima dan 
kebijakan tersebut tertuang dalam Perda dan memberikan kewenangan kepada 
petugas Satpol PP untuk mengontrol kebijakan tersebut.  
 Bentuk-bentuk perlawanan yang dilakukan oleh Pedagang Kaki Lima adalah 






1. Tetap Berjualan  
Bertahannya Pedagang Kaki Lima di kawasan Apron karena mereka 
mempunyai alasan-alasan tersendiri kenapa mereka tetap berjualan di tempat 
tersebut yang mereka sebut sebagai tempat untuk bekerja. Seperti yang 
diungkapkan oleh Ibu Shopi (PKL penjual minuman).  
“Saya tau betul tempat ini bukan tempat jualan, tapi mau gimana lagi mba saya gak 
ada pilihan lain satu-satunya pekerjaan yang saya miliki juga hanya sebagai PKL. 
Mau tidak mau, setelag ada penertiban saya pasti kembali berjualan disini seperti 
biasanya karena ini satu-satunya cara saya mencari nafkah untuk menghidupi 
keluarga saya”94 
 
Kegigihan Pedagang Kaki Lima mempertahankan tempat berjualan 
dan tetap kembali berjualan ketempat semula meskipun telah di tertibkan oleh 
petugas. Hal ini berhubungan dengan pendapatan yang diperolehnya di 
termpat tersebut. Tindakan yang dilakukan oleh petugas Satpol PP sebagai 
instansi penegak Perda sesuai yang dilakukan secara terus-menerus (bersama 
pihak Kelurahan, Dinas atau Instansi terkait lainnya).  
2. Menolak Relokasi 
Salah satu cara yang dilakukan pemerintah untuk menata keberadaan 
Pedagang Kaki Lima adalah dengan melakukan relokasi. Relokasi dalam 
Pedagang Kaki Lima merupakan perpindahan lokasi berdagang dari satu 
tempat ke tempat yang lain. Relokasi tersebut ternyata tidak sepenuhnya 
mendapat tanggapan yang positif dari para Pedagang Kaki Lima. Alasan 
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menolak relokasi karena relokasi yang dilakukan oleh pemerintah cenderung 
kurang menguntungkan bagi Pedagang Kaki Lima.  
“Tempat relokasi di Lenggang Jakarta tidak seramai disini. Apalagi   kadang-kadang 
jualan itu tidak pasti, kebanyakan sepinya.”95 
 
Para Pedagang Kaki Lima menolak relokasi berkaitan erat dengan 
pilihan secara rasional. Unsur rasional ekonomi dan strategi menjadi pilihan 
rasional Pedagang Kaki Lima. Penolakan yang dilakukan oleh Pedagang Kaki 
Lima wajar dilakukan karena bila lokasi yang baru dianggap tidak 
menguntungkan. Apabila lokasi yang baru tidak strategis seperti lokasi 
sebelumnya, maka besar kemungkinan lokasi baru yang akan di tempati oleh 
Pedagang Kaki Lima akan sepi pengunjung dan tentu saja bila sepi 
pengunjung para Pedagang Kaki Lima tidak mendapatkan penghasilan yang 
memadai. Selain itu, apabila Pedagang Kaki Lima pindah di lokasi yang baru, 
besar kemungkinan Pedagang Kaki Lima kehilangan pelanggannya. Oleh 
karena itu, mereka melakukan penolakan bila dipindah ke lokasi yang baru.  
3. Bersembunyi (Kucing-kucingan) dengan Petugas 
Pedagang Kaki Lima umumnya sudah sangat hafal dengan jadwal 
kedatangan petugas. Pada saat petugas datang yaitu jam-jam tertentu dan tidak 
pasti tersebut mereka segera mempersiapkan diri untuk bersembunyi di tempat 
yang relatif aman bagi mereka.  
                                                          
95





Bentuk-bentuk resistensinya yang terjadi termanifestasi berdasarkan tujuan 
mereka melakukan penolakan. Hal ini dikatakan sebagai perlawanan pedagang kaki 
lima yang ada di kawasan Apron Kemayoran bersifat laten dan berlangsung ketika 
dilakukannya penertiban. Akhirnya Pedagang Kaki Lima yang ada sudah pernah 
pindah ke Lenggang Jakarta, kini sebagian besar berpindah kembali ke kawasan 
Apron kemayoran.  
Solusi terbaik dari permasalahan tersebut ialah semua yang berkepentingan 
melakukan kompromi, membicarakan apa yang menjadi keinginan pihak satu dengan 
yang lainnya. Sampai akhirnya menemukan hasil kompromi yaitu dengan membagi 
waktu (pagi, siang, dan malam). Pedagang Kaki Lima diperbolehkan berdagang 
dimulai dari malam hari, agak tidak mengganggu lalu lalang kendaraan roda dua dan 
roda empat, tidak mengganggu aktifitas masyarakat terutama pada pagi dan siang 
hari, serta tidak menumbulkan kemacetan ketika pada jam pergi dan pulang kerja. 
Namun hal ini tetap di dalam pengawasan petugas aparat pemerintahan, agar situasi 
tetap kondusif dan berjalan dengan tertib.  
IV.4 Refleksi Teoritik Produksi Ruang di Kawasan Apron Kemayoran 
 Ruang publik adalah modal yang bisa diakses secara terbuka, namun 
perkotaan memiliki ruang yang terbatas yang tidak sebanding dengan populasi, 
sehingga penggunaan ruang menjadi problematika. Penelitian ini dilakukan di Jalan 
Benyamin Sueb kawasan Apron Kemayoran, Jakarta Pusat. Dimana tempat ini masih 
berada dalam kawasan Bandara Kemayoran yang menjadi salah satu perjalanan 





sosial-ekonomi masyarakat sekitar sampai saat ini, bukan hanya masyarakat asli 
Jakarta saja, namun banyak masyarakat yang berasal dari luar Jakarta yang 
menjadikan kawasan tersebut sebagai lahan usaha mereka, sebab kawasan tersebut 
dapat diakses oleh siapa saja secara terbuka dan tak terbatas.  
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis bahwa kegiatan yang 
dilakukan oleh para pedagang kaki lima sebagai tempat usahanya berada di kawasan 
Apron Kemayoran, dimana penentuan lokasi tersebut diminati oleh sektor informal 
atau pedagang kaki lima sebagai tempat untuk kawasan mereka berdagang. Dimana 
di kawasan tersebut tedapat akumulasi orang yang melakukan kegiatan bersama-sama 
pada waktu yang relatif sama, setiap hari. Lalu berada pada kawasan tertentu yang 
merupakan pusat-pusat kegiatan perekonomian kota dan pusat non ekonomi 
perkotaan, tetapi sering dikunjungi dalam jumlah besar. Setelah itu mempunyai 
kemudahan untuk terjadi hubungan antara pedagang kaki lima dengan calon pembeli, 
walaupun dilakukan dalam ruang relatif sempit, serta tidak memerlukan ketersediaan 
fasilitas pelayanan umum. Ruang kawasan Apron Kemayoran ini menjadi penting 
sebagai usaha yang dilakukan pedagang kaki lima. Hal ini terjadi sebagai bentuk 
aktivitas relasi sosial sehari-hari pada pedagang kaki lima.  
Konsep praktik spasial yang dikembangkan oleh salah satu tokoh neo-Marxis, 
telah memberi pijakan tentang praktik sosial untuk memproduksi ruang, konsep 
produksi ruang berikut akan menunjukan bagaimana ruang itu selalu terlibat dalam 
aktivitas sosial. Dalam hal ini berisi aktivitas sos-ekonomi pedagang kaki lima di 





pemerintah setempat, dan resistensi pedagang kaki lima terhadap penataan ruang di 
kawasan tersebut.  
Kawasan Apron merupakan ruang ekonomi, dimana terdapat adanya pasar 
yang dijadikan sebagai sarana dan tempat usaha untuk melakukan transaksi pedagang 
dengan pembeli, dengan tempat yang kurang tertata secara teratur dan dilakukan di 
tempat yang bukan sebagai peruntukkannya. Keberadaan pasar memberikan 
kontribusi besar dalam kegiatan sosio-ekonomi, pertumbuhan ekonomi melalui 
kegiatan perpasaran ini memberikan kontribusi bagi negara, mengurangi tingkat 
pengangguran yang cukup tinggi di negara yang berkembang ini.  
Akibat dengan adanya kegiatan usaha yang dilakukan oleh para pedagang 
kaki lima di kawasan Apron Kemayoran sebagai aktivitas relasi sosial sehari-hari hal 
ini menimbulkan gesekan antara pedagang kaki lima dengan pihak pemerintahan 
yaitu Kecamatan Kemayoran, Kelurahan Kebon Kosong Kemayoran, Petugas Satpol 
PP, dan Pusat Pengelola Kawasan Kemayoran (PPKK). Dengan melanggar perda 
yang berlaku pedagang kaki lima menjadi sasaran utama dalam dilakukannya 
penertiban yang dilakukan oleh pemerintah, sebab usaha yang dilakukan oleh 
pedagang kaki lima berada di lokasi yang tidak sesuai dan bukan tempat sebagai 
peruntukkannya.  
Selain itu, terdapat representasi ruang sebagaimana yang di bayangkan oleh 
para arsitek, perencana tata kota, elit masyarakat, atau kelompok dominan dalam 
masyarakat modern atau kota. Ruang ini diimajikan terlebih dahulu melalui proses 





Jakarta Kemyoran ialah wujud nyata representasi ruang yang di bangun atas relasi 
pemerintah setempat dengan PT.Sosro. 
Program Pembangunan Lenggang Jakarta Kemayoran yang berlokasi di Blok 
B1 Kemayoran  merupakan program mandiri PT.Sosro bersama Dinas Koperasi 
Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan (KUMKMP) DKI, atas campur 
tangan pihak pemerintahan kemayoran seperti pihak Kecamatan Kemayoran dan 
Kelurahan Kebon Kosong Kemayoran. Sebelumnya PT.Sosro telah terlebih dahulu 
membangun Lenggang Jakarta Kemayoran yang berada di IRTI Monas, sebelum di 
bangunnya pembangunan Lenggang Jakarta Kemayoran di blok B1 Kemayoran, 
dalam pembangunan ini menghabiskan dana CSR PT.Sosro sebanyak 2,5 Milyar.  
Pedagang kaki lima yang ada di kawasan Apron Kemayoran di pindahkan ke 
Lenggang Jakarta Kemayoran sebagai tempat relokasi yang baru bagi pedagang kaki 
lima. Namun dalam hal ini bahwa tidak semua pedagang yang dapat pindah, hanya 
yang sudah lulus uji BPOM (kuliner) saja dan pedagang lainnya seperti non kuliner, 
yaitu yang sudah terdata sekitar 233 pedagang kaki lima (PKL), yaitu sebanyak 98 
pedagang kuliner, 10 kuliner ikonik, dan 125 pedagang non kuliner. Sebab 
pembangunan Lenggang Jakarta Kemayoran di dirikan atas kesepakatan pemerintah 
dengan pihak koorporasi dengan akan dilaksanakannya ASEAN GAMES di 
Indonesia tahun 2018. Beberapa dari pemain ASEAN GAMES dan officialnya 
menginap di Apartmen kawasan Kemayoran.  
Selain itu, terdapat ruang representasional yang berasal dari pengalaman 





menengah kebawah. Ruang representasional adalah hasil atau implikasi atas aktivitas 
representasi ruang yang dilakukan oleh elit sosial. Jadi ruang representasional ini 
disebut sebagai cerminan dari realitas sosial-politik suatu masyarakat kota yang 
dilakukan melalui kekuatan produksi yang sangat besar. Ruang representasional ini 
berisi situasi dan kondisi terkini di wilayah Kawasan Apron Kemayoran Jakarta 
Pusat, di dalam kondisi perpasaran di kawasan Apron Kemayoran terdapat pedagang 
kaki lima yang melakukan kegiatan usaha yang telah melanggar Perda No.8 tahun 
2007 tentang Ketertiban Umum.  
Keberadaan PKL yang menjamur mengganggu pengguna jalan, jumlah 
pedagang kaki lima yang ada di kawasan Apron Kemayoran terdapat 800 PKL Liar. 
Keberadaan pedagang kaki lima (PKL) memang selalu dipermasalahkan oleh 
pemerintah karena ada beberapa alasan, diantaranya penggunaan ruang publik oleh 
PKL bukan untuk fungsi semestinya karena dapat membahayakan orang lain maupun 
PKL itu sendiri, selain itu PKL membuat tata ruang kota menjadi kacau, keberadaan 
PKL tidak sesuai dengan visi kota yaitu yang sebagian besar menekankan aspek 
kebersihan, keindahan dan kerapihan kota, selanjutnya banyaknya pencemaran 
lingkungan yang sering dilakukan oleh PKL, terakhir PKL menyebabkan kerawanan 
sosial.  
Meskipun banyak yang beranggapan bahwa PKL merupakan suatu komunitas 
pengganggu ketertiban, tidak selamanya anggapan tersebut benar. PKL juga dapat 
bersifat mandiri dalam menjalankan usahanya, bahkan dapat dikatakan jika PKL 





usaha pengembangan dagangannya. Kemandirian PKL dinilai dapat memacu 
pendapatan mereka yang semula rendah menjadi menengah. Kegiatan perdagangan 
disini juga membuka kesempatan kerja bagi pelaku-pelaku lainnya untuk berusaha.  
Namun kesalahannya terletak pada penempatan yang dilakukan PKL sebagai 
tempat untuk mereka usaha, mereka menggunakan lahan atau tempat yang bukan di 
peruntukkan olehnya, mereka dapat dikatakan sebagai perampas lahan sebagai hak 
untuk pejalan kaki dan pengendara roda dua dan roda empat.  
 Oleh sebab itu, terjadinya pembicaraan bagiamana solusi untuk pedagang 
kaki lima yang ada di Kawasan Apron Kemayoran, solusinya ialah kompromi 
menjadi salah satu jalan sebagai solusi dari permasalahan yang ada. Kompromi ini 
dilakukan secara kesepakatan antara Pedagang Kaki Lima dengan pihak PPKK (Pusat 
Pengelola Kawasan Kemayoran), Pedagang Kaki Lima membuat kesepakatan kepada 
PPKK (Pusat Pengelola Kawasan Kemayoran) walau tidak tertulis secara rinci, 
sejumlah uang rutin dibayarkan oleh pedagang kaki lima kepada sejumlah pihak, 
mulai dari oknum petugas keamanan Pusat Pengelola Kawasan Kemayoran, oknum 
anggota Polsek Kemayoran dan Camat Kemayoran.  
Setoran masing-masing pihak pun disampaikannya sangat berbeda, tetapi 
dengan besaran hingga puluhan juta rupiah. Seperti misal setoran Tunjangan Hari 
Raya (THR) jelang Idul Fitri 2015 lalu, besaran setoran pada oknum petugas 
keamanan PPKK mencapai 30 Juta, oknum anggota Polsek Kemayoran mencapai 41 





Ganti pemimpin sudah pasti ganti juga kebijakan, jadi sebenarnya dari pihak 
pemerintah tersebut sebetulnya saat ini membiarkan Pedagang Kaki Lima tetap 
kembali berjualan di kawasan Apron Kemayoran, tetapi tetap dikontrol oleh pihak 
PPKK selama masih tertib, tetapi dengan diadakannya kesepakatan di antara pihak-
pihak yang terlibat, di samping itu juga dengan adanya uang yang di bayarkan oleh 
Pedagang Kaki Lima. 
Solusi adanya kompromi Pedagang Kaki Lima tetap masih berjualan di 
kawasam Apron Kemayoran, dan hanya di kawasan Apron Kemayoran saja tidak 
melebar ke jalan lainnya, dan pihak pemerintah juga membiarkan selama Pedagang 
Kaki Lima berjalan dengan tertib dan teratur. Jadi masing masing aktor dengan 
kepentingan-kepentingan yang berbeda saling berkontestasi, kontestasi itu bisa 
berlangsung langgeng karena adanya norma dan kompromi, norma yang dipakai 
disini adalah norma kemanusiaan, atas dasar kemanusiaan akhirnya kesepakatan ini 
terjadi antar kedua belah pihak.  
Berdasarkan analisis kritis terhadap ruang dalam masyarakat kapitalis modern 
yang tidak terpisahkan dengan relasi sosial, dimana kontrol di pegang oleh negara, 
kapitalis, dan borjuis.
96
 Ruang di produksi sedemikian rupa untuk melenggangkan 
kekuasaan dan menciptakan dominasi. Proses perkembangan masyarakat perkotaan 
selalu melibatkan aktivitasnya di dalam suatu ruang, sementara ruang itu sendiri ialah 
bagian yang diperebutkan dan diperjuangkan oleh masyarakat perkotaan. Dalam hal 
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ini mode produksi ruang disini merupakan produk dari kekuatan-kekuatan ekonomi, 
dan politik dari kelompok yang dominan.  
Ruang sebagai produk politik disini mengakibatkan praktik tata ruang tidak 
pernah bebas dari keberpihakan aktor yang membuat regulasi tata ruang. 
Keberpihakan dan ketidaknetralan aktor-aktor bisa tercermin dari kebijakan yang 
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V.1 Kesimpulan  
 Akhirnya, penulisan ini sampai pada bagian penutup untuk mencari 
kesimpulan dari pertanyaan yang diajukan oleh penulis di bab utama. Namun 
demikian dengan berbagai hasil pengamatan, hasil-hasil penelitian yang berasal dari 
berbagai sumber, dan dokumentasi yang berhasil disajikan dalam tulisan ini, penulis 
dapat berkesimpulan bahwa penataan ruang pedagang kaki lima di kawasan Apron 
Kemayoran terkesan semrawut dan kurang tertata dengan baik, akibat dari adanya 
pedagang kaki lima yang berjualan di sepanjang jalan tersebut. Dalam hal ini kegiatan 
yang dilakukan oleh pedagang kaki lima telah melanggar Peraturan Daerah Nomor 8 
Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum. Disamping itu kegiatan pedagang kaki lima 
ini membatasi ruang gerak para pejalan kaki, sebab mereka menggunakan bahu jalan 
sebagai ruang tempat berjualan. Kendati banyak masyarakat yang resah akibat adanya 
pedagang kaki lima yang ada di kawasan Apron Kemayoran. 
Mode produksi ruang disini terjalin atas relasi sosial antar berbagai kelas yang 
cukup rumit, antara kelas penguasa (Pemerintahan), kelas intelektual (Pihak 
Koorporasi PT.Sosro), dan kelas bawah (Pedagang Kaki Lima). Pihak yang terlibat 
ini mempunyai peranan penting masing-masing pada kawasan Apron Kemayoran dan 
dengan dibangunnya Lenggang Jakarta Kemayoran sebagai pusat relokasi yang baru 





 Hal ini tentunya didorong oleh kekuatan politik kepentingan, elit ekonomi 
serta modal dan sumber daya yang dimiliki oleh kelompok-kelompok elit untuk 
mengembangkan Lenggang Jakarta Kemayoran. Dampak dibangunnya tempat 
relokasi yang baru yaitu Lenggang Jakarta Kemayoran yang dihasilkan pun tidak 
kalah rumitnya. Terdapat berbagai kontestasi dan resistensi yang terjadi. Implikasi 
Lenggang Jakarta ini mampu menyentuh persoalan tata ruang kota, kondisi jalan raya 
serta problem lingkungan yang kompleks seperti kemacetan dan kembalinya fungsi 
trotoar jadi teratasi. Kondisi yang semakin semrawut yang terjadi di tempat 
sebelumnya yaitu di kawasan Apron Kemayoran setidaknya memcerminkan implikasi 
pembangunan yang bagus dan layak dengan adanya Lenggang Jakarta Kemayoran.  
 Namun tidak bisa kita pungkiri juga bahwa Lenggang Jakarta Kemayoran 
dibangun karena kepentingan khusus antara pihak pemerintah dengan pihak 
koorporasi (PT.Sosro) bahwa akan di adakanya ASEAN Games yang akan di 
laksanakan di Indonesia pada tahun 2018. Jadi di bangunnya Lenggang Jakarta bukan 
karena untuk membersihkan dan menempatkan Pedagang Kaki Lima sebagai tempat 
relokasi yang baru, tetapi ada kepentingan tertentu lainnya yaitu penyelenggaraan 
ASEAN Games.  
 Sudah kita ketahui bahwa pada kenyataannya Pedagang Kaki Lima yang 
sudah pernah pindah ke Lenggang Jakarta Kemayoran, kini kembali ke tempat 
semula yaitu di kawasan Apron Kemayoran dengan berbagai alasan, terutamsehingga 
karena tempat yang kurang trategis dan sedikitnya pengunjung yang datang ke 





Akhirnya Lenggang Jakarta Kemayoran kini sepi dari Pedagang Kaki Lima yang 
berjualan.  
 Solusi dari permasalahan yang ada dapat di pecahkan oleh masing masing 
aktor dengan kepentingan-kepentingan yang berbeda yaitu dengan adanya norma dan 
kompromi. Adanya norma kemanusian pemerintah mencoba untuk memberikan 
kelonggaran dan keringanan kepada Pedagang Kaki Lima untuk kembali lagi ke 
kawasan Apron Kemayoran tetapi masih dalam pengawasan dan kontrol yang 
dilakukan oleh pihak PPKK di jam-jam tertentu pukul 16.00-19.00 WIB. Kompromi 
tersebut menghasilkan pembagian waktu antara pagi hari, siang hari, dan malam hari. 
Pedagang Kaki Lima diperbolehkan berjualan dan menjajakan dagangannya pada 
malam hari yaitu pukul 19.00-22.00 WIB tetapi tetap di bawah pengawasan pihak 
PPKK.  
V.2 Saran  
 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka 
beberapa hal yang dapat dijadikan masukan bagi penelitian ini adalah:  
1. Sebaiknya Pedagang Kaki Lima lebih berusaha untuk koperatif terhadap 
peraturan daerah yang berlaku yang mengatur ketertiban dan keamanan. 
Pedagang Kaki Lima agar berusaha untuk berjualan di tempat yang telah 
ditetapkan dan menjaga ketertiban dan keamanan serta kebersihan di tempat-
tempat yang telah ditetapkan untuk berjualan. Perlu dimunculkan kesadaran 
bahwa ketika mereka berjualan di tempat yang mengganggu kepentingan 





tersebut Pedagang Kaki Lima sebelumnya lebih tahu diri dalam menggelar 
dagangannya agar tidak melebar ke jalan lain dan mengikuti sesuai aturan 
yang telat disepakati. 
2. Sebaiknya Satuan Polisi Pamong Praja selaku aparat pemerintah yang 
diberikan kewenangan untuk menjaga ketertiban dan keamanan di kawasan 
Apron Kemayoran lebih bijak dan lebih tegas lagi dalam menangani dan 
menertibkan Pedagang Kaki Lima supaya kawasan tersebut menjadi lebih 
tertata, tidak rawan kemacetan, dan bahu jalan kembali menjadi tempat untuk 
pejalan kaki.  
3. Sebaiknya pemerintah melihat langsung bagaimana situasi terkini di 
Lenggang Jakarta ketika para PKL membuka dagangannya di tempat yang 
baru, apakah berjalan dengan harapan atau tidak, hal ini perlu dilakukan agar 
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 I.1 Latar Belakang X   X X X X 
 I.2 Permasalahan Penelitian X       
 I.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian X       
 I.4 Tinjauan Penelitian Sejenis    X X X X 
 I.5 Kerangka Konseptual      X X 
  I.5.1 Konsep Ruang dalam 
                     Perspektif Lefebvre 
     X X 
  I.5.2 Konsep Sektor Informal      X X 
  I.5.3 Konsep Pedagang Kaki Lima      X X 
 1.5.4 Hubungan Antar Konsep X       
 I.6 Metodologi Penelitian      X X 
  I.6.1 Pendekatan Penelitian      X X 
  I.6.2 Tipe atau Jenis Penelitian      X X 
  I.6.3 Rancangan Penelitian 
                     Kualitatif 
     X X 
  I.6.4 Subjek Penelitian X X X X    
  I.6.5 Peran Peneliti X       
 I.6.6 Lokasi dan Waktu Penelitian X       
 I.6.7 Teknik Pengumpulan Data  X X X X X X 
 I.6.8 Teknik Analisis Data        
 I.6.9 Triangulasi Data  X X     
 I.7 Keterbatasan Peneliti        
 I.8 Sistematika Penulisan      X X 
II Kebijakan Penataan Ruang di kawasan Apron Kemayoran 
 II.1 Pengantar        X 
 II.2 Kebijakan Penataan Ruang DKI Jakarta X X X X   X 
  II.2.1 Kebijakan oleh Pemerintah   X   X X 
  II.2.2 Penataan Ruang      X X 
 II.3 Alur Perizinan Pedagang Kaki Lima 
Legas 
 X     X 
 II.4 Perubahan Spasial Kawasan 
Kemayoran Jakarta Pusat 
X      X 
 II.5 Perkembangan Kawasan Apron 
Kemayoran Saat Ini 
X  X    X 
 II.6 Profil Informan Pedagang Kaki Lima di 
Kawasan Apron  
X X      
 II.7 Peran Pemerintah Sebagai Pembuat 
Kebijakan Pedagang Kaki Lima di kawasan 
Kemayoran Jakarta Pusat 
X X     X 
 II.7.1 Kecamatan Kemayoran 
         Jakarta Pusat 
 X     X 
 II.7.2 Kelurahan Kebon Kosong 
          Kemayoran Jakarta Pusat 
 X      
 II.7.3 RW Rumah Susun 
          Kemayoran Jakarta Pusat 
 X      
 II.7.4 Satuan Polisi Pamong Praja 
         (Satpol PP) 
 X     X 
III Representasi Pedagang Kaki Lima di kawasan Apron Kemayoran 
 III.1 Pengantar       X 
 III.2 Kawasan Apron Sebagai Praktik 
Spasial 
X X X   X X 
 III.2.1 Kontestasi Ruang Pedagang 
           Kaki Lima di kawasan Apron 
           Kemayoran 
X X X   X X 
 III.2.2 Resistensi Pedagang Kaki 
           Lima di kawasan Apron 
           Kemayoran 
X X X   X X 
 III.3 Lenggang Jakarta Kemayoran Sebagai 
Representasi Ruang 
X X X   X X 
 III.4 Kawasan Apron Kemayoran Sebagai 
Ruang Representasional 
X X X   X X 
IV Kawasan Apron Sebagai Ruang Representasional 
 IV.1 Kontestasi Produksi Ruang 
Kawasan Apron Kemayoran 
X X     X 
 IV.2 Keberpihakan Pemerintah Terhadap 
Pihak Koorporasi 
  X    X 
 IV.3 Resistensi Pedagang Kaki Lima  X     X 
 IV.4 Refleksi Teoritik Produksi Ruang di 
Kawasan Apron Kemayoran 




P  : Pengamatan 
WM  : Wawancara Mendalam 
WTT  : Wawancara Tidak Terstruktur 
LS/BPS : Lembaga Survei/Badan Pusat Statistik 
L  : Sumber dari Lembaga terkait 
BK/M-K : Buku, Majalah, Koran 





Kepada : Kepala Seksi Pemerintahan dan Trantib Kelurahan Kebon Kosong 
    (Ibu Nayla Somoa) 
1. Nama, bagian pekerjaan? 
2. Apakah pihak kelurahan menangani pedagang kaki lima di kawasan Apron 
Kemayoran? 
3. Bagaimana tanggapan anda mengenai masih banyaknya pedagang kaki lima di 
kawasan Apron Kemayoran? 
4. Apakah ada kebijakan khusus yang dibuat sendiri oleh pihak kelurahan dalam 
melakukan penataan ruang pedagang kaki lima? 
5. Apakan ada aturan khusus terkait ruang publik di daerah ini? 
6. Bagaimana peran pihak kelurahan dari segi penataan ruang publik di kawasan 
Apron Kemayoran? 
7. Apakah pihak kelurahan memberikan tempat khusus untk pedagang kaki 
lima? 
8. Apakah adanya keluham dari masyarakat setempat terkait ruang publik yang 
digunakan oleh pedagang kaki lima? Jika ada, bagaimana upaya dari pihak 
kelurahan? 
9. Apakah pedagang kaki lima meminta izin berdagang kepada pihak kelurahan? 
Jika iya, bagaimana alur perizinannya? 
10. Apakah pernah terjadinya penertiban oleh pihak kelurahan? 
11. Bagaimana mekanisme penertiban pedagang kaki lima? 






Kepada : Informan Pedagang Kaki Lima (5 Informan) 
1. Nama, TTL, sudah berkeluarga? 
2. Pekerjaan istri/suami? 
3. Tempat tinggal saat ini? 
4. Alasan memilih tinggal di Jakarta? 
5. Sudah berapa lama di Jakarta? 
6. Sudah berapa lama menjadi pedagang kaki lima? 
7. Alasan memilih sebagai pedagang kaki lima? 
8. Alasan mengapa memilih Apron sebagai tempat jualan sebagai pedagang 
kaki lima? 
9. Apakah ada izin berdagang dari pihak pemerintah setempat? Jika ada, 
bagaimana cara mendapatkan izin berdagang? 
10. Apakah ada pembinaan dari pihak pemerintah? 
11. Darimana modal untuk berjualan sebagai pedagang kaki lima? 
12. Berapa penghasilan dalam sehari? 
13. Apakah cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga? 
14. Apakah ada hambatan selama berdagang di Apron? 
15. Apakah ada uang retribusi? (sewa/kebersihan/preman) 
16. Apakah pernah terjadi penertiban?  
17. Penertiban yang seperti apa? 
18. Apakah ada peringatan sebelumnya? 
19. Apakah ada tempat relokasi untuk PKL dari pihak pemerintah? Jika iya, 
dimana? 





Kepada : Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) 
1. Nama, TTL? 
2. Ditempatkan di bagian apa? 
3. Ada berapa jumlah personil dalam penertiban PKL Apron? 
4. Dinas apa saja yang termasuk dalam tim? 
5. Bagaimana koordinasi dengan personil lain tentang penertiban PKL Apron? 
6. Ditugaskan berapa kali dalam penertiban PKL? (pukul/hari? 
7. Apakah PKL sebelumnya mendapatkan surat peringatan? 
8. Bagaimana prosedur penertiban? 
9. Penertiban seperti apa yang dilakukan? 
10. Apakah dalam waktu dekat ini ada kegiatan/rencana penertiban untuk PKL? 
11. Apakah ada kendala-kendala yang timbul dalam penertiban? 
12. Jika ada PKL yang membandel, bagaimana penanganannya? 
13. Bagaimana prosedur pengambilan barang bila adanya barang PKL yang di 
angkut petugas? 
14. Di relokasi kemana? 
15. Apakah pernah terjadi keributan pada saat penertiban? 
16. Bagaimana solusi agar lalu lintas tidak semrawut akibat PKL? 








Kepada : Kecamatan Kemayoran  
1. Nama, TTL? 
2. Bagian pekerjaan? 
3. Apakah PKL yang ada di Apron di tangani oleh pihak Kecamatan? 
4. Apakah PKL Apron di legalkan? 
5. Sejauh ini adakah PKL yang izin berdagang melalui pihak Kecamatan? 
6. Apakah pihak Kecamatan ikut andil dalam menangani penertiban? 
7. Bagaimana proses/alur penertiban? 
8. Adakah kendala dalam penertiban? 
9. Di relokasi kemana? 
10. Adakah dari pihak kecamatan melakukan penarikan biaya sewa di tempat 
yang baru? 
11. Apa tanggapan bapak/ibu bahwa PKL ternyata kembali lagi ke Apron? 












Kepada : RW Rumah Susun Apron Kemayoran  
1. Nama, TTL? 
2. Sudah menjabat berapa lama sebagai ketua RW? 
3. Sudah berapa lama tinggal di daerah Apron? 
4. Sejarah kawasan Apron? 
5. Apakah RW ikut andil dalam menangani PKL di kawasan Apron? 
6. Apakah PKL Apron memiliki izin berdagang? 
7. Bagaimana prosedur perizinan? 
8. Jika ada, berapa uang sewa untuk berdagang? 
9. Apakah RW bekerja sama dengan pihak setempat dalam pengelolaan PKL 
Apron? 
10. Apakah pernah terjadi penertiban PKL? 
11. Penertiban seperti apa yang dilakukan? 
12. Direlokasi kemana? 
13. Adakah biaya tempat sewa yang baru? 
14. Selain RW setempat, apakah ada preman yang mengelola kawasan Apron? 
15. Dengan situasi dan kondisi saat ini bagaimana tanggapan bapak mengenai lalu 
lintas di Apron? 









Nama Informan  : Ibu Nayla Somoa 
Pekerjaan   : Kepala Seksi Pemerintahan dan Trantib Kelurahan Kebon 
       Kosong 
Tempat Wawancara  : Kantor Kelurahan Kebon Kosong Kemayoran 
Tanggal Wawancara : 9 Oktober 2017 
No Pertanyaan Deskripsi Data Taksonomi 
1 Nama, bagian pekerjaan? Saya Nayla Somoa, Kepala 
Seksi Pemerintahan dan 
Trantib Kelurahan Kebon 
Kosong 
Data diri informan 
2 Apakah pihak kelurahan 
menangani pedagang kaki 
lima di kawasan Apron 
Kemayoran? 
Iya, karena daerah PKL 
tempati merupakan bagian 
dari kelurahan kebon 
kosong, salah satu wilayah 
kebon kosong tepatnya di 
RW.10 maka dalam 
pembenahan PKL menjadi 




3 Bagaimana tanggapan 
anda mengenai masih 
banyaknya pedagang kaki 
lima di kawasan Apron 
Kemayoran? 
PKL Apron dapat 
dikatakan seperti jamur di 
musim hujan, jadi pada 
saar di tebas dan di cabut, 
karena di musim hujan 
maka ia akan tumbuh lagi 
dengan maraknya. Namun 
Tanggapan 
menganai 
banyaknya PKL di 
Apron 
tetao saja sudah menjadi 
bagian dari tugas dan tetap 
dilakukannya penertiban. 
4 Apakah ada kebijakan 
khusus yang dibuat sendiri 
oleh pihak kelurahan 
dalam melakukan 
penataan ruang pedagang 
kaki lima? 
Tidak ada kebijakan 
khusus dari pihak 
kelurahan karena kelurahan 
tidak mentolerir yang 
namanya kegiatan liar, 
hanya saja adanya Ingub/ 
Intruksi Gubernur DKI 
Jakarta No: 99 Tahun 2017 
Tentang Tertib Trotoar, 
pada bulan September. 
Namun karena berjalan 
dengan bagus, jadi 
diperpanjang tetapi belum 
tau diperpanjang sampai 
bulan apa, yang jelas bulan 




5 Apakan ada aturan khusus 
terkait ruang publik di 
daerah ini? 
Tidak ada aturan khusus, 
tetapi sesuai dengan 
Peraturan Daerah Nomor 8 
tahun 2007 tentang 
ketertiban umum salah 
satunya adalah pedagang 
kaki lima, oleh sebab itu 
siapapun yang melanggar 




6 Bagaimana peran pihak 
kelurahan dari segi 
penataan ruang publik di 
kawasan Apron 
Kemayoran? 
Dalam hal ini kelurahan 
kebon kosong sudah 
melakukan penertiban 
selama 3 kali pada bulan 
Oktober. Seperti tadi, kami 
melakukan penertiban dari 
depan kantor kelurahan, 
lalu ke masjid akbar, 
apron, polsek palazzo, pos 
polisi samping ke jalan 
Dakota raya, sampai masuk 
lagi ke kelurahan. Ada 2 
mobil trek penuh hasil 
penertiban yang nanti akan 
di bawa ke gudang 




ruang di Apron 
7 Apakah pihak kelurahan 
memberikan tempat 
khusus untk pedagang 
kaki lima? 
Kami beserta, pihak 
provinsi, walikota, 
kecamatan, dan kasudin 
koperasi usaha mikro kecil 
dan menengah (KUMKM) 
berinisiatif membangun 
Lenggang Jakarta Blok B1 
berlokasi di lahan eks 
Gang Laler, Kemayoran, 
Jakarta Pusat. 
Pembangunan Lenggang 








tempak khusus untuk 
pedagang kaki lima di 
Apron 
8 Apakah adanya keluham 
dari masyarakat setempat 
terkait ruang publik yang 
digunakan oleh pedagang 
kaki lima? Jika ada, 
bagaimana upaya dari 
pihak kelurahan? 
Iya, kami dapat laporan 
dari pihak Kecamatan 
Kelurahan dan PPKK 
(Pusat Pengelola Komplek 
Kemayoran) bahwa banyak 
mayarakat mengeluhkan 
adanya PKL yang ada di 
Apron terkait akses jalan 
dan sulitnya melakukan 
aktifitas kegiatan yang 
lainnya. 
Kami berkoordinasi 
dengan pihak pemerintahan 
setempat termasuk Satpol 









9 Apakah pedagang kaki 
lima meminta izin 
berdagang kepada pihak 
Tidak ada, pihak kelurahan 
juga tidak pernah 
mengizinkan adanya 
Izin berdagang dan 
terkait alur 
perizinan 
kelurahan? Jika iya, 
bagaimana alur 
perizinannya? 
kegiatan liar apapun. 
Selama kegiatan itu 
liar/illegal kami tidak 
pernah mengizinkan. 
10 Apakah pernah terjadinya 
penertiban oleh pihak 
kelurahan? 
Iya, pada bulan September 
2 kali penertiban tanggal 
20 September 2017 di 
Jalan Benyamin Sueb – 
Jalan Kasa, tanggal 26 
September 2017 di 
Kemayoran Gempol – 
Jiung. Dan tadi tanggal 9 
Oktober 2017 penelusuran 
dimulai dari depan kantor 
Lurah, masjid akbar, apron, 
polsek palazzo, pos polisi 
sampai jalan Dakota raya, 
dan masuk lagi ke 
kelurahan. 
Penertiban PKL 
11 Bagaimana mekanisme 
penertiban pedagang kaki 
lima? 
Sebelum melakukan 
penertiban kami Apel 
terlebih dahulu, kami juga 
mengedepankan koordinasi 
kepada anggota lain seperti 
satpol PP, Dishub, dan 
PPSU. Ketika penertiban 
berlangusng, kami juga 
melakukannya dengan hati 
karena yang sedang kami 
Mekanisme 
penertiban 
hadapi adalah manusia. 
Tidak adanya bentrokan 
yang besar, hanya saja 
perdebatan mulut saja yang 
masih bisa teratasi dengan 
baik dan komunikasi.  
12 Di relokasi dimana 
pedagang kaki lima di 
kawasan Apron? 
Lenggang Jakarta Blok B1 
berlokasi di lahan eks 

















Nama Informan  : Bapak Tauhid  
Pekerjaan   : Pedagang Kaki Lima penjual sepatu dan sandal 
Tempat Wawancara  : Jalan Apron Kemayoran 
Tanggal Wawancara : 11 September 2017  
No Pertanyaan Deskripsi Data Taksonomi 
1 Nama, TTL, sudah 
berkeluarga? 
Saya Tauhid, 26 tahun, 
berasal dari Pemalang dan 
belum menikah 
Data diri Informan  
2 Pekerjaan istri/suami? Saya belum punya istri Pekerjaan 
pasangan 
3 Tempat tinggal saat ini? Tinggal di belakang polsek 
kemayoran, saya ngontrak 
Tempat tinggal 
4 Alasan memilih tinggal di 
Jakarta? 




5 Sudah berapa lama di 
Jakarta? 
Dari tahun 2005 Lama di Jakarta 
6 Sudah berapa lama 
menjadi pedagang kaki 
lima? 




7 Alasan memilih sebagai 
pedagang kaki lima? 
Dari dorongan diri sendiri 
dulu, terus ada keluarga 
yang jadi PKL juga di 




8 Alasan mengapa memilih 
Apron sebagai tempat 
jualan sebagai pedagang 
kaki lima? 
Udah nyaman, dan udah 
banyak yang kenal juga 
Alasan memilih 
Apron 
9 Apakah ada izin 
berdagang dari pihak 
pemerintah setempat? Jika 
ada, bagaimana cara 
mendapatkan izin 
berdagang? 
Saya nempatin ini izin oleh 
yang punya lahan disini, 
itu juga secara omongan 
dan bayar retribusi 
Izin berdagang dan 
cara 
mendapatkannya 
10 Apakah ada pembinaan 
dari pihak pemerintah? 
Tidak ada Pembinaan dari 
pemerintah 
11 Darimana modal untuk 
berjualan sebagai 
pedagang kaki lima? 
Modal pribadi dari hasil 
kerja sebelumnya 
Modal berdagang  
12 Berapa penghasilan dalam 
sehari? 
Cukup untuk hidup sehari-
hari 
Penghasilan  
13 Apakah cukup untuk 
memenuhi kebutuhan 
keluarga? 
Iyaa Alhamdulillah cukup  Kecukupan untu 
hidup 
14 Apakah ada hambatan 
selama berdagang di 
Apron? 
Iya sudah pasti, banyak 
hambatan yang kami 
terima .  
Hambatan 
berdagang 
15 Apakah ada uang 
retribusi? 
Iya ada, uang lampu Rp 
20rb dan uang kebersihan 
Uang retribusi 
(sewa/kebersihan/preman) setiap harinya  
16 Apakah pernah terjadi 
penertiban?  
Iya pernah kok  Penertiban 
17 Penertiban yang seperti 
apa? 
Pertama seperti peringatan, 
lalu yang masih 
membandel di angkut2in 
barangnya, tapi tidak ada 
bentrokan yang besar 
Berlangsung 
seperti apa 
18 Apakah ada peringatan 
sebelumnya? 
Iya sudah ada, tapi mau 
gimana yaa kami juga 
butuh makan  
Peringatan 
penertiban 
19 Apakah ada tempat 
relokasi untuk PKL dari 
pihak pemerintah? Jika 
iya, dimana? 
Iya, di Lenggang Jakarta 
Kemayoran  
Tempat relokasi 
20 Apakah ada kunjungan 
dari pihak pemerintah? 










Nama Informan  : Bapak Dedi  
Pekerjaan   : Satpol PP Kecamatan (Staf administrative Satpol PP) 
Tempat Wawancara  : Kantor Kecamatan Kemayoran 
Tanggal Wawancara :  
No Pertanyaan Deskripsi Data Taksonomi 
1 Nama, TTL? Dedi, tinggal di 
Kembangan Jakarta Barat 
Identitas 
2 Ditempatkan di bagian 
apa? 
Staf administrasi Satpol PP Bagian pekerjaan 
3 Ada berapa jumlah 
personil dalam penertiban 
PKL Apron? 
Awal penertiban 
diturunkan 250 personil. 
Awal penertiban tgl 11 Des 
2015  
Jumlah personil 
4 Dinas apa saja yang 
termasuk dalam tim? 
TNI, POLRI, SATPOL PP 
Jakarta Pusat, Pemadam 




5 Bagaimana koordinasi 
dengan personil lain 
tentang penertiban PKL 
Apron? 
Dilihat dari rawan 
tidaknya, jumlah petugas 
satpol pp dan jumlah pkl 
nya seimbang atau tidak. 
Kalau memang jumlah 
petugasnya tidak seimbang 
dengan jumlah pkl nya 




6 Ditugaskan berapa kali Tunggu dapat perintah, Berapa kali 
dalam penertiban PKL? 
(pukul/hari) 
dalam waktu dekat belum 
ada, hanya saja tetap 
dilakukannya pengamanan 
pada pukul pukul 15.00 – 
20.00, dan di halau saja. 
Apalagi skrng sudah ada 
bulan tertib trotoar 
penertiban 
7 Apakah PKL sebelumnya 
mendapatkan surat 
peringatan? 
Iya dapat, 3x SP 1 (3x24 
Jam), SP 2 (2X24 Jam), SP 3 
(1X24 Jam). 
Surat peringatan 
8 Bagaimana prosedur 
penertiban? 
Keributan dan anarkis 
tidak, protes pasti ada, tapi 
betrok tidak ada. Karena 




9 Penertiban seperti apa 
yang dilakukan? 




10 Apakah dalam waktu 
dekat ini ada 
kegiatan/rencana 
penertiban untuk PKL? 
Belum ada Rencana 
penertiban 
11 Apakah ada kendala-
kendala yang timbul 
dalam penertiban? 
Kendalanya di masyarakat, 
harusnya lebih memahami 
peraturan. Kurangnya 
kesadaran masyarakat 
dalam peraturan daerah. 
jadi kalau berjualan di 
tempat yang benar tidak 
mungkin kami tertibkan. 
Kendala 
penertiban 
12 Jika ada PKL yang 
membandel, bagaimana 
penanganannya? 
Tetap ditertibkan Penanganan PKL 
membandel 
13 Bagaimana prosedur 
pengambilan barang bila 
adanya barang PKL yang 
di angkut petugas? 
1.Melaksanakan sidang 
tipiring (tindak pidana 
ringan) melanggar 
peraturan daerah, jadi 
mereka harus ikut dulu 
siding itu, biasanya sebulan 
1x  
2.Setelah sidang, baru bisa 
ambil barang  
Prosedur 
pengambulan 
barang PKL yang 
ditertibakan 
14 Di relokasi kemana? Ke Lenggang Jakarta Tempat relokasi 
15 Apakah pernah terjadi 
keributan pada saat 
penertiban? 
Tidak terjadi yang anarkis, 
hanya adu mulut  
Saat penertiban 
berlangsung 
16 Bagaimana solusi agar 
lalu lintas tidak semrawut 
akibat PKL? 
PKL di tertibkan  Solusi  
17 Apakah PKL Apron di 
tangani juga oleh pemkot? 
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